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erkembangan  perpolitikan  nasional  mutakhir  telah  melahirkan 


gejala  politik  yang  bersifat  paradoksal.  Di  era  reformasi  kita 


JL.  gigih  berusaha  membangun  sistem  politik  modern,  namiin 
pada  waktu  yang  bersamaan,  kita  masih  terkungkung  nilai-nilai 
tradisionalitas,  sebagaimana  dapat  dilihat  dalam  praktik  politik  ke- 
kerabatan.  Sebuah  tradisi  politik  yang  hanya  bisa  dijumpai  di  ma- 
syarakat  yang  belum  mengenal  peradaban  modern;  sebuah  tradisi 
politik  yang  hanya  berlaku  di  masyarakat  tribal  dan  pastoral  pada 
zaman  dulu.  Politik  kekerabatan  merupakan  penjelmaan  paling 
nyata  dari  sentimen  primordialitas.  Dalam  konteks  primordialisme, 
perilaku  elite-elite  partai  politik  kini  tidak  beda  dengan  Soeharto 
dulu.  Pada  masa  Orde  Baru  kita  mengecam  politik  kekerabatan  yang 
dipraktikkan  Soeharto  saat  mengangkat  anak,  saudara,  dan  kroni 
terdekatnya  menjadi  anggota  MPR,  yang  bertujuan  mengamankan 
kekuasaannya.  Akan  tetapi,  praktik  serupa  justru  dilakukan  elite-elite 
politik  sekarang,  yang  mengklaim  diri  sebagai  pengawal  reformasi 
dan  pejuang  demokrasi  (Amich  Alhumami,  Kompas  23  Januari  2011). 

Dalam  artikel  berjudul "  Politik  Kekerabatan  dan  Institusionalisasi 
Partai  Politik  di  Indonesia",  Nico  Harjanto  menguraikan  bahwa  di 
Indonesia,  politik  kekerabatan  identik  dengan  pemusatan  kekua- 
saan  di  keluarga  atau  kerabat  politik  tertentu.  Menguatnya  politik 
kekerabatan  seperti  ini  tentu  saja  sangat  mengkhawatirkan.  Jika  ke- 
cenderungan  ini  semakin  meluas,  bukan  tidak  mungkin  dalam  waktu 
dekat  politik  Indonesia  akan  seperti  yang  terjadi  di  Filipina,  dimana 
bossism  berbasis  teritorial  menguasai  politik.  Negara  dijalankan  oleh 
segelintir  elite  dari  beberapa  keluarga,  klan,  atau  dinasti  politik  yang 
kuat  di  wilayah-wilayah  tertentu,  dan  karenanya  sangat  sulit  untuk 
mengharapkan  adanya  perluasan  akses  kekuasaan  maupun  proses 
demokrasi  yang  sehat  dan  substansial.  Demokrasi  akhirnya  dijadikan 
mekanisme  untuk  melegitimasi  dan  memperkuat  basis  kekuasaan 
politik  para  local  bosses  ini,  yang  dengan  kekuatan  uang,  massa,  dan 
jaringan  pemerintahan  selalu  bisa  mengalahkan  pesaing-pesaingnya. 
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Artikel  Robert  Endijaweng  berjudul  "Kritik  Terhadap  Desentralisasi 
Asimetris  di  Indonesia"  antara  lain  menyoroti  bahwa  kompleksitas 
dan  variasi  persoalan  desentralisasi  asimetris  menuntut  suatu  politik 
kebijakan  dan  desain  intrumentasi  yang  prima.  Bdta  tidak  boleh  meng- 
ulang  kesalahan  fatal  pemekaran  daerah  yang  setelah  nyaris  semua 
tanah  Republik  terbelah,  baru  disadari  perlunya  arah  kebijakan  yang 
jelas  dan  desain  penataan  daerah  yang  baik.  Selain  karena  mutu 
pengelolaan  atas  daerah  khusus/istimewa  saat  ini  yang  masih  buruk, 
upaya  penataan  tersebut  juga  krusial  untuk  mengantisipasi  berbagai 
wacana  politik  pembentukan  Otsus,  seperti  yang  muncul  di  sejumlah 
daerah-daerah,  seperti  Bali  dan  Riau  maupun  usulan  yang  lebih  "mo- 
derat"  untuk  pembentukan  status  kekhususan  sejumlah  kawasan 
dalam  bentuk  otorita,  kawasan  ekonomi  khusus,  provinsi  kepulauan, 
dan  seterusnya. 

Wawan  E.  Kuswandoro  dalam  artikel  berjudul  "Dilema  Politik 
Anggaran  Pro-Poor  di  Daerah"  menyebutkan  bahwa  politik  anggaran 
pemerintah  daerah  yang  memihak  kepada  orang  miskin  merupakan 
salah  satu,  dari  sekian  banyak  pilihan  kebijakan  yang  diperlukan  untuk 
menanggulangi  kemiskinan  secara  struktural  dan  komprehensif. 
Mengingat  politik  anggaran  pro-poor  masih  sebatas  pengertian  yang 
bersifat  teknis  operasional,  maka  dalam  implementasinya  seringkali 
tereduksi  menjadi  budget  for  the  poor  yang  berisi  program-program 
bantuan  sosial  atau  program  kedermawanan  sosial.  Dalam  konteks 
ini,  pihak  pemerintah  lebih  diuntungkan  dengan  memanfaatkan  pola 
hubungan  patron-client  antara  aktor  negara  dan  masyarakat  dalam 
suasana  yang  hegemonistis.  Negara  berperan  sebagai  superbody  yang 
powerful,  sementara  masyarakat  terposisikan  sebagai  pihak  yang 
lemah  dan  wajib  disantuni.  Sementara,  pemerintah  daerah  lebih 
tergoda  untuk  memainkan  peran  superbody  yang  memiliki  kekuasaan 
hegemonik  terhadap  rakyat  ketimbang  memerankan  sebagai  aktor 
pemberdaya  masyarakat. 

"Federalisme  di  Malaysia:  Potret  Hubungan  Pusat-Daerah"  se- 
bagai artikel  terakhir  yang  ditulis  oleh  Mohammad  Agus  Yusoff  dan 
Leo  Agustino  menguraikan,  dalam  konteks  hubungan  pusat-dae- 
rah,  pemerintah  pusat  memang  menginginkan  administrasi  negara 
dikuasai  oleh  pusat.  Dengan  menggunakan  argumen  untuk  meng- 
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hasilkan  implementasi  program  yar\g  diinginkan,  maka  pemerintah 
pusat  mempunyai  hak  untuk  mengendalikan  daerah.  Persoalannya, 
bagaimana  pemerintah  pusat  bisa  mengarahkan  daerah?  Dalam  teori 
politik,  satu  hal  yang  paling  mudah  adalah  dengan  cara  menjalankan 
pemerintahan  dengan  sistem  otokratik.  Demikian  halnya  apabila 
merujuk  pada  para  ahli  politik  Malaysia  bahwa  administrasi  negara 
federal  Malaysia  bersifat  hegemonik  dan  otokratik.  Kehegemonian 
dan  keotokratikan  pemerintah  pusat  ditampilkan  dengan  penonjolan 
personalisasi  Perdana  Menteri  untuk  mengarahkan  dan  mengendalikan 
pemerintahan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  negara  bagian. 

Dalam  terbitan  ini  juga  menyajikan  tinjauan  perkembangan 
ekonomi,  yang  mengulas  tentang  menjaga  laju  pertumbuhan  di 
tengah  ketidakpastian  harga.  Sementara  itu,  perkembangan  global 
dan  prospek  Indonesia  menjadi  bagian  dari  uraian  tinjauan  per- 
kembangan regional  dan  globat  akhir-akhir  ini.  Bagian  akhir  dari 
sajian  ini  berupa  dokumen.yang  berisi  tentang  hasil  KTT  ASEAN  ke- 
18  yang  berlangsung  di  Jakarta  pada  7-8  Mei  2011. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  EKONOMI 

Menjaga  Laju  Pertumbuhan 
di  Tengah  Ketidakpastian  Harga^ 

Tim  Departemen  Ekonomi  CSIS 


PENGANTAR 

Perekonomian  Indonesia  menunjukkan  kemampuannya  untuk 
bangkit  pada  triwulan  pertama  tahun  2011,  di  tengah  kekhawatiran 
akan  krisis  politik  yang  bam-baru  ini  terjadi  di  Libya  dan  gempa  dan 
tsunami  yang  melanda  Jepang,  Maret  2011  dan  diikuti  krisis  nuklir 
yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  di  negara  itu.  Pada  bulan 
Maret,  inflasi  menurun  selama  dua  bulan  terakhir,  sementara  pasar 
saham  naik  sebesar  4,7  persen.  Di  sisi  lain,  Rupiah  menguat  ke  level 
terkuatnya  sejak  bulan  Mei  2007  atau  menguat  sebesar  3  persen  diban- 
dingkan  awal  tahun  2011.  PDB  Indonesia  pada  triwulan  pertama 
tahun  2011  dibandingkan  dengan  triwulan  yang  sama  tahun  2010 
(y-o-y)  tumbuh  sebesar  6,5  persen.  Pertumbuhan  ini  didukung  oleh 
semua  sektor,  dimana  pertumbuhan  tertinggi  dihasilkan  oleh  sektor 
transportasi  dan  komunikasi  sebesar  13,8  persen.  Prospek  ekonomi 
Indonesia  untuk  tahun  2011  ini  tetap  akan  positif  atau  tumbuh  se- 
besar 6,0  -  6,5  persen. 


'  Tulisan  ini  diterjemahkan  oleh  Dandy  Rafitrandi  dan  Skotlastika  Indasari,  Fakultas  Ekonomi- 
Universitas  Indonesia. 
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Dampak  dari  bencana  yang  terjadi  di  Jepang  terhadap  pereko- 
nomian  Indonesia  dan  bangkitnya  kembali  semangat  nasionalisme 
ekonomi  menjadi  isu  utama  yang  hangat  di  triwulan  pertama  ta- 
hun  2011.  Sementara  itu,  harga  bahan  bakar  dan  bensin  serta  isu 
pembahan  kebijakan  di  Indonesia  juga  masih  menjadi  isu  krusial 
sebagai  konsekuensi  dari  kenaikan  harga  minyak  dunia. 

PERTUMBUHAN  EKONOMI 

Dari  sisi  industri,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  triwulan 
pertama  dibandingkan  triwulan  keempat  tahun  2010,  diukur  menggu- 
nakan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  meningkat  sebesar  1,5  persen 
(q-to-q).  Pertumbuhan  ini  didukung  oleh  sektor  Pertanian,  Petemakan, 
Kehutanan  dan  Perikanan,  dan  Sektor  Keuangan,  Bisnis,  dan  Persewa- 
an.  Pertumbuhan  tertinggi  dihasilkan  oleh  sektor  Pertanian,  Peternak- 
an,  Kehutanan  dan  Perikanan  sebesar  18,1  persen.  Hal  ini  dikarenakan 
musim  panen  tanaman  padi  pada  triwulan  pertama  2011,  terutama  di 
bulan  Maret  dan  April  2011.  PDB  Indonesia  pada  triwulan  pertama  2011 
dibandingkan  triwulan  yang  sama  tahun  2010  (y-o-y)  tumbuh  sebesar 
6,5  persen  (lihat  Tabel  1  dan  Gambar  1).  Pertumbuhan  ini  didukung 
oleh  semua  sektor,  dimana  pertumbuhan  tertinggi  dihasilkan  oleh 
sektor  transportasi  dan  komtmikasi  sebesar  13,8  persen. 

Gambar  1.  Tingkat  Pertumbuhan  PDB  Indonesia  Ql  2009  -  Ql  2011 

(dalam  persen) 


Q12009    Q2  2009    Q3 2009    Q4  2009    Ql 2010    Q2  2010    Q3 2010    Q4 2010  Q12011 


Sumber:  BPS 


MENJAGA  LAJU  PERTUMBUHAN  (Tim  Departemen  Ekonomi  CSIS) 


Tabel  1.  PDB  Berdasarkan  Sektor/Industri  (dalam  persen) 


Sektor 

Q4  2010  -  Ql  2011 

Ql  2010  -  Ql  2011 

Source  of  Growth 

Dortonian  Pf>tom:itmn  l^phiit;irmri  dan  Perikanan 

18.1 

3.4 

0.5 

Penggalian  dan  Pertambangan 

-2 

4.6 

0.4 

Industri  Manufaktur 

-1.2 

5 

1.3 

Listrik,  Air,  dan  Gas 

-1.9 

4.2 

0 

Konstruksi 

-3.6 

5.3 

0.3 

Perdagangan,  Hotel,  dan  Restoran 

-0.2 

7.9 

1.3 

Transportasi  dan  Komunikasi 

-0.1 

13.8 

1.3 

Keuangan,  Bisnis,  dan  Persewaan 

2.7 

7.3 

0.7 

Jasa 

-0.4 

7 

0.7 

PDB 

1.5 

6.5 

6.5 

PDB  tanpa  Migas 

1.7 

6.9 

Sumber:  BPS 


Sementara  itu,  dari  sisi  pengeluaran,  pertumbuhan  ekonomi 
Indonesia  pada  triwulan  pertama  2011  dibandingkan  dengan  triwulan 
yang  sama  tahun  2010  didukung  oleh  4,5  persen  peningkatan  pada 
konsumsi  mmah  tangga,  7,3  persen  peningkatan  pada  Pembentukan 
Modal  Tetap  Domestik  Bruto  (PMTDB),  dan  12,3  persen  peningkatan 
pada  ekspor.  Sementara  itu,  tingkat  konsumsi  pemerintah  juga 
meningkat  sebesar  3,0  persen,  sedangkan  impor  naik  sebesar  15,6 
persen.  Selanjutnya,  pada  triwulan  pertama  2011  dibandingkan 
dengan  triwulan  keempat  2010,  konsumsi  rumah  tangga,  secara  riil 
meningkat  sebesar  0,9  persen,  sementara  konsumsi  pemerintah  turun 
sebesar  46,6  persen  dan  PMTDB  turun  sebesar  3,4  persen.  Ekspor 
barang  dan  jasa  turun  sebesar  7,0  persen  dan  impor  barang  dan  jasa 
turun  sebesar  3,4  persen  (lihat  Tabel  2). 


Tabel  2.  PDB  Berdasarkan  Pengeluaran  (dalam  persen) 


Deskripsi 

Q4  2010  -  Ql  2011 

Ql  2010  -  Ql  2011 

Source  of  Growth 

Konsumsi  Rumah  Tangga 

0.9 

4.5 

2.6 

Konsumsi  Pemerintah 

-46.6 

3 

0.2 

PMTDB 

-3.4 

7.3 

1.7 

EI<spor 

-7 

12.3 

5.5 

Impor 

-3.4 

15.6 

5.3 

PDB 

1.5 

6.5 

6.5 

Sumber:  BPS 
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Di  lihat  dari  sisi  daerah  kawasan/kepulauan,  perekonomian  In- 
donesia pada  triwulan  pertama  tahun  2011  masih  didominasi  oleh 
beberapa  Provinsi  di  Jawa  dan  Sumatera.  Pulau  Jawa  berkontribusi 
sebesar  57,9  persen  terhadap  Produk  Domestik  Bruto,  diikuti  oleh 
Pulau  Sumatera  (23,5  persen),  Pulau  Kalimantan  (9,2  persen),  Sulawesi 
(4,6  persen),  Bali  dan  Nusa  Tenggara  (2,5  persen) ,  serta  Maluku  dan 
Papua  (2,3  persen)  (lihat  Tabel  3). 


Tabel  3.  PDB  Menurut  Wilayah/Pulau  (dalam  persen) 


Pulau 

2009 

2010 

2010 

Ql  2011 

Ql 

Q4 

Sumatera 

22.6 

23.1 

23 

23.2 

23.5 

Jawa 

58.6 

58 

58.2 

57.8 

57.9 

Bali  dan  Nusa  Tenggara 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.5 

Kalimantan 

9.2 

9.2 

9.3 

9.1 

9.2 

Sulawesi 

.4.6 

4.6 

4.5 

4.7 

4.6 

Maluku  dan  Papua 

2.3 

2.4 

2.3 

2.5 

2.3 

Sumber:  BPS 


INFLASI 

Sementara  itu,  inflasi  Indonesia  melambat  selama  dua  bulan 
berturut-turut,  yaitu  bulan  Februari  dan  Maret  2011,  dikarenakan 
harga  pangan  yang  turun  akibat  musim  panen.  Secara  tahunan,  Indeks 
Harga  Konsumen  (IHK  atau  CPI)  meningkat  sebesar  6,65  persen  pada 
bulan  Maret,  turun  dari  6,84  persen  pada  bulan  Februari  (lihat  Tabel 
4).  Secara  bulanan,  IHK  (CPI)  meningkat  sebesar  0,32  persen  pada 
bulan  Maret  dibandingkan  bulan  sebelumnya.  Kondisi  ini  merupakan 
penurunan  terbesar  selama  empat  tahim  terakhir.  Hal  ini  dikarenakan 
turunnya  harga  beras  dan  sebagian  besar  harga  bahan  pokok  yang 
umumnya  dikonsumsi  masyarakat  Indonesia,  seperti  cabe  dan  bahan 
utama  masakan  Indonesia  lairmya.  Harga  cabe  merah  turun  sebesar 
30,5  persen  dan  memberikan  kontribusi  0,23  persen  pada  deflasi 
di  bulan  Maret.  Sementara  itu  tururmya  harga  beras  menyumbang 
deflasi  sebesar  0,21  persen,  dengan  harga  yang  jatuh  sebesar  3,54 
persen  selama  bulan  Maret.  Akibatnya,  secara  tahunan,  volatilitas 
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inflasi  makanan  juga  meningkat  sebesar  15,17  persen  di  bulan  Maret, 
meskipun  inflasi  inti  meningkat  menjadi  4,45  persen  dari  4,36  persen 
pada  bulan  Februari  (lihat  Gambar  2). 

Tabel  4.  Indeks  Harga  Konsumen  Ql  2010  -  Ql  2011 


DESCRIPTION 

Ql 2010 

Q2  2010 

Q3  2010 

Q4  2010 

Ql 2011 

Consumer  Price  Index 

142.25 

144.26 

148.29 

150.65 

151.97 

Consumer  Price  Index:  %  Change 

3.43 

5.05 

5.80 

6.96 

6.84 

Sumber:  BPS 


Ke  depan,  ekspektasi  inflasi  Indonesia  tidak  akan  meningkat  secara 
signifikan  pada  bulan  April  dan  Mei,  dimana  harga  makanan  akan 
cenderung  stabil  setelah  musim  panen.  Selain  itu,  tren  penurunan  dari 
volatilitas  harga  makanan  dalam  dua  bulan  terakhir  diekspektasikan 
dapat  menurunkan  inflasi  inti  dalam  waktu  dekat.  Namun  demikian 
prediksi  awal,  inflasi  pada  tahun  2011  masih  akan  melebihi  target 
Bank  Indonesia  (4-6  persen)  dan  asumsi  anggaran  pemerintah  (5,3 
persen),  sebagai  inflasi  yang  hanya  akan  terjadi  dalam  jangka  pendek 
selama  musim  panen,  yang  mana  akan  berakhir  di  bulan  April. 


Gambar  2.  Komponen  inflasi 
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Gambar  3.  BI  rate  dan  Inflasi 


Inflasi  (m-o-m) 
 1 1  


JanOS  Apt-M  lulOS  OcM!  Ijn-09  Apr-09  iuMS  Oct-09  )in  lO  Apr  lO  Jol  lO  Oct  lO  Jan  11 
fo^  Inflation  (m-o-m|,  rhs     ~  Inflation  Ij-o-y),  Ihi  Coic  inflation  (»^^»|,  Ihs  —  BI  rale,  h 


Sumber:  CEIC  Asia  Database 


126 


ANALISIS  CSIS,  Vol.  40,  No.  2,  2011: 121-134 


Selain  itu,  resiko  peningkatan  inflasi  dibandingkan  penurunannya 
karena  harga  minyak  dunia  yang  tinggi  akan  mampu  menciptakan 
biaya  tambahan  yang  besar  bagi  produsen  di  Indonesia,  khususnya 
bagi  mereka  yang  konsumsi  bahan  bakarnya  tidak  disubsidi.  Demikian 
halnya,  tidak  akan  mudah  mencapai  target  inflasi  jika  pemerintah 
menerapkan  rencana  untuk  membatasi  penjualan  bahan  bakar  Pre- 
mium yang  beroktan  rendah  untuk  sepeda  motor  dan  transportasi 
publik,  yang  akan  menambah  tekanan  inflasi,  yang  mungkin  terjadi 
selama  Idul  Fitri  dan  awal  tahun  ajaran  baru  2011. 

Anjloknya  volatilitas  harga  pangan  dan  inflasi  inti,  bersamaan 
dengan  apresiasi  Rupiah  baru-baru  ini,  memberikan  ruang  untuk 
Bank  Sentral  untuk  menahan  diri  untuk  menaikkan  tingkat  suku 
bunga.  Bank  Indonesia  (BI)  diharapkan  dapat  mempertahankan  suku 
bunga  acuan  (BI  rate)  stabil  pada  kisaran  6,75  persen.  Selain  itu,  BI 
telah  mengatakan  bahwa  mereka  akan  mentolerir  apresiasi  Rupiah 
secara  bertahap  selama  masih  sesuai  dengan  kinerja  ekonomi  negara 
yang  diperkirakan  tumbuh  sebesar  6,5  persen,  dalam  upaya  untuk 
menurunkan  harga  impor  dan  menaikkan  inflasi  (lihat  Gambar  3). 

Ke  depan,  diharapkan  bahwa  kenaikan  suku  bunga  yang  agresif 
tidak  datang  dalam  waktu  dekat,  BI  telah  menekankan  penggunaan 
tingkat  kebijakan  non-bunga  komplementer  (misakrya  nilai  tukar) 
dalam  kebijakan  moneternya.  Namun  demikian,  kami  terus  melihat 
perlunya  pengetatan  kebijakan  moneter  lebih  lanjut  dalam  beberapa 
bulan  mendatang.  Kami  berharap  bahwa  kenaikan  suku  bunga  ber- 
ikutnya  akan  mungkin  dilakukan  setelah  berakhimya  musim  panen 
dan  kembali  naiknya  harga  makanan,  yang  bisa  terjadi  di  bulan  Juli, 
atau  bahkan  mungkin  di  bulai  Mei  atau  Juru.  Secara  keseluruhan, 
kami  masih  mengharapkan  bahwa  BI  rate  akan  meningkat,  setidaknya, 
sebesar  25  bps  hingga  menjadi  7,0-7,25  persen  pada  akhir  tahun. 

PASAR  KEUANGAN 

Pasar  saham  di  Indonesia  terlihat  sangat  berfluktuasi  pada  tri- 
wulan  pertama  2011,  di  tengah  kegelisahan  yang  sedang  berlangsung 
di  Jepang  dan  Libya  yang  mengimbangi  dampak  positif  dari  pengu- 
rangan  inflasi.  Awalnya,  sebagai  akibat  dari  inflasi  yang  melambat 
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serta  kebijakan  Bank  Sentral  untuk  mempertahankan  BI  rate,  membuat 
Indonesian  Composite  Index  (IDX)  atau  IHSG  naik  sebesar  86  poin 
dari  level  sebelumnya  di  awal  tahun  2011  menjadi  3.598  pada  awal 
Maret  2011.  Namun,  spekulasi  atas  kemungkinan  dampak  gempa 
di  Jepang  dan  krisis  nuklir  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya, 
serta  spekulasi  bahwa  kekerasan  di  Libya  mungkin  mendorong  harga 
minyak,  lebih  lanjut  membawa  IDX  ke  level  terendahnya  yakni  3.484 
pada  pertengahan  Maret.  Namun,  tetap  saja  meningkatnya  harga 
komoditas  dan  pendapatan  perusahaan  lokal,  membuat  IDX  akhimya 
memperoleh  194  poin  untuk  mencapai  level  tertinggi,  yakni  3.687 
pada  akhir  bulan  Maret  2011.  Secara  keseluruhan  IDX  meningkat 
sebesar  4,7  persen  selama  bulan  Maret. 

Ke  depannya,  inflasi  bulan  Maret  diharapkan  dapat  membawa 
pasar  lokal  untuk  tetap  bergairah  dalam  jangka  pendek,  dengan  ke- 
untungan  yang  kecil  selama  proses  penyesuaian  dari  pergerakan  pasar 
global.  Namun,  peningkatan  harga  minyak  yang  berpotensi  mendorong 
tekanan  inflasi  bersamaan  dengan  perkembangan  krisis  hutang  di  Eropa 
dan  krisis  politik  di  Timur  Tengah  dan  Afrika  Utara,  yang  mungkin 
dapat  menjadi  batu  sandungan  bagi  kinerja  inflasi  Indonesia. 

Rupiah  menguat  ke  level  tertingginya  dalam  empat  tahun  ter- 
akhir,  yakni  di  bulan  Maret  ini,  merupakan  hasil  dari  kebijakan 
Bank  Sentral  yang  memperbolehkan  apresiasi  mata  uang  dan  para 
investor  luar  negeri  yang  meningkatkan  kepemilikan  saham  lokal 
untuk  mengambil  keuntungan  dari  prospek  pertumbuhan  ekonomi 
di  Indonesia.  Meskipun  mengalami  penurunan  terbesar  dalam  satu 
hari  pada  dua  bulan  terakhir  (pertengahan  Maret),  Rupiah  naik  103 
poin  selama  bulan  Maret,  meningkat  dari  Rp  8,812/USD  pada  awal 
bulan  ke  level  tertinggi  pada  Rp  8,709/USD  pada  akhir  Maret  2011 
(lihat  Gambar  4).  Dibandingkan  dengan  awal  tahim,  mata  uang  lokal 
telah  meningkat  sebesar  3  persen  pada  triwulan  ini  dan  siap  untuk 
menghadapi  tiga  bulan  kinerja  terbaiknya  dalam  setahun.  Ke  depan, 
Rupiah  diperkirakan  untuk  mempertahankan  tren  kenaikan  dalam 
jangka  pendek,  dimana  Bank  Sentral  kemungkinan  akan  mentolerir 
kenaikan  tersebut.  Namun,  resiko  yang  berkaitan  dengan  Rupiah 
masih  akan  berasal  dari  inflasi  dan  cara  Bank  Indonesia  mengontrol 
hal  tersebut. 
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Gambar  4.  IDX  Indeks  dan  Nilai  Tukar  Rupiah/USD, 
Januari  -  Maret  2011 
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Ekspor  Indonesia  pada  bulan  Maret  2011  meningkat  sebesar 
13,03  persen  dibandingkan  dengan  bulan  Febmari  2011,  dari  USD 
14.415,3  juta  menjadi  USD  16.291,7  juta.  Jika  kita  bandingkan  dengan 
ekspor  Indonesia  pada  bulan  Maret  2010,  ekspor  meningkat  sebesar 

27.53  persen  (lihat  Tabel  5).  Kenaikan  ini  disebabkan  oleh  sektor  non- 
migas  yang  meningkat  sebesar  28,66  persen  dan  sektor  migas  sebesar 

22.54  persen.  Akumulasi  nilai  ekspor  Indonesia  selama  Januari- 
Maret  2011  mencapai  USD  45.313,2  juta  atau  meningkat  27,51  persen 
dibandingkan  dengan  periode  yang  sama  tahun  2010.  Sementara  itu, 
ekspor  non-migas  mencapai  USD  37.116,9  juta,  meningkat  sebesar 
28,66  persen. 

Peningkatan  nilai  ekspor  pada  bulan  Maret  2011  dari  sisi  eks- 
por non-migas  naik  sebesar  12,88  persen,  dari  USD  11.802,8  juta 
menjadi  USD  13.322,9  juta.  Selain  itu,  gangguan  dalam  pelayanan 
pelabuhan  di  Jepang  yang  rusak  akibat  bencana  tsunami,  tidak  secara 
signifikan  menyebabkan  ekspor  turun,  meskipun  beberapa  ahli  telah 
memperkirakan  hal  itu  di  bulan  Maret,  ekspor  Indonesia  akan  tetap 
turun  sebesar  25  persen  dalan  nilai  dan  50  persen  dalam  volume. 
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Tabel  5.  Kinerja  Ekspor  Indonesia  Ql  2010  and  Ql  2011 


Deskripsi 

juta  USD 

%  Perubahan  Ql  2010  -  Ql  2011 

Ql  2010 

Q2  2011 

Total  Ekspor 

35,536.7 

45,313.2 

27.51 

Migas 

6,688.7 

8,196.3 

22.54 

Minyak  Mentah 

2,272.0 

3,064.9 

34.9 

Minyak 

1,073.9 

1,302.3 

21.27 

Gas 

3,342.8 

3,829.1 

14.55 

Non  Migas 

28,840.0 

37,116.9 

28.66 

Sumber:  BPS 


Ekspor  minyak  dan  gas  bumi  meningkat  sebesar  13,64  persen,  dari 
USD  2.612,5  juta  menjadi  USD  2.968,8  juta.  Selanjutnya,  peningkatan 
ekspor  minyak  karena  meningkatnya  ekspor  minyak  mentah  adalah 
sebesar  6,32  persen  menjadi  USD  1.158,7  juta  dan  ekspor  produk 
minyak  naik  0,57  persen  menjadi  Rp  404,9  juta,  serta  ekspor  gas  naik 
25,45  persen  menjadi  USD  1.405,2  juta.  Sementara  volume  minyak 
dan  gas  bumi  yang  dieskpor  Maret  2011  di  bandingkan  dengan 
bulan  Februari  2011  meningkat  masing-masing  0,32  persen  dan  18,36 
persen,  sedangkan  ekspor  minyak  mentah  tunm  sebesar  0,41  persen. 
Harga  minyak  mentah  Indonesia  di  pasar  dimia  naik  dari  USD  103,31 
per  barel  pada  bulan  Februari  2011  menjadi  USD  113,07  per  barel 
pada  bulan  Maret  2011.  Ke  depannya,  sejalan  dengan  meningkatnya 
investasi  dan  prospek  konsumsi,  kami  berekspektasi  bahwa  surplus 
perdagangan  akan  dicapai,  namun  dengan  pertumbuhan  impor  yang 
akan  meningkat  lebih  cepat  dibandingkan  pertumbuhan  ekspor. 


ISU-ISU  EKONOMI  LAINNYA 

Dampak  Bencana  Alam  di  Jepang  Terhadap  Perekonomian  Indo- 
nesia 

Tsunami  hebatyang  mengguncang  Jepang  pada  11  Maret  2011  lalu 
menyebabkan  ribuan  orang  meninggal  serta  merusak  infrastruktur 
serta  bangunan-bangunan,  khususnya  di  Jepang  bagian  utara.  Bencana 
ini  akan  memiliki  pengaruh  terhadap  perekonomian  dunia,  termasuk 
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Indonesia.  Penumnan  ekspor,  investasi  khususnya  sektor  pariwisata 
akan  terjadi  dalam  jangka  pendek  karena  Jepang  merupakan  salah 
satu  mitra  dagang  yang  terbesar  Indonesia.  Namun,  dalam  jangka 
yang  lebih  panjang,  pemulihan  Jepang  akan  memberikan  peluang 
bagi  perekonomian  Indonesia. 

Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  Jepang  merupakan  pasar  utama 
bagi  barang-barang  komoditi  Indonesia  seperti  barang  elektronik, 
pakaian  serta  kayu,  rotan  dan  juga  barang  kerajinan  dari  bambu. 
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Jepang  adalah 
pasar  terbesar  bagi  barang-barang  komoditas  selain  minyak  dan  gas 
Indonesia  tahun  lalu.  Selain  itu,  Jepang  juga  termasuk  mitra  investasi 
utama  Indonesia  dengan  323  proyek  atau  bernilai  sekitar  USD 
712,6  juta  pada  tahun  2010.  Selanjutnya,  investasi  dan  proyek  yang 
bergantung  pada  pendanaan  dari  Jepang  ini  juga  akan  melambat 
dikarenakan  investor  Jepang  akan  mengalihkan  perhatian  mereka 
untuk  rekonstruksi  negaranya  sendiri. 

Pada  sektor  pariwisata,  wisatawan  asal  Jepang  merupakan  salah 
satu  wisatawan  dengan  jumlah  yang  terbesar  beberapa  tahun  terakhir 
dengan  rata-rata  kunjungan  mencapai  400.000  orang  setiap  tahurmya. 
Selama  2  hingga  3  bulan  ke  depan,  kunjungan  wisatawan  ini  akan 
terus  berkurang  sejalan  dengan  laporan  dari  BPS  yang  menyebutkan 
bahwa  jumlah  wisatawan  asal  Jepang  turun  hingga  7,45  persen  pada 
bulan  Maret  2011. 

Pengaruh  yang  positif  baru  akan  terasa  pada  triwulan  depan, 
setelah  perekonomian  Jepang  mulai  memasuki  tahap  rehabilitasi  dan 
rekonstruksi  yang  akan  dibiayai  oleh  kebijakan  fiskal  Pemerintah 
Jepang.  Memasuki  periode  rekonstruksi,  permintaan  akan  energi  dan 
beberapa  barang  komoditas  (seperti  batu  bara,  nikel,  tembaga,  bijih 
besi,  produk  kayu,  minyak  dan  gas)  akan  meningkat.  Peningkatan 
permintaan  terhadap  barang-barang  di  atas  akan  meningkatkan  harga 
barang-barang  sektor  energi  dan  komoditas.  Hal  ini  akan  membuka 
peluang  bagi  industri  di  Indonesia  untuk  mengekspor  barang-barang 
energi,  makanan,  perikanan,  bahan  bangunan  dan  jasa  rekonstruksi, 
yang  akhimya  akan  meningkatkan  daya  beli  di  Sumatera,  Kalimantan 
dan  Sulawesi  sebagai  produsen  terbesar  dari  barang-barang  tersebut. 
Peluang  lainnya  adalah  kemungkinan  relokasi  pabrik-pabrik  Jepang 
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ke  Indonesia.  Untuk  tambahan,  Yen  akan  terdepresiasi  seiring  dengan 
meningkatnya  defisit  anggaran  pemerintah  Jepang. 

Setelah  mempertimbangkan  berbagai  aspek,  bencana  yang  terjadi 
di  Jepang  akan  memberikan  dampak  negatif  pada  perekonomain 
Indonesia  dalam  jangka  sangat  pendek,  sementara  itu  dampak  po- 
sitifnya  akan  terjadi  dalam  jangka  menengah.  Hal  ini  dikarenakan 
Jepang  termasuk  negara  yang  paling  siap  dibandingkan  negara 
lain  dalam  hal  penanganan  bencana.  Selain  itu,  Indonesia  juga 
hams  menyiapkan  rencana  yang  berbeda  ketika  pemsahaan  Jepang 
merelokasikan  industrinya  ke  negara  lain  dan  ketika  Indonesia  tidak 
mampu  menggimakan  potensinya  dalam  menangkap  pasar  Jepang 
setelah  rekonstruksi  berjalan.  Yang  lebih  mendesak  adalah  bencana 
nuklir  di  Fukushima  Daiichi  yang  tidak  dapat  dikontrol  hingga  saat 
ini  dikarenakan  ketidakpastian  yang  diprediksi  hingga  awal  tahun 
depan  (Januari  2012)  saat  pemerintah  Jepang  berjanji  imtuk  membuat 
pembangkit  listrik  tersebut  dapat  terkontrol  kembali.  Maka,  tidak 
seperti  bencana  gempa  bumi  di  Kobe  yang  membutuhkan  waktu 
kurang  dari  1  tahim  imtuk  penanganan  dan  kembali  seperti  semula, 
bencana  ini  mungkin  dapat  memberikan  dampak  yang  berkepanjangan 
dengan  tidak  adanya  jalan  keluar  dan  risiko  stabilitas  ekonomi  dalam 
jangka  panjang. 

Respon  Kebijakan  Terhadap  Meningkatnya  Harga  Minyak 

Semakin  meningkatnya  harga  minyak  akhir-akhir  ini  yang  dise- 
babkan  oleh  faktor  eksternal  mempunyai  potensi  untuk  memberikan 
efek  negatif  terhadap  APBN  dan  perekonomian  Indonesia  secara 
keseluruhan.  Hal  ini  membutuhkan  perhatian  pemerintah  berupa 
perubahan  kebijakan  terkait  dengan  harga  minyak.  Sebelum  naiknya 
harga  minyak  belakangan  ini,  asumsi  harga  minyak  mentah  Indonesia 
{Indonesian  Crude  Price)  pada  APBN  pemerintah  tahun  ini  adalah  USD 
80  per  barel.  Ketika  harga  minyak  mentah  Indonesia  tetap  sama  seperti 
asumsi  APBN,  harga  jual  premium  yang  dijual  pada  Rp  4.500  per 
liter  memperlihatkan  bahwa  konsumen  hanya  membayar  76  persen 
dari  harga  sebenamya  sehingga  pemerintah  harus  menutupi  sisanya 
melalui  subsidi.  Hal  ini  menyebabkan  beban  subsidi  BBM  pemerintah 
mencapai  Rp  95  triliun  atau  hampir  8%  dari  total  pengeluaran 
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pemerintah.  Dalam  kondisi  ini,  pemerintah  menerapkan  kebijakan 
defisit  anggaran  sebesar  1,8%  dari  total  PDB.  Persentase  ini  masih 
bisa  diterima  untuk  negara  berkembang  berdasarkan  konsensus  para 
ekonom  dunia  dan  tidak  terlalu  berbeda  jauh  dengan  defisit  anggaran 
Indonesia  beberapa  tahun  terakhir. 

Walupun  demikian,  4  bulan  pertama  pada  tahun  2011  menunjukan 
tren  harga  minyak  mentah  Indonesia  yang  terus  meningkat  hingga 
mencapai  rata-rata  USD  109,2  per  barel.  Kenaikan  sebesar  37,5  persen 
dari  asumsi  APBN  ini  mengindikasikan  bahwa  akan  terjadi  distorsi 
pada  alokasi  anggaran  APBN.  Untuk  harga  minyak  mentah  Indonesia 
pada  USD  109,2  per  barel,  Rp  4.500  per  liter  yang  dibayarkan  oleh 
konsumen  hanya  menutupi  56  persen  dari  harga  sebenarnya.  Hal  ini 
juga  berarti  bahwa  pemerintah  harus  meningkatkan  hingga  50  persen 
jumlah  subsidi  BBM  untuk  premium.  Harga  minyak  mentah  Indonesia 
yang  terus  meningkat  ini  akan  mengakibatkan  total  subsidi  BBM 
membengkak  hingga  12  pefsen  dari  total  pengeluaran  pemerintah 
dan  pada  akhirnya  meningkatkan  defisit  APBN  dari  target  semula. 
Semakin  membesamya  defisit  APBN  mengindikasikan  buruknya 
manajemen  anggaran  sebagai  penyebab  dari  meningkatnya  komponen 
anggaran  yang  tidak  produktif  seperti  subsidi  BBM.  Sebaliknya, 
apabila  defisit  APBN  ditahan  pada  level  1,8  persen  dari  total  PDB, 
komponen  anggaran  lain  akan  semakin  menurun  untuk  membiayai 
subsidi  tersebut.  Kebanyakan  dari  komponen  yang  dikurangi  adalah 
pengeluran  untuk  pembangunan  dibandingkan  dengan  anggaran 
rutin.  Opsi  kebijakan  ini  akan  memperlambat  pembangunan  nasional 
seperti  dalam  sektor  infrastruktur  yang  pada  akhirnya  memperlambat 
pertumbuhan  ekonomi. 

Semua  pemaparan  di  atas  mengharapkan  adanya  perubahan  kebi- 
jakan. Harga  BBM  domestik  harus  disesuaikan  dengan  fluktuasi  harga 
minyak  mentah  Indonesia.  Penyesuaian  akan  memelihara  manajemen 
APBN  secara  lebih  tepat,  pembangunan  akan  lebih  berkelanjutan 
dan  akhirnya  berdampak  pada  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi. 
Hal  yang  perlu  dicatat  adalah  walaupun  peningkatan  harga  BBM 
domestik  akan  menyebabkan  tekanan  inflasi,  80  persen  dari  subsidi 
BBM  merupakan  konsumen  menengah  ke  atas. 
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Kembalinya  Nasionalisme  Ekonomi 

Surat  kabar  Kompas,  yang  merupakan  koran  terkemuka  di  level 
nasional,  memuat  berita  mengenai  dominasi  kepemilikan  asing  dalam 
beberapa  sektor  di  perekonomian  Indonesia  yang  mengindikasikan 
bahwa  sentimen  terhadap  asing  kembali  terangkat.  Berita  ini  menjadi 
headline  untuk  3  hari  berturut-turut  setelah  Hari  Kebangkitan  Na- 
sional tanggal  20  Mei  2011.  Disebutkan,  beberapa  gambaran  dari 
besamya  porsi  investasi  asing  dalam  berbagai  industri  mulai  da- 
ri pertambangan,  makanan  olahan,  perikanan,  telekomunikasi,  ke' 
uangan,  pariwisata  hingga  kerajinan  tangan.  Berita  yang  sering  di- 
sebut  dengan  nasionalisme  ekonomi  ini,  telah  ada  di  Indonesia 
selama  beberapa  dekade,  termasuk  anti  kepentingan  bisnis  Belanda 
pada  tahim  1950-an,  anti  investasi  Jepang  tahun  1970-an,  sentimen 
anti  keturunan  China  pada  orde  bam  dan  anti  kebijakan  IMF  setelah 
krisis  1997-1998. 

Nasionalisme  dalam  ekonomi  biasanya  meningkat  ketika  terjadi 
resesi  ekonomi  dan  mendekati  pemilihan  umum  untuk  mewujudkan 
kepentingan-kepentingan  politik.  Pada  tahun  2008  saat  terjadi  krisis 
finansial,  negara-negara  cenderung  memproteksi  perekonomian 
mereka  sehingga  mengabaikan  prinsip-prinsip  pasar  terbuka  dalam 
perdagangan  internasional.  Kepentingan  nasional  dan  isu  politik 
menjadi  alasan  terjadinya  hal  tersebut.  Nasionalisme  dalam  ekonomi 
berdasar  pada  argumen  untuk  membela  kepentingan  nasional  dari 
pengaruh  asing  dan  pendapat  ini  sering  digunakan  oleh  politisi  untuk 
mendapatkan  dukungan  masyarakat.  Nasionalisme  dalam  ekonomi 
yang  disebutkan  di  atas  kontras  dengan  pemahaman  ekonomi  dari 
investasi  asing.  Menurut  teori  ekonomi,  investasi  asing  merupakan 
pelengkap  investasi  domestik  dan  bersama-sama  menciptakan  ni- 
lai  tambah,  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi,  dan  lapangan 
pekerjaan  di  negara  tujuan  investasi. 

Menurut  Thee  (201 1)^,  nasionalisme  ekonomi  ini  telah  membentuk 
kebijakan  ekonomi  Indonesia  sejak  kemerdekaan  hingga  sekarang. 
Kebijakan  baru  yang  mungkin  dipengaruhi  oleh  paham  ini  adalah 


^  Thee  Kian  We,  Understanding  Indonesia:  the  Role  of  Economic  Nationalism,  Journal  of  Indone- 
sian Social  Sciences  and  Humanities,  Vol.  1,  2011. 
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peraturan  mengenai  investasi  tahun  2007,  yang  memasukan  daftar 
sektor-sektor  yang  dipemntukan  bagi  penduduk  setempat  dan 
daftar  bidang  usaha  yang  dibuka  imtuk  investasi  asing  sampai  per- 
sentase  tertentu.  Peraturan  yang  disebut  daftar  negatif  investasi 
(DNI)  telah  direvisi  oleh  peraturan  mengenai  investasi  tahun  2010. 
Karena  peraturan  tersebut  diubah  setiap  tiga  tahun,  meningkatnya 
nasionalisme  ekonomi  tidak  akan  mempengaruhi  sektor  riil  setidaknya 
sampai  2013.  Selain  itu,  Indonesia  telah  berkomitmen  untuk  beberapa 
perjanjian  ekonomi  internasional  seperti  ASEAN  Economic  Community 
tahun  2015,  Indonesia-Jepang  Economic  Partnership  Agreement,  ASEAN- 
China  Free  Trade  Area,  dan  Wor/d  Trade  Organization  (WTO).  Meskipun 
beberapa  dari  perjanjian  ini  memicu  munculnya  nasionalisme 
ekonomi,  keterlibatan  Indonesia  dalam  perjanjian  bilateral,  regional, 
dan  multilateral  memberikan  kontribusi  pada  perumusan  kebijakan 
ekonomi  negara  dan  menjaganya  dari  pengaruh  sentimen  anti-asing. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  REGIONAL  DAN  GLOBAL 

Perkembangan  Global  dan  Prospek  Indonesia^ 

Jusuf  Wanandi 


PENGANTAR 

Ketidakpastian  melanda  perkembangan  global.  Perkembangan 
ekonomi  Amerika  Serikat  masih  lemah,  yang  bila  dikaitkan  dengan 
kemacetan  penyusunan  anggaran  belanja  dan  kebijakan  fiskal,  tidak 
terlalu  memberikan  harapan  baik.  Sementara  itu,  Uni  Eropa  masih 
kesulitan  menyelesaikan  berbagai  masalah  tentang  Euro  dan  utang 
negara  anggotanya.  Perbedaan  usul-usul  Jerman  tentang  jaminan 
untuk  pinjaman  yang  akan  datang  dengan  anggota  Uni  Eropa  lain 
juga  belum  dapat  diselesaikan.  Jepang  menghadapi  perpecahan 
dalam  tubuh  kedua  partai  besamya  dan  kenyataan  pemerintahan 
yang  lemah  sehingga  tidak  mudah  mengubah  kebijakan  defisit  negara 
dan  pinjaman  yang  sangat  membengkak. 

Di  negara-negara  Afrika  Utara  dan  Timur  Tengah,  revolusi  terjadi 
karena  rakyat  mendambakan  perubahan  radikal  di  bidang  politik, 
ekonomi,  serta  diakhirinya  kediktatoran  yang  tidak  pemah  peka 
pada  tuntutan  rakyat  atas  hak  dan  kebutuhan  mereka.  Meskipun 
tidak  semua  negara  di  kawasan  itu  setuju  dengan  demokrasi  Barat, 
kalau  rakyat  ditindas  sistem  otokrasi  yang  penuh  korupsi  kolusi  dan 
nepotisme  (KKN)  selama  30-an  tahun,  ditambah  dengan  30  persen 


'  Tulisan  ini  pernah  dimuat  di  Kompas,  16  Maret  201 1. 
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angkatan  di  bawah  35  tahun  yang  tidak  bekerja,  sudah  pasti  akan 
terjadi  ledakan-ledakan  sosial. 

Negara-negara  di  kedua  wilayah  itu  berbeda  satu  dengan  yang 
lain  karena  sejarah  dan  sistem  nilainya.  Maka,  jawaban  mereka  atas 
tantangan  itu  juga  berbeda-beda.  Yang  pasti,  sistem  otokrasi  tidak 
lagi  bisa  bertahan  pada  era  globalisasi  karena  kaum  muda  yang 
menguasai  teknologi  informasi  dapat  mengetahui  kemajuan  dan 
kebebasan  di  bagian  lain  dimia. 

Perkembangan  pascarevolusi  di  kawasan  itu  masih  akan  maju- 
mundur  dan  tersendat,  seperti  kontrarevolusi  di  Libya  kini.  Landasan 
ekonomi  kedua  wilayah  juga  berbeda,  misalnya  ada  yang  mempunyai 
sumber  minyak,  ada  yang  hams  berjuang  untuk  menyejahterakan 
rakyatnya.  Oleh  karena  itu,  diperkirakan  konsolidasi  di  sana  akan 
berlangsung  hingga  dua  dekade.  Ini  seperti  Indonesia  yang  menu- 
runkan  Soeharto  tahun  1998,  tetapi  pada  2011  belum  juga  berkembang 
maksimal,  baik  di  bidang  ekonomi  maupun  politik. 

Asia  Timur  lebih  mujur  dari  Timur  Tengah  karena  mengalami 
perubahan  terlebih  dahulu  dan  kini  mempunyai  lembaga-lembaga 
yang  lebih  mantap.  Namun,  seyogianya  Asia  Timur  tidak  menganggap 
enteng  revolusi  di  Timur  Tengah  karena  masih  dapat  terimbas.  Di 
Asia  Timur  pun  masih  bisa  terjadi  perubahan  fundamental  karena 
permasalahan  yang  dihadapi  sama:  penganggur  berpendidikan,  ko- 
rupsi  yang  merajalela,  perbedaan  pendapatan  yang  mencolok,  ser- 
ta  sistem  politik  yang  tidak  fleksibel  dan  terbuka. 

Pembangunan  ekonomi  merupakan  legitimasi  utama  rezim  di  Asia 
Timur.  Bila  krisis  ekonomi  dimia  terjadi  lagi,  banyak  dampak  yang 
bisa  terjadi,  seperti  protes  massal  imtuk  mendobrak  pemerintahan, 
baik  dengan  jalan  damai  maupun  konflik  dan  revolusi.  Tanpa  kecuali, 
hal  serupa  dapat  terjadi  di  Indonesia. 

KONDISI  INDONESIA 

Ada  dua  gambaran  tentang  Indonesia.  Pertama,  akhir  2010  Indo- 
nesia tampak  berkembang  cepat,  seperti  China  dan  India,  dengan 
pertumbuhan  ekonomi  6  persen  karena  kebijakan  makroekonomi 
yang  positif,  seperti  inflasi,  fiskal,  dan  moneter  stabil,  rezim  investasi 
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terbuka,  dan  situasi  politik  juga  stabil.  Namun,  berbagai  hambatan 
lama  masih  ada  dan  tidak  ditangani  tuntas,  seperti  korupsi,  lembaga 
pelaksana  hukum  (polisi,  jaksa,  pengadilan)  yang  tidak  berfungsi, 
infrastmktur  yang  terbelakang,  dan  pemerintahan  yang  lemah. 

Gambaran  kedua  muncul  pada  awal  2011.  Korupsi  makin  me- 
ruyak  karena  munculnya  perkara  Gayus  Tambunan  dan  anggota 
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  terlibat  perkara  cek  pelawat 
dalam  kasus  pengangkatan  wakil  gubemur  senior  bank  sentral. 
Infrastruktur  tetap  buruk  dan  inflasi  mulai  meningkat  dengan  ke- 
naikan  harga  minyak  dan  makanan.  Kestabilan  politik  mulai  rapuh 
dengan  adanya  perusakan  Gereja  di  berbagai  wilayah,  penganiayaan 
dan  pembunuhan  jemaah  Ahmadiyah,  serta  insiden-insiden  lain  yang 
menghantam  kelompok  minoritas.  Hal  itu  menimbulkan  kesan  bahwa 
Indonesia  yang  plural  dan  demokratis  temyata  tidak  benar. 

Negara  Bhinneka  Tunggal  Ika  seperti  yang  dicita-citakan  para 
pendiri  Republik  Indonesia  mulai  terancam.  Apalagi,  pemerintah,  ter- 
utama  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  tidak  berdaya  atau 
tidak  memedulikan  masalah-masalah  inkonstitusional  yang  merusak 
kesatuan  bangsa  dan  kriminal  itu.  Posisi  SBY  makin  lemah  karena 
perpecahan  dalam  koalisi.  Anggota  kabinetnya,  Menteri  Dalam  Ne- 
geri  dan  Menteri  Keuangan,  secara  terbuka  menentang  perintah  dan 
tidak  pernah  ditertibkan.  Gambaran  kedua  tentang  Indonesia  ini 
mulai  dimengerti,  tidak  hanya  oleh  media  asing,  tetapi  juga  pihak 
pemerintah  dan  sektor  swasta  asing. 

Wibawa  Presiden  SBY  menurun  cepat.  Karena  itu,  dia  harus 
bekerja  lebih  keras  dan  terbuka  untuk  memperbaikinya,  tidak  hanya 
dengan  pidato-pidato  yang  tidak  menyelesaikan  masalah.  Di  kalangan 
kelas  menengah  Indonesia,  dia  sudah  kehilangan  banyak  dukungan, 
terutama  setelah  pemyataan  para  pemimpin  agama  bahwa  dia  me- 
lakukan  kebohongan  terhadap  publik.  Pernyataan  ini  didukung  se- 
jumlah  rektor  universitas.  Para  pemimpin  spiritual  dan  pendidikan 
ini  bertindak  mumi,  tidak  didasari  kepentingan  politik  apa  pun  dan 
tidak  pula  untuk  kepentingan  diri  atau  kelompoknya. 

Sementara  itu,  dampak  revolusi  di  Afrika  Utara  dan  Timur 
Tengah  telah  dirasakan  di  banyak  tempat  sehingga  tidak  mustahil 
berdampak  di  Indonesia  juga. 
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Politik  Kekerabatan  dan  Institusionaiisasi 

Partai  Politik  di  Indonesia 

Nico  Harjanto 


Peran  partai  -politik  dalam  proses  seleksi  kepemimpinan  dan  pengisian  jabatan  publik 
sangat  penting.  Namun,  karena  lemahnya  pelembagaan  kepartaian  dan  pelaksanaan 
fungsi-fungsi  partai  politik,  ada  kecenderungan  menguatnya  politik  kekerabatan  yang 
tampaknya  menjadi  jalan  pintas  bagi  partai  politik  untuk  memenangkan  kontestasi  po- 
litik maupun  menjamin  eksistensi  suatu  rejim  politik  tertentu.  Penguatan  politik  keke- 
rabatan ini  tampak  sekali  dalam  pemilihan  kepala  daerah  langsung,  dimana  banyak 
partai  politik  tidak  matnpu  mengusung  kader-kader  potensial  terbaiknya  karena  lebih 
memilih  kandidat  dari  keluarga  kalangan  petahana  (incumbent)  yang  kualitas  dan 
kapasitas  kepemimpinannya  banyak  diragukan.  Kecenderungan  ini  tampaknya  tidak  le- 
pas  dari  kemunduran  institusionaiisasi  kepartaian  dan  pragmatisme  demokrasi  elektoral 
yang  membuat  partai  politik  menjadi  lebih  berorientasi  pada  pemenangan  kursi  jabatan 
publik. 


PENGANTAR 

Meski  tidak  khas  Indonesia,  berkembangnya  politik  kekerabat- 
an di  Indonesia  pada  masa  demokrasi  elektoral  saat  ini  sungguh 
merupakan  suatu  kecenderungan  yang  perlu  diperlambat  bahkan 
jika  mungkin  diakhiri.  Hal  ini  tentu  tidak  lepas  dari  banyaknya 
keburukan  dan  kelemahan  tatanan  politik  yang  diisi  oleh  kekerabatan 
maupun  dinasti  politik  tertentu,  karena  sulitnya  kritik,  pengawasan, 
maupun  mekanisme  checks  and  balances  untuk  dapat  berjalan.  De- 
ngan  bertumbuhnya  politik  kekerabatan,  maka  playing  field  juga 
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akan  semakin  timpang  karena  politik  kekerabatan  sudah  dapat 
mengakumulasi  pengaruh,  kekayaan,  penguasaan  terhadap  wilayah, 
maupun  kontrol  ekonomi  tertentu  akan  lebih  mungkin  memenangkan 
kontestasi  politik,  dibandingkan  calon  lain  yang  sumber  dayanya 
masih  terbatas  dan  hanya  mengandalkan  kekuatan  harapan. 

Menguatnya  politik  kekerabatan  mempakan  indikasi  dari  mem- 
bumknya  institusionalisasi  kepartaian  pada  umumnya,  dan  mele- 
mahnya  kemampuan  rekrutmen  dan  kaderisasi  partai  politik  pada 
khususnya.  Di  tengah  sistem  kontestasi  yang  semakin  individualistis, 
maka  peran  parpol  menjadi  semakin  berkurang,  dan  kekuatan 
individu  para  kandidat  menjadi  salah  satu  determinan  kemenangan 
dalam  perebutan  jabatan-jabatan  politik.  Politik  kekerabatan  menjadi 
pilihan  yang  menarik  bagi  parpol  untuk  memenangkan  posisi- 
posisi  politik  karena  adanya  keimggulan-keunggulan  elektoral  yang 
nyata  dari  mereka  ini,  seperti  popularitas,  kekuatan  sumber  daya 
finansial,  serta  kemampuan  mobilisasi  massa  melalui  pengaruh  tokoh 
kekerabatan  politik  yang  sedang  menjabat.  Parpol  tampaknya  lebih 
mementingkan  kemenangan,  dan  kurang  memikirkan  efektivitas 
kekuasaan  dalam  jangka  menengah-panjang,  sehingga  abnormaU 
maupun  absurditas  dukungan  politik  pim  seringkali  diambil  oleh 
parpol-parpol  besar  demi  terjaminnya  kemenangan  dalam  Pilkada, 
misalnya.  Tulisan  ini  melihat  perkembangan  kontemporer  tersebut 
dari  sisi  institusionalisasi  kepartaian  yang  berjalan  saat  ini  dengan 
beberapa  pertanyaan.  Mengapa  ada  kecenderungan  menguatnya 
politik  kekerabatan  di  Indonesia?  Apakah  parpol  semakin  tidak 
memiliki  kader  berkualitas,  atau  kekerabatan  telah  menjadi  political 
short-cut  yang  efektif  untuk  memenangkan  kontestasi  politik  maupun 
menjamin  eksistensi  suatu  rejim  politik  tertentu? 

INSTITUSIONALISASI  PARTAI  POLITIK 

Di  dalam  sistem  demokrasi  perwakilan,  keberadaan  partai  politik 
(parpol)  menjadi  conditio  sine  qua.  non  bagi  bekerjanya  mekanisme 
demokrasi.  Sebagai  pengorganisasian  warganegara  yang  memiliki 
cita-cita  politik  yang  sama  dan  bertujuan  untuk  terlibat  dalam  pem- 
buatan  kebijakan  negara  serta  mengisi  posisi-posisi  politik  di  semua 
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tingkatan,  parpol  merupakan  the  backbone  of  democracy.  Parpol  menjadi 
jembatan  penghubung  politis  antara  pemilik  kekuasaan,  yaitu  rak- 
yat,  dengan  pemerintah  sebagai  pemegang  mandat  kekuasaan.  Ek- 
sistensi  parpol  yang  sangat  sentral  dalam  demokrasi  ini  tentunya  ti- 
dak  terlepas  dari  berbagai  peran  sangat  penting  yang  diembannya 
dalam  mengkonsolidasikan  demokrasi  melalui  pelaksanaan  fimgsi- 
fungsinya. 

Fungsi-fungsi  utama  parpoP  adalah  xmtuk  menyerap  dan  me- 
nyalurkan  aspirasi  dan  kepentingan  rakyat;  melakukan  pendidikan 
politik  kepada  masyarakat  tentang  hak  dan  kewajlban  warga  negara 
dalam  kehidupan  bemegara;  melakukan  rekrutmen  politik  secara 
demokratis  sesuai  dengan  peraturan  pemndangan  yangberlaku  untuk 
mengisi  jabatan-jabatan  publik  di  semua  tingkatan  pemerintahan; 
memformulasi  dan  menetapkan  kebijakan  umum  melalui  institusi 
legislatif  dan  eksekutif  di  semua  tingkatan  pemerintahan;  melakukan 
pengawasan  atas  pelaksanaan  kebijakan  publik  melalui  para  kadernya 
di  lembaga  legislatif;  menjadi  penengah  antara  kepentingan/aspirasi 
rakyat  dengan  pemerintah  beserta  kebijakan-kebijakannya;  dan 
tentunya  menjadi  alat  pengontrol  kepentingan  pribadi  politisi  yang 
duduk  sebagai  wakil  rakyat  maupun  pejabat  politik.  Jika  tidak  ada 
parpol,  maka  akan  sangat  sulit  mengelola  kepentingan  pribadi  dan 
menjaga  akuntabilitas  para  politisi  dan  pejabat  politik,  yang  tentunya 
memiliki  beragam  kepentingan  yang  berbeda. 

Akan  tetapi,  parpol  di  Indonesia  dan  di  banyak  negara  transi- 
sional  lainnya  belum  memiliki  kemampuan  dan  kemauan  untuk 
melaksanakan  fungsi-fungsi  tersebut  dengan  baik  karena  banyaknya 
permasalahan  internal  di  parpol  sendiri.  Parpol  di  Indonesia  baru 


^  Periksa,  misalnya  Maurice  Duverger,  Political  Parties:  Their  Organization  and  Activities  in  the  Mod- 
ern State  (London:  Methuen,  1954);  Richard  S.  Kaiz  and  Peter  Mair  eds..  How  Parties  Organize: 
Change  and  Adaptation  in  Party  Organizations  in  Western  Democracies  (Newbury  Park,  CA:  SAGE, 
1995);  Angelo  Panebianco,  Political  Parties:  Organization  and  Power  (New  York:  Cambridge  Uni- 
versity Press,  1988);  dan  Richard  S.  Katz  and  William  Crotty  eds..  Handbook  of  Party  Politics, 
(Thousand  Oaks,  CA:  Sage,  2006).  Sementara  itu,  menurut  Carothers,  parpol  setidaknya  perlu 
menjalankan  tiga  fungsi  elementernya,  yaitu:  (1)  aggregating  and  articulating  tlie  interests  of 
the  citizen;  (2)  structuring  electoral  competition  and  shaping  the  political  landscape;  and  (3) 
providing  coherent  political  groups  to  run  the  government.  Periksa,  Thomas  Carothers,  Aiding 
Democracy  Abroad:  The  Learning  Curve  (Washington,  D.C.:  Carnegie  Endowment  for  Interna- 
tional Peace,  1999):  142. 
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mulai  terlembagakan  kembali  pada  era  reformasi  setelah  mengalami 
pembatasan  selama  lebih  dari  30  tahun  di  bawah  rejim  otoriter  Orde 
Bam.  Sebagai  institusi  yang  relatif  bam  berkembang,  hampir  semua 
parpol  tidak  berhasil  melembagakan  mekanisme  kerja  dan  pengisian 
personal  denganbaik.  Akibatnya,  parpol  cendemng  menjadi  kendaraan 
politik  untuk  mencapai  kekuasaan  bagi  para  petualang  politik  dan 
ini  menyebabkan  parpol  menjadi  tidak  optimal  dalam  menjalankan 
fungsi-fungsinya.  Hal  ini  parpol  menjadi  salah  satu  sumber  masalah, 
bukan  pemecah  masalah  bagi  demokrasi  di  Indonesia. 

Parpol  yang  hamsnya  menjadi  institusi  utama  pengembangan 
demokrasi  seringkali  juga  mengalami  konflik  internal  sebagai  akibat 
tidak  berjalannya  mekanisme  demokrasi  di  dalamnya.  Banyak 
parpol  bam  bermunculan  sebagai  akibat  dari  konflik  intemal  dan  ini 
semakin  menynlitkan  terbentuknya  parpol  yang  melembaga  hingga 
ke  tingkatan  grass-roots.  Demikian  juga,  parpol  yang  hamsnya  bisa 
menyiapkan  kader-kader  terbaik  untuk  mengisi  jabatan-jabatan 
publik  temyata  sebagian  besar  diisi  oleh  orang-orang  yang  hanya 
memiliki  modal  kekuasaan  dan  kedekatan  dengan  pimpinan.  Oleh 
karenanya  tidak  mengherankan  jika  sumber  daya  manusia  di  parpol 
dapat  dikatakan  bumk  kualitasnya  sebab  meritokrasi  ataupun  sistem 
career  pathing  tidak  berjalan  baik. 

Partai  politik  juga  merupakan  lembaga  demokrasi  yang  paling 
ambigu  dan  problematis.  Ambigu  karena  parpol  tidak  bisa  sepenuhnya 
dianggap  atau  diperlakukan  sebagai  institusi  publik  atau  terlebih 
sebagai  institusi  privat.  Parpol  tidak  mendapatkan  pendanaan  utama 
maupun  fasilitas  dan  asistensi  personalia  dari  negara,  sehingga  ke- 
dudukannya  sebagai  institusi  publik  tidak  kuat.  Sebaliknya,  par- 
pol juga  tidak  bisa  sepenuhnya  dianggap  sebagai  institusi  privat, 
sebagaimana  layaknya  yayasan,  koperasi,  atau  perusahaan  media 
massa  karena  parpol  bergerak  di  bidang  kekuasaan  dan  melibatkan 
masyarakat  terbuka.  Ketidakjelasan  ini  berpengaruh  terhadap  peng- 
aturan  parpol  pada  umumnya,  dan  pada  pengahiran  tentang  political 
financing,  party  financing,  campaign  financing,  dan  akuntabilitas  parpol 
pada  khususnya,^ 


Periksa  misalnya,  Ingrid  van  Biezen,  "Political  Party  as  Public  UtiliHes,"  Party  Politics  vol  14 
no.  4  (2004):  701-722.  ^  '  ' 
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Pilar  demokrasi  ini  juga  problematis  karena  desain  kelembagaan, 
fungsi,  peran,  dan  mekanisme  organisasinya.  Untuk  berbagai  fungsi 
dan  peran  seperti  yang  telah  disinggung  di  atas,  tentu  parpol  mem- 
butuhkan  sumber  daya  manusia  yang  handal,  sumber  keuangan 
yang  mencukupi,  pengorganisasian  yang  kuat,  kepemimpinan  yang 
tangguh,  dan  aturan  organisasi  yang  lengkap  serta  berjalan.  Na- 
mun,  justru  disitulah  problematika  selalu  dihadapi  parpol  karena 
ketidakmampuannya  untuk  memenuhi  unsur-unsur  penting  orga- 
nisasi parpol  yang  sehat  dan  demokratis.  Secara  kelembagaan, 
parpol  memiliki  jenis  yang  sangat  beragam,  yang  masing-masing 
memiliki  kekurangan  dan  kelebihannya  dalam  pelaksanaan  meka- 
nisme pengorganisasiannya.  Jenis  parpol  dan  ideologinya  tentu  me- 
merlukan  pengorganisasian  yang  berbeda  dan  karenanya  varian 
parpol  yang  sangat  beragam  membuat  sulit  adanya  suatu  ukuran 
atau  standardisasi  parpol  yang  baik.  Hingga  saat  iru,  belum  ada  tipe 
ideal  parpol  karena  masing-rriasing  negara  demokratis  juga  memiliki 
konteks  dan  masyarakatnya  yang  berbeda-beda  yang  membuat 
keberhasilan  elektoral  parpol  bukan  menjadi  ukuran  paling  tepat 
untuk  menilai  keberhasilan  pelembagaan  parpol  maupun  'sehaf 
tidaknya  suatu  parpol.  Parpol  bisa  sukses  dalam  pemilu  semata-mata 
karena  faktor  electoral  fortunes  atau  faktor  exogenous  lainnya. 

Gunther  dan  Diamond  (2003)  misalnya,  mencatat  adanya  15 
jenis  parpol  berdasarkan  tiga  kriteria:  (1)  bentuk  dasar  organisasi 
parpol  (2)  orientasi  programatik  parpol;  dan  (3)  strategi  dan  norma 
perilaku  parpol.^  Kelima  belas  jenis  parpol  tersebut,  tentunya  dengan 
ciri  spesifik  masing-masing  dapat  dikelompokkan  dalam  lima  genera. 
Genus  pertama  adalah  parpol  yang  berbasis  elite,  dimana  ada  parpol 
tradisional-lokal  yang  dipimpin  keluarga  bangsawan/terhormat  serta 
parpol  yang  klientelistik.  Genus  kedua  adalah  parpol  yang  berbasis 
etnisitas,  dengan  dua  tipe  utamanya,  yaitu  parpol  congress  dan  parpol 
etnis.  Genus  ketiga  adalah  parpol  berbasis  movement  seperti  parpol 
Libertarian  Kiri  atau  parpol  ekstrem  kanan  Pasca-Industrial.  Genus 
keempat  adalah  parpol  berbasis  elektoralis,  dengan  jenisnya  seperti 

3  Richard  Gunther  and  Larry  Diamond,  "Species  of  Political  Party:  A  New  Typology,"  Party  Poli- 
tics vol.  9,  no.  2  (2003):  167-199. 
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parpol  yang  personalistik,  parpol  yang  catch-all,  dan  parpol  yang 
programmatik.  Sedangkan  genus  terakhir  adalah  parpol  yang  berbasis 
massa,  dimana  di  sini  ada  tiga  kategori  besar,  yaitu  parpol  massa 
berbasis  agama  (parpol  fundamentalis  atau  parpol  denominational), 
parpol  massa  berbasis  nasionalisme  (parpol  pluralis-nasionalis  dan 
parpol  ultranasionalis),  serta  parpol  massa  berbasis  sosialisme  (parpol 
Leninist  dan  parpol  kelas-massa). 

Dari  beragam  tipe  parpol  tersebut,  tampak  betapa  masing-masing 
memiliki  kekhasan  organisasi,  orientasi  ideologis,  dan  perilaku  mau- 
pun  norma  operasinya  sendiri-sendiri.  Tipologi  itu  sendiri  masih  bisa 
diperluas  dengan  menambahkan  variabel  luasan  beroperasi  parpol, 
apakah  parpol  itu  bersifat  nasional,  provinsial,  atau  lokal  saja.  Adanya 
beragam  tipe  parpol  tersebut  telah  menyulitkan  adanya  kesamaan 
pemahaman  mengenai  mana  parpol  yang  telah  terlembagakan  de- 
ngan baik  dan  mana  yang  tidak.  Secara  umum,  pelembagaan  parpol 
dalam  pengertian  klasik  Himtington  adalah  ketika  organisasi  parpol 
telah  mendapatkan  "value  and  stability/"*'  Jika  parpol  telah  berhasil 
memformulasi  dan  mengintemalisasi  nilai-nilai  organisasionalnya 
serta  dalam  periode  waktu  tertentu  terdapat  stabilitas  internal,  maka 
parpol  dapat  dikatakan  terlembagakan  dengan  baik. 

Pelembagaan  parpol  dengan  demikian  melibatkan  dua  aspek 
penting,  yaitu  value  infusion  dan  behavioral  routinization.  Yang  pertama 
merupakan  suatu  proses  dimana  para  anggota  menggeser  fokus  dari 
mengejar  tujuan-tujuan  atau  kepentingan  individual  yang  spesifik  ke 
arah  tujuan-tujuan  besar  organisasi  parpol.^  Dari  sini  maka  parpol 
akan  dapat  mengembangkan  legitimasi,  penerimaan  di  masyarakat, 
dan  tentunya  mengakamya  parpol  (party  rootedness).  Sementara  itu 
behavioral  routinization  terjadi  kalau  ada  pola-pola  organisasi  yang 
stabil,  dimana  aturan-aturan  dan  norma-norma  secara  formal  dan 
informal  tertanam  di  dalam  pola-pola  tersebut  sehingga  akan  ada 
prediktabilitas  dan  regularitas  perilaku  dan  ekspektasi-ekspektasi 
dari  para  anggota,  pengurus  parpol,  maupun  masyarakat  luas  lain- 


Samuel  Huntington,  Political  Order  in  Changing  Societies  (New  Haven,  CT:  Yale  UP  1968)- 12 
Andreas  Uffen,  "Political  Party  and  Party  System  Institutionalization  in  Southeast  Asia:  Les- 
sons for  Democratic  Consolidation  in  Indonesia,  the  Philippines,  and  Thailand,"  The  Pacific 
Review  vol.  21,  no.  3  (July  2008):  329. 
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nya.^  Hal  ini  tentu  tidak  mudah,  karena  selalu  saja  ada  upaya-upaya 
pembajakan  parpol  oleh  segelintir  elite  maupun  oligarki  parpol  untuk 
kepentingan  politik  sempit  mereka.  Juga  terkadang  parpol  tidak  bisa 
mengelola  rutinisasi  perilaku  ini  karena  terciptanya  dysfunctional 
factionalism  yang  membuat  parpol  sulit  untuk  menjadi  aktor  politik 
yang  solid  dan  tunggal  akibat  pertarungan  faksi-faksi  yang  tajam. 

Sementara  itu,  Randall  dan  Svasand  menyebutkan  bahwa  pelem- 
bagaan  parpol  melibatkan  setidaknya  empat  variabel  penting,  yaitu: 
systemness,  decisional  autonomy,  value  infusion,  dan  reification.  Systemness 
merujuk  pada  pengelolaan  infrastruktur  parpol  dan  dinamika  inter- 
nalnya;  decisional  autonomy  terkait  dengan  hubungan  parpol  dan  ling- 
kungan  eksternakiya,  khususnya  menyangkut  otonomi  politik  dan 
finansial,  keterkaitannya  dengan  organisasi  massa,  dan  kemampuan 
parpol  untuk  otonom  dari  permainan  politik  di  tingkat  nasional  dan 
lokal;  value  infusion,  mirip  dengan  pemahaman  di  atas,  terkait  dengan 
dimensi  attitudinal  pelembagaian  parpol  dimana  nilai-nilai  ideologis 
yang  dapat  menarik  dan  melekat  pada  para  anggota  atau  pendukung 
menjadi  perhatian  utama;  dan  terakhir,  reification  terkait  dengan 
kemampuan  parpol  untuk  menanamkan  suatu  citra  atau  brand  name 
tertentu  di  benak  para  pemilih/  Jika  suatu  parpol  bisa  mengelola 
keempat  variabel  tersebut  dengan  baik,  maka  dapat  dikatakan  parpol 
tersebut  telah  mengalami  pelembagaan  politik  yang  optimal,  dengan 
hasilnya  tentu  adanya  stabilitas  organisasi,  efektivitas  peran  dan  posisi 
politiknya,  menguatnya  basis  konstituen  dan  penerimaan  pemilih, 
serta  adanya  dinamika  internal  yang  mendorong  soliditas  parpol. 

Di  sisi  lain,  pelembagaan  parpol  juga  sangat  dipengaruhi  oleh 
the  nature  of  the  party  law.  Sebagai  lembaga  demokrasi  yang  bentuk, 
operasi,  dan  eksistensinya  diatur  oleh  undang-undang,  parpol  sering- 
kali  tidak  memiliki  banyak  pilihan  atau  mempunyai  insentif  sistemik 
untuk  memperkuat  pelembagaan  organisasionalnya.  Pada  umumnya, 
undang-undang  parpol  suatu  negara  akan  mengikuti  apa  yang  oleh 
Kenneth  Janda  sebut  sebagai  pola  5  P,  yaihi  to  proscribe,  permit,  promote. 


Guillermo  O'Donnell,  "Delegative  Democracy"  Journal  of  Democracy  vol.  5,  no.  1  (1994):  54. 
Vicky  Randall  and  Lars  Svasand,  "Party  InstitutionalizaUon  in  New  Democracies,"  Party  I 
tics  vol.  8,  no.  1  (2002). 
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protect,  or  prescribe.^  Secara  arti  luas,  proscription  model  terkait  dengan 
pelarangan  atau  penyataan  pelarangan  suatu  parpol  karena  aktivitas 
atau  kebijakannya,  termasuk  didalamnya  adalah  pencegahan  parpol 
untuk  melakukan  tindakan  atau  aktivitas  tertentu;  permission  model 
merujuk  pada  hal-hal  atau  batasan-batasan  yang  dibolehkan  untuk 
dilakukan  oleh  parpol  dalam  berbagai  kegiatannya;  promotion  model 
berarti  memajukan,  mendorong,  mendukung  pendirian  dan  aktivitas 
parpol;  protection  model  menyangkut  pengamanan  terhadap  parpol, 
baik  dengan  penentuannya  sebagai  aktor  utama  dalam  politik 
atau  terkait  dengan  pencegahan  terhadap  upaya-upaya  yang  dapat 
memgikan  atau  menimbulkan  beban  bagi  parpol  resmi;  serta  model 
terakhir  terkait  dengan  perintah  atau  mewajibkan  parpol  untuk 
menuruti  kebijakan  politik  negara  tertentu  atau  melakukan  aktivitas- 
aktivitas  tertentu  untuk  mendukung  peran  maupun  fungsinya. 

Suatu  parpol  yang  hidup  dalam  undang-undang  yang  dido- 
minasi  dengan  semangat  atau  aturan  pelarangan  {proscription  mo- 
del) tentu  akan  mengalami  banyak  kendala  maupun  keterbatasan 
imtuk  melakukan  berbagai  inovasi  dan  improvisasi  kelembagaan 
guna  merespon  tantangan  dan  dinamika  internal.  Dalam  model 
ini,  parpol  juga  seolah-olah  berada  dalam  posisi  yang  inferior  ter- 
hadap pemerintah  karena  kuatnya  peran  pemerintah  dalam  peng- 
aturan  kehidupan  parpol,  termasuk  didalanmya  pelarangan  mau- 
pun pembatasan  aktivitas.  Model  yang  sekiranya  mendukung 
pelembagaan  parpol  adalah  yang  memuat  banyak  unsur  promotion 
dan  protection  karena  dengan  demikian  parpol  didorong,  difasilitasi, 
dan  dijamin  eksistensinya  untuk  mengembangkan  kemampuannya 
guna  mengoptimalkan  fungsi  dan  perannya.  Dalam  banyak  hal, 
parpol  sangat  membutuhkan  perlindungan  dari  negara  supaya  ek- 
sistensi  parpol  sebagai  lembaga  demokrasi  tidak  dibajak  oleh  sege- 
lintir  elite  atau  pimpinannya  untuk  kepentingan  politik  sempit  yang 
transaksional  maupun  pragmatis  lainnya  dan  mengorbankan  kepen- 
tingan anggota  dan  institusi  parpolnya. 


8 


Kenneth  Janda,  Political  Parties  and  Democracy  in  Theoretical  and  Practical  Perspectives  (Wasliing- 
ton,  D.C.:  National  Democratic  Institute  for  International  Affairs,  2005):  7-17. 


146 


ANALISIS  CSIS,  Vol.  40,  No.  2,  2011: 138-159 


INSTITUSIONALISASI  DAN  TATA  KELOLA  PARPOL 

Parpol  di  Indonesia  dapat  dikatakan  masih  berusia  muda,  karena 
di  masa  Orde  Bam  yang  lalu  parpol  telah  dibonsai  dan  dikooptasi 
oleh  rejim  yang  otoriter,  sementara  kekuatan  politik  rejim,  Golkar, 
tidak  pernah  diakui  sebagai  suatu  parpol.  Hal  ini  telah  menyebabkan 
buruknya  tata  kelola  parpol  di  Indonesia  hingga  saat  ini.  Buruknya 
tata  kelola  partai  terlihat  dari  tidak  lengkapnya  aturan-aturan  yang 
mendukung  pelaksanaan  fungsi-fungsi  kepartaian  serta  lemahnya 
komitmen  dan  penegakan  aturan  kepartaian.  Banyak  partai  yang 
belum  memiliki  standar  operasional  dalam  hal  kesekretariatan,  ke- 
uangan,  hingga  koordinasi  antar  organ  atau  unit  di  dalam  parpol. 
Banyak  kantor-kantor  parpol  di  daerah  tidak  eksis  setelah  masa  pe- 
milu  berakhir  yang  mengakibatkan  pelaksanaan  fungsi-jfungsi  parpol 
terkendala. 

Masalah  buruknya  pembukuan  dan  pelaporan  keuangan  juga 
dialami  hampir  semua  parpol  sehingga  tidak  ada  transparansi  ke- 
uangan parpol.  Akibatnya,  parpol  seringkali  dianggap  sebagai  lem- 
baga  terkorup  karena  banyak  kegiatan  parpol  yang  tidak  jelas  sumber 
pendanaannya.  Parpol  sendiri  seringkali  mengalami  permasalahan 
internal  karena  tidak  adanya  mekanisme  kerja  yang  terlembagakan 
diantara  organ  maupun  unit-unitnya.  Tidak  jarang  kebijakan  parpol 
menjadi  tidak  bermakna  karena  fraksi  parpol  di  lembaga  legislatif 
memilih  kebijakan  lain.  Kondisi  buruknya  tata  kelola  parpol  ini  di- 
perparah  dengan  lemahnya  penegakan  aturan  parpol.  Hampir  semua 
parpol  dikelola  dan  dijalankan  sesuai  dengan  kemauan  pimpinan 
atau  figur  sentral  yang  dominan  di  parpol  itu. 

Sementara  itu,  masalah  kepartaian  semakin  kompleks  karena 
budaya  dan  mekanisme  demokrasi  tidak  dijalankan  secara  konsekuen. 
Dalam  pengambilankeputusan,  seringkali  mekanisme  demokrasi  tidak 
berjalan  karena  kuatnya  peran  pimpinan  maupun  kekuatan  oligarki 
di  parpol.  Proses  bottom-up  untuk  pengembangan  kebijakan  maupun 
pilihan  politik  parpol,  apalagi  yang  menyangkut  masalah  candidacy 
dan  pilihan  koalisi,  hampir  tidak  berjalan  di  semua  parpol.  Bahkan 
untuk  penentuan  kandidat  yang  akan  didukung  dalam  pemilukada 
misalnya,  peran  pimpinan  pusat  parpol  sangat  dominan. 
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Sentralisasi  pengambilan  keputusan  di  parpol  ini  bahkan  cen- 
derung  mengarah  pada  personalisasi  kekuasaan,  dimana  figur  do- 
minan  atau  pimpinan  parpol  menjadi  the  only  and  ultimate  authority. 
Padahal  jika  ingin  mengembangkan  demokrasi,  parpol  seharusnya 
juga  menerapkan  mekanisme  demokrasi  dalam  proses  pengambilan 
keputusan.  Namun,  praktik  penyelenggaraan  kekuasaan  di  parpol 
sangatlah  jauh  dari  nilai-nilai  demokrasi  karena  kuatnya  subyektivitas 
dan  kepentingan  politik  sempit  figur  dominan  maupun  pimpinan 
parpol.  Kecenderungan  sentralisasi  ini  tentu  saja  juga  berlawanan  de- 
ngan  kebijakan  desentralisasi  kekuasaan  negara. 

Pelembagaan  parpol  di  Indonesia  juga  semakin  dipersulit  ka- 
rena rendahnya  insentif  untuk  mengembangkan  parpol  yang  demo- 
kratis  dan  aspiratif.  Parpol  yang  ada  dalam  tatanan  presidensial 
memang  kurang  memiliki  insentif  imtuk  selalu  menggerakkan  roda 
organisasinya,  karena  hampir  pastinya  jadual  pelaksanaan  pemilu 
dan  terpisahnya  kekuasaan  legislatif  dan  eksekutif.  Hal  ini  berbeda 
dengan  partai  yang  ada  di  sistem  parlementer  yang  hams  senantiasa 
siap  menghadapi  snap  election,  karena  jika  parpol  yang  berkuasa  kalah 
maka  bangun  kekuasaannya  di  parlemen  dan  eksekutif  akan  runtuh 
dan  parpol  oposisi  akan  dapat  menguasai  parlemen  dan  eksekutif 
sekaligus. 

Namun,  rendahnya  insentif  sistemik  dalam  tatanan  presidensial 
ini  seharusnya  tidak  dapat  dibiarkan  karena  parpol  mempunyai 
fungsi  yang  diamanatkan  dalam  undang-undang  yang  hams  dija- 
lankan  setiap  saat.  Juga,  dengan  adanya  pemilukada  yang  selalu 
ada  sepanjang  tahun,  sehamsnya  parpol  selalu  aktif  menggerakkan 
roda  organisasinya  untuk  membina  basis  konstituen.  Tapi  hal  ini  ti- 
dak terjadi  karena  parpol  cendemng  menempatkan  posisinya  sebagai 
kendaraan  politik  yang  dapat  disewa  oleh  kandidat  untuk  maju  da- 
lam pemilukada. 

Parpol  juga  cendemng  tidak  responsif  terhadap  kepentingan 
masyarakat  karena  begihi  pemilu  usai,  parpol  akan  sibuk  dengan 
umsan  perebutan  kekuasaan.  Orientasi  parpol  pada  masa  in  between 
elections  akan  tertuju  pada  negara,  dan  ini  membuat  parpol  melupakan 
masyarakat  maupun  konstituennya.  Karena  pengaturan  pelaksanaan 
fungsi  di  lembaga  legislatif  juga,  wakil  rakyat  seringkali  menghindar 
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dari  tanggungjawab  untuk  memperjuangkan  kepentingan  rakyat. 
Wakil  rakyat  seringkali  berlindimg  dibalik  alasan  bahwa  mereka  juga 
wakil  partai,  maka  mereka  tidak  memiliki  keleluasaan  untuk  mem- 
perjuangkan kepentingan  rakyat.  Di  sisi  lain,  seringkali  wakil  rakyat 
berdalih  memperjuangkan  aspirasi  konstituen  sehingga  mengabaikan 
kebijakan  parpol.  Pengaturan  yang  seperti  itu  jelas  menghambat 
terbentuknya  parpol  yang  responsif  dan  akuntabel. 

Sementara  itu,  dalam  UU  No.  2/2011  tentang  Partai  Politik  yang 
dihasilkan  dalam  proses  instan  dan  amatiran  sehingga  memunculkan 
banyak  persoalan,  disebutkan  bahwa  parpol  di  Indonesia  bersifat 
nasional,  dan  untuk  itu  syarat  pendirian  dan  pengakuannya  se- 
bagai  badan  hukum  menjadi  sangat  berat.  Parpol  harus  memiliki  ke- 
pengurusan  di  semua  provinsi,  disedikitnya  75  persen  kabupaten/ 
kota  di  masing-masing  provinsi,  dan  disedikitnya  separo  kecamatan 
di  setiap  kabupaten  dan  kota  tersebut.  Untuk  meningkatkan  kese- 
taraan  gender,  parpol  juga  didorong  untuk  memiliki  setidaknya  30 
persen  pengurus  perempuan  di  tingkat  pusat.  Semua  itu  tentu  saja 
akan  sangat  mempengaruhi  pelembagaan  dan  tata  kelola  parpol  di 
masa  depan.  Untuk  bisa  memenuhi  syarat  keberadaan  kantor  saja, 
mau  tidak  mau  parpol  harus  merekrut  puluhan  ribu  pengurus  un- 
tuk kepengurusan  dari  tingkat  pusat,  provinsi,  kabupaten/kota,  keca- 
matan, dan  unit-unit  pemerintahan  dibawahnya  lagi. 

Selain  itu  parpol  harus  menyediakan  kantor  yang  permanen  de- 
ngan  fasilitas  dasarnya.  Semua  itu  tentu  membutuhkan  perencanaan 
dan  koordinasi  yang  sangat  bagus  serta  pendanaan  yang  sangat  besar. 
Dapat  diperkirakan  tidak  banyak  parpol  akan  mampu  memenuhi  sya- 
rat verifikasi  ini.  Syarat  ini  tentunya  juga  akan  mempengaruhi  bagai- 
mana  parpol  mengalokasikan  waktu  dan  sumber-sumberdayanya,  dan 
ini  tentu  akan  menguras  energi  besar  parpol  sehingga  dapat  diduga 
kemampuan  parpol  untuk  menjalankan  hmgsi-hmgsi  utama  lainnya, 
akan  sedikit  banyak  terganggu.  Bisa  jadi  karena  persyaratan  ini,  ke 
depan  parpol  akan  semakin  sibuk  menguras  keuangan  negara  secara 
sah,  legal  maupun  sebaliknya  melalui  perpolitikan  yang  transaksional, 
korupsi  bersama-sama,  maupun  praktik-praktik  perbanditan  politik 
lainnya. 
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Selain  masalah  itu,  parpol  juga  diwajibkan  untuk  melakukan 
pendidikan  politik.  Karena  parpol  akan  mendapat  subsidi  pendanaan 
dari  negara  yang  penggunaannya  khusus  untuk  operasional  parpol 
dan  pendidikan  politik,  maka  parpol  harus  melakukan  pengembang- 
an  kualitas  politisi  dan  kader,  supaya  mereka  mampu  melakukan 
pendidikan  politik  ke  warganegara.  Tentu  akan  sulit  bagi  parpol 
untuk  melakukan  pendidikan  politik  kalau  kualitas  kadernya  hanya 
pas-pasan  saja,  sementara  rakyat  pada  umumnya  makin  melek  politik 
dan  tahu  banyak  altematif-alternatif  pilihan  kebijakan  yang  bagus, 
karena  meningkatnya  pengetahun  mereka  atau  pengalaman  mereka 
dari  berbagai  proses  politik,  seperti  pemilu  legislatif,  pemilu  presiden, 
hingga  pemilu  kepala  daerah  langsung.  Ini  tentu  menjadi  tantangan 
bagi  parpol,  dan  tanpa  adanya  upaya  sistematis  untuk  meningkatkan 
kemampuan  kognitif  dan  kreatif,  maka  parpol  akan  mengalami  ken- 
dala  dalam  menjalankan  kewajiban  konstitusionalnya  ini. 

Aspek  bam  lainnya  yang  akan  mempengaruhi  tata  kelola  dan 
pelembagaan  parpol  di  Indonesia  adalah  terkait  dengan  rekrutmen 
politik.  Dalam  Pasal  29  UU  No.  2  Tahim  2011  tentang  Partai  Politik, 
parpol  dalam  melakukan  rekrutmen  untuk  menjadi  anggota,  bakal 
calon  anggota  legislatif  dilaksanakan  "melalui  seleksi  kaderisasi  se- 
cara  demokratis  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran 
Rumah  Tangga  (ART)  dengan  mempertimbangkan  paling  sedikit  30% 
(tigapuluh  perseratus)  keterwakilan  perempuan,"  sedangkan  untuk 
bakal  calon  kepala/wakil  kepala  daerah,  dan  bakal  calon  presiden/ 
wakil  presiden  dilakukan  secara  demokratis  dan  terbuka.  Ini  artinya  ke 
depan  parpol  tidak  bisa  lagi  asal  comot  atau  ambil  tokoh  yang  populer 
untuk  dinominasikan  dalam  posisi-posisi  politik  karena  proses  untuk 
itu  harus  dilakukan  melalui  mekanisme  organisasi.  Memang  itu 
semua  tergantung  AD  dan  ART  parpol,  namun  setidaknya  semangat 
dari  aturan  ini  adalah  untuk  meminimalisir  keinginan  pengurus 
parpol  mengambil  jalan  pintas  dalam  mencari  kandidat  yang  akan 
diajukannya  dalam  kompetisi  jabatan  politik.  Jika  parpol  melakukan 
proses  kaderisasi  dengan  baik,  maka  ada  peluang  ke  depan  parpol 
akan  menjadi  penghasil  politisi  dan  pejabat  publik  yang  handal  dan 
berkualitas,  tidak  seperti  selama  ini  yang  lebih  didominasi  niatan 
untuk  memenangi  kompetisi  dan  akhirnya  mengabaikan  proses  kade- 
risasi dan  pencarian  kandidat  yang  berkualitas. 
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PEMILUKADA  DAN  TANTANGAN  PARPOL 

Salah  satu  tantangan  terbesar  parpol  di  Indonesia  saat  ini  adalah 
melakukan  rekmtmen  yang  benar  untuk  mengisi  jabatan-jabatan 
politik,  khususnya  dalam  konteks  desentralisasi,  dimana  kepala 
dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  secara  langsung.  Meski  terbuka  pe- 
luang  bagi  calon  non-parpol  atau  yang  lazim  disebut  sebagai  calon 
independen  untuk  mengikuti  kompetisi  politik,  hampir  semua  pe- 
menang  pemilukada  adalah  calon-calon  yang  diusung  parpol.  Ini 
berarti,  langsung  tidak  langsung,  parpol  masih  menjadi  salah  satu 
aktor  penting  dalam  pemilukada,  tidak  saja  dalam  proses  pen- 
calonan,  tapi  bisa  jadi  hingga  pemenangan  kandidatnya.  Tentu  da- 
lam sistem  pemilihan  yang  individual,  dimana  kontestasi  terjadi 
antara  individu-individu  kandidat,  peran  parpol  menjadi  tidak  lagi 
sentral  dan  digantikan  oleh  tim-tim  sukses  bentukan  para  kandidat. 
Namun  peran  parpol  tidak  seluruhnya  habis,  karena  parpol  biasanya 
menjadi  penyumbang  terbesar  anggota  tim-tim  sukses  para  kandidat, 
dan  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahvv^a  parpol  secara  tidak 
langsung  masih  memiliki  pengaruh  terhadap  pemenangan  kandidat 
yang  diusungnya  dalam  pemilukada. 

Terkait  dengan  pemilukada  ini,  parpol  juga  semakin  pragmatis 
dalam  menentukan  pilihan  calon  dan  mitra  politiknya.  Tidak  ada 
lagi  disiplin  kepartaian  yang  tegas  di  Indonesia,  karena  parpol  yang 
berbeda  posisi  politiknya  di  pusat  justru  bermitra,  berkoalisi  di 
banyak  pemilukada.  Antara  Partai  Demokrat  (PD)  dan  PDIP  di  tingkat 
pusat  bisa  dikatakan  pada  posisi  yang  diametral,  dimana  PD  menjadi 
kekuatan  sentral  pemerintah  dan  PDIP  menjadi  lokomotif  kekuatan 
oposisi.  Namun  di  banyak  pemilukada,  kedua  parpol  ini  berkoalisi 
untuk  memenangkan  kursi  gubernur,  walikota,  atau  bupati.  Selain 
itu,  antara  parpol  yang  secara  nilai  dasamya  sangat  berbeda,  seperti 
antara  parpol  Islam  dengan  parpol  Kristen  juga  berkoalisi  untuk 
meraih  political  offices  di  daerah. 

Pragmatisme  parpol  dalam  merekrut  kandidat-kandidat  untuk 
pemilukada  semakin  diperparah  dengan  bebasnya  kompetisi  politik 
antar  kandidat,  sehingga  metode  pemasaran  politik  moderen  men- 
jadi suatu  keniscayaan.  Parpol  tidak  lagi  mengandalkan  kerja-kerja 
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konvensional  untuk  menjaring  aspirasi  masyarakat,  namun  sekarang 
semakin  umum  menggunakan  jasa-jasa  konsultan  politik  dan  survei 
opini  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  preferensi  pilihan 
politik  masyarakat.  Karena  rekmtmen  untuk  kandidat  ini  berdasarkan 
survei  popularitas  dan  elektabilitas  yang  tidak  terbatas  pada  tokoh- 
tokoh  parpol,  maka  seringkali  ditemukan  bahwa  pekerja  politik 
maupun  politisi  kalah  rating-nya  dibandingkan  tokoh-tokoh  populer 
yang  berasal  dari  kalangan  selebriti,  artis,  pengusaha  besar,  birokrat, 
atau  tokoh  patronase  lokal. 

Tidak  tertutup  kemungkinan  juga,  kerja  konsultan  politik  diman- 
faatkan  untuk  membesar-besarkan  atau  memoles  kandidat  tertentu 
yang  didukung  kekuatan  finansial  besar.  Karenanya  parpol  menjadi 
tidak  memiliki  daya  tawar  ketika  para  political  entrepreneurs  maupun 
pencari  jabatan  politik  ini  mendekati  parpol  untuk  mendapatkan 
nominasi  karena  parpol  tidak  memiliki  data  pembanding  yang  ber- 
kualitas  atau  kemampuan  untuk  memverifikasi  berbagai  klaim  dan 
temuan  yang  dibawa  oleh  mereka  ini.  Banyak  pengurus  parpol  di 
daerah  akhimya  cukup  puas  dengan  menerima  "uang  sewa  perahu" 
atau  "mahar  kawin"  dengan  para  kandidat  ini  tanpa  ada  suatu  kontrak 
politik  yang  jelas,  terukur,  dan  bisa  ditegakkan.  Pengurus  parpol  di 
daerah  banyak  yang  kemudian  terlibat  dalam  akti vitas  rent-seeking 
maupun  makelar  pencalonan,  dan  ini  tentu  menimbulkan  demoralisasi 
dan  problem  serius  di  kalangan  pekerja  parpol  dan  konstituen. 

Karena  makin  menguatnya  politik  pencitraan  dan  pentingnya 
popularitas  juga,  parpol  menjadi  kurang  memiliki  insentif  untuk 
melahirkan  calon-calon  pemimpin  lokal  melalui  sistem  kaderisasi 
yang  bagus.  Biasanya  kader-kader  parpol  ini  akan  kalah  populer  di- 
bandingkan mereka  yang  memang  hidupnya  dari  exposure  ke  ma- 
syarakat seperti  kalangan  selebriti  maupim  pesohor  lainnya.  Parpol 
juga  kadang  menjadi  lebih  lemah  posisi  tawar-menawamya  dengan 
mereka  ini  karena  jelasnya  peluang  kemenangan  mereka  dibandingkan 
calon-calon  andalan  parpol  misalnya,  sehingga  parpol  yang  semakin 
terkondisikan  untuk  memenangi  pemilukada  akan  cenderung  tidak 
memasang  syarat  atau  kontrak  politik  yang  ideal.  Parpol  semakin 
terdorong  untuk  office-seeking,  dan  karenanya  akan  mendukung  calon- 
calon  yang  memiliki  tingkat  elektabilitas  yang  paling  tinggi. 
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Ini  semua  tentunya  membuat  mmit  upaya  penguatan  parpol 
sebagai  lembaga  demokrasi  karena  di  satu  sisi  makin  mengaburnya 
clarity  of  responsibility'^  sehingga  hukuman  elektoral  sulit  dijatuhkan 
bagi  parpol  yang  tidak  memihak  kepentingan  rakyat  atau  yang  ber- 
kinerja  bumk,  serta  di  sini  lain  parpol  tersandera  secara  kolektif  dalam 
politik  kartel  bertingkat  yang  tidak  paralel  serta  koalisi  yang  tidak  jelas 
polanya.  Di  tingkat  pusat,  kekuatan  koalisi  membentuk  pemerintahan 
dan  membagi  kue  kekuasaan  di  antara  anggota-anggotanya,  tapi  di 
daerah-daerah,  kekuatan  koalisi  pemerintah  daerah  berbeda-beda, 
sehingga  kebijakan  parpol  di  tingkat  nasional  bisa  jadi  tidak  dapat 
diadopsi  di  daerah.  Akibatnya,  parpol  terkondisikan  untuk  tidak 
mengoptimalkan  posisi  politiknya  masing-masing  karena  bisa  jadi  ke- 
bijakan pengurus  pusat  tidak  dapat  dijalankan  oleh  politisi  di  daerah 
yang  sudah  terikat  dengan  komitmen  maupun  kerja  politik  dengan 
mitra  koalisinya  yang  lain.  Selain  itu,  banyaknya  kepala  daerah  ter- 
pilih  yang  sebenamya  bukan  kader  parpol  tapi  diusung  koalisi 
parpol  di  daerah  makin  membuat  sulit  bagi  masyarakat  luas  untuk 
nantinya  bisa  menilai  mana  parpol  maupun  pihak  yang  harusnya 
bertanggungjawab  atas  berlanjutnya  penderitaan  mereka. 

POLITIK  KEKERABATAN  DAN  MASALAH  KADERISASI  KEPE- 
MIMPINAN  PARPOL  DI  TINGKAT  LOKAL 

Pepatahbahwa  blood  is  thicker  than  the  water  semakin  menampakkan 
wujud  nyatanya  dalam  perpolitikan  di  Indonesia.  Politik  kekerabatan 
dan  dinasti  atau  keluarga  politik  semakin  tampak  menguat.  Ini  tidak 
terlepas  dari  buruknya  proses  rekrutmen  politik  yang  dilakukan 
parpol  dalam  pemilu  dan  khususnya  pada  pemilukada.  Untuk  me- 
menangi  political  offices,  selain  menyandarkan  pada  tokoh-tokoh  pe- 
sohor  atau  yang  memiliki  uang  besar  untuk  politik  pencitraannya, 
parpol  juga  semakin  tergiring  untuk  mendukung  kandidat-kandidat 


Mengenai  pentingnya  clarity  of  responsibility  ini  dalam  mempengaruhi  voting  behavior,  periksa 
Michael  Lewis-Beck  and  Mary  Stegmaier,  "Economic  Determinants  of  Electoral  Outcomes," 
Annual  Review  of  Political  Science  vol.  3  (2000):  183-219  dan  Bingham  G.  Powell  dan  Guy  D.  Whit- 
ten,  "A  Cross-National  Analysis  of  Economic  Voting:  Taking  into  Account  Political  Context," 
American  journal  of  Political  Science  vol.  37,  no.  2  (1993):  391-414. 
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yang  diajukan  oleh  para  petahana  {incumbent)  yang  masih  memiliki 
banyak  political  resources  dan  otoritas  formal  atau  yang  sudah  tidak 
mungkin  lagi  maju  berkompetisi  karena  aturan  pembatasan  masa 
jabatan.  Ikatan  kekerabatan  dengan  para  incumbent  atau  tokoh 
sentral  parpol  jelas  saja  membuat  nepotisme  dan  favoritisme  menjadi 
menonjol.  Bahkan  ada  lagi  yang  tidak  malu-malu  untuk  mendorong 
isteri  pertama  dan  isteri  muda  bertarung  dalam  pemilukada,  seperti 
yang  terjadi  di  Kabupaten  Kediri.  Sementara  itu,  di  Kabupaten 
Pasuruan,  Ketua  DPRD  Pasuruan  saat  ini  adalah  anak  dari  Bupati 
Pasuruan  Hasani.  Ini  tentu  saja  akan  menyulitkan  proses  checks  and 
balances  yang  efektif  karena  jatuhnya  pucuk  kekuasaan  eksekutif  dan 
legislatif  di  satu  keluarga. 

Politik  kekerabatan  atau  keluarga  politik  memang  dapat  dijumpai 
di  hampir  semua  negara.  Di  Amerika  Serikat  misalnya,  keluarga 
Kennedy  masih  dianggap  sebagai  kekuatan  politik  berpengaruh 
atau  dihormati,  baik  di  Massachussets  maupun  di  tingkat  negara 
federal.  Demikian  pula  dengan  keluarga  Tafts  dan  Daley  di  Ohio 
dan  Chicago.  Saat  mi  Menlu  Amerika,  Hillary  Clinton  adalah  istri 
dari  mantan  Presiden  Bill  Clinton.  Meski  keluarga-keluarga  ini  masih 
memiliki  pengaruh,  prestise,  atau  kekuatan  finansial,  prinsip  equality 
of  opportunity  benar-benar  dihormati  dan  dijalankan  sehingga  kemun- 
culan  tokoh-tokoh  dari  keluarga  politik  ini  tidak  menimbulkan  resist- 
ensi  yang  luas  di  kalangan  pemilih  yang  rasional  di  Amerika.  Selain 
itu,  dengan  free  and  fair  competition,  kompetisi  jabatan  publik  sulit  un- 
tuk dimanipulasi  dengan  politik  pencitraan  atau  mobilisasi  pemilih 
melalui  aparatur  pemerintahan. 

Di  Indonesia,  politik  kekerabatan  identik  dengan  pemusatan 
kekuasaan  di  keluarga  atau  kerabat  politik  tertentu.  Menguatnya 
politik  kekerabatan  seperti  ini  tentu  saja  sangat  mengkhawatirkan. 
Jika  kecenderungan  ini  semakin  meluas,  bukan  tidak  mungkin  da- 
lam waktu  dekat  politik  Indonesia  akan  seperti  yang  terjadi  di 
Filipina,  dimana  bossism  berbasis  teritorial  menguasai  politik.  Negara 
dijalankan  oleh  segelintir  elite  dari  beberapa  keluarga,  klan,  atau 
dinasti  politik  yang  kuat  di  wilayah-wilayah  tertentu,  dan  karenanya 
sangat  sulit  untuk  mengharapkan  adanya  perluasan  akses  kekuasaan 
maupun  proses  demokrasi  yang  sehat  dan  substansial.  Demokrasi 
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akhimya  dijadikan  mekanisme  untuk  melegitimasi  dan  memperkuat 
basis  kekuasaan  politik  para  local  bosses  ini,  yang  dengan  kekuatan 
uang,  massa,  dan  jaringan  pemerintahan  selalu  bisa  mengalahkan 
pesaing-pesaingnya.  Dalam  taraf  yang  lebih  parah  lagi,  mereka  ini 
tidak  segan-segan  menjadikan  pemerintahan  daerah  selayaknya 
jajaran  kerajaan  kecil  mereka,  sehingga  pelayanan  publik  maupun 
program  pembangunan  tidak  optimal. 

Para  petahana  memang  memiliki  banyak  keunggulan  elektoral 
untuk  memenangkan  kompetisi  politik  lokal.  Selain  tentunya  sudah 
dikenal  luas,  mereka  ini  bisa  mempolitisasi  birokrasi  dengan  iming- 
iming  mutasi  maupun  promosi  untuk  mendukung  kemenangan  calon 
yang  dinominasikannya.  Mereka  dapat  juga  menggunakan  anggaran 
daerah  untuk  menyukseskan  kampanye  kandidat  yang  didukungnya, 
biasanya  dengan  memanipulasi  penggunaan  anggaran  sosialisasi  dan 
komunikasi  yang  jumlahnya  selalu  meningkat  fantastis  mendekati 
masa  pemilukada.  Mereka'  juga  selalu  bisa  memainkan  proyek- 
proyek  pemerintah  daerah  dan  karenanya  lebih  mudah  memobilisasi 
dukungan  finansial  dari  pengusaha  daerah  untuk  memenangkan 
calon  mereka. 

Dengan  berbagai  keunggulan  ini,  tidak  aneh  jika  parpol  di  ting- 
kat  lokal  akan  mudah  jatuh  dalam  rengkuhan  pengaruh  mereka 
dan  mendukung  siapapun  yang  dinominasikan  oleh  para  petahana, 
bahkan  jika  kandidat  tersebut  adalah  isteri  muda,  anak,  ibu  tiri, 
atau  kerabat  lainnya.  Selama  petahana  tidak  memiliki  masalah 
hukum  besar  yang  membuatnya  menjadi  liability  dalam  pertarungan 
pemilukada,  dapat  dipastikan  pengaruh  mereka  masih  sangat  besar. 
Bahkan  tahun  lalu,  seorang  petahana  (incumbent)  yang  statusnya 
sudah  tersangka,  dapat  memenangi  pemilukada  Kota  Tomohon,  atau 
anak  dari  terpidana  kasus  korupsi  besar  di  Kutai  Kertanegara  dapat 
memenangkan  pemilukada  bupati  di  tengah  berbagai  isu  maupun 
skandal  yang  membelitnya. 

Dalam  kompetisi  pemilukada  yang  sangat  liberal  ini,  kontestasi 
terjadi  bukan  dalam  tingkat  ide  maupun  program,  namun  lebih  dalam 
pencitraan  dan  bahkan  lebih  parah  lagi  dengan  kekuatan  uang.  Vote 
buying  secara  langsung  ke  pemilih  atau  di  panitia  pemungutan  suara 
terjadi  di  banyak  tempat,  dan  ini  sudah  menjadi  semacam  mekanisme 
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pamungkas  pemenangan  kandidat.  Sebagai  bagian  dari  electoral  fraud, 
kecendemngan  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  sengketa  pemilukada 
yang  ditangani  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Selama  ini  sudah 
ada  puluhan  pembatalan  kemenangan,  penghitungan  ulang,  atau 
bahkan  pemilukada  ulang  karena  seriusnya  pelanggaran  yang  terjadi 
yang  terkait  dengan  vote  buying  ini.  Parpol  dalam  banyak  kasus  tidak 
bisa  mencegah  perilaku  yang  mencederai  demokrasi  ini,  dan  bahkan 
ikut  terlibat  didalamnya  melalui  kader-kadernya  yang  tergabung 
dalam  tim-tim  sukses  kandidat. 

Parpol  memang  tidak  memiliki  insentif  untuk  menertibkan 
kandidat-kandidatnya  supaya  tidak  melakukan  perbuatan  tercela 
ini  karena  tidak  adanya  hukuman  bagi  parpol  jika  kandidat  yang 
diusungnya  melakukan  pelanggaran.  Sejauh  ini  hukuman  yang 
dijatuhkan  oleh  MK  hanya  diterima  oleh  kandidat  yang  dinyatakan 
bersalah.  Jika  parpol  pendukungnya  juga  mendapatkan  hukuman 
tertentu,  misalnya  hingga  pada  pembekuan  pengurus  di  tingkat 
lokal  dimana  pemilukada  berlangsung,  tentu  parpol  akan  lebih  hati- 
hati  lagi  untuk  membiarkan  kandidat-kandidatnya  memanipulasi 
pemilukada  dengan  cara-cara  yang  anti  demokrasi. 

Pemilukada  selama  ini  telah  membuat  proses  pelembagaan 
parpol  dan  pengelolaan  parpol  menjadi  semakin  problematis.  Selain 
karena  kecenderungan-kecenderungan  di  atas,  parpol  juga  menjadi 
rentan  terhadap  konflik  internal  terkait  dengan  pencalonan  dalam 
pemilukada.  Tidak  jarang  calon  yang  kalah  dari  parpol  tertentu 
kemudian  menggunakan  parpol-parpol  lain  untuk  bersaing  dalam 
pemilukada,  dan  kemudian  setelah  memenangi  pemilukada,  kandidat 
ini  mengambil  alih  kepemimpinan  daerah  parpol  aslinya.  Contohnya 
adalah  di  Sulawesi  Selatan,  dimana  Gubernur  Syahrul  Yasin  Limpo 
yang  tidak  didukung  oleh  partainya,  Partai  Golkar,  dalam  pemilukada 
gubernur  Sulawesi  Selatan,  kemudian  menggunakan  kendaraan  PDIP 
dan  parpol-parpol  kecil  lainnya  untuk  bersaing  dengan  kandidat 
resmi  Partai  Golkar  yang  merupakan  partai  terbesar  di  sana.  Setelah 
menang,  dia  kemudian  meninggalkan  PDIP  dan  mengambil  alih 
kepemimpinan  Partai  Golkar  Provinsi  Sulawesi  Selatan. 

Ini  semua  tentu  menyulitkan  parpol  untuk  melakukan  pendisi- 
plinan  karena  tidak  adanya  ahiran  yang  mengikat  hubungan  parpol 
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pengusung  dengan  kandidat  terpilih  setelah  menjabat.  Akibat  hal-hal 
seperti  ini,  banyak  pengurus  parpol  mengalami  krisis  kepercayaan 
karena  mudahnya  mereka  ditinggalkan  oleh  kandidat-kandidat  yang 
telah  diusungnya.  Ini  tentu  berakibat  luas  pada  pengelolaan  parpol, 
karena  parpol  yang  sering  dijadikan  kuda  troya  elite  berpengaruh 
lokal  ini  menjadi  tidak  bisa  membikin  perencanaan  personil  atau 
career  pathing  terhadap  kademya  dengan  baik.  Karena  dorongan  untuk 
memenangi  pemilukada,  para  pengurus  parpol  merelakan  parpolnya 
dibajak  elite-elite  lokal  ini  dan  konsekuensinya  mereka  hams 
menutup  peluang  bagi  kader-kader  potensialnya  untuk  bertarung 
dalam  pemilukada. 


Beberapa  Politik  Kekerabatan  di  Indonesi 


Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono 

-  Edhie  Baskoro  Yudhoyono  (anak):  Sekretaris 
Jenderal  PD  (2010-2015),  anggota  DPR  (2009- 
2014),  Wakil  Ketua  Umum  KADIN. 

-  Hartanto  Edhie  Wibowo  (adik  Ani  Yudhoyono): 
anggota  DPR  (2009-2014),  Kehia  Departemen 
BUMN  PD  (2010-2015). 

-  Hadi  Utomo  (adik  ipar):  Kehia  Umum  PD  (2005- 
2010),  Anggota  Dewan  Pembina  PD  (2010-2015). 

-  Nurcahyo  Anggoro  Jati  (anak  Hadi  Utomo): 
anggota  DPR  (2009-2014). 

-  Agus  Hermanto  (adik  Hadi  Utomo):  anggota 
DPR  (2009-2014). 

Ketua  Umum  PDIF  Megawati  Soekamoputri 

-  Taufiek  Kiemas  (suami):  Kehja  MPR  (2009- 
2014),  Ketua  Majelis  Pertimbangan  Partai  PDIP. 

-  Puan  Maharani  (anak):  anggota  DPR  (2009- 
2014),  Ketua  DPP  PDIP. 

-  Guruh  Soekamoputra  (adik):  anggota  DPR 
(2009-2014). 

-  Puti  Guntur  Soekamoputri  (keponakan): 
anggota  DPR  (2009-2014). 

-  Nazarudin  Kiemas  (adik  Taufiek  Kiemas): 
anggota  DPR  (2009-2014). 


Gubemur  Sulawesi  Selatan  Syahrul  Yasin 
Limpo 

-  fridira  Tuta  Chunda  (anak):  anggota  DPR  (2009- 

2014)  . 

-  Ichsan  Yasin  Limpo  (adik):  Bupati  Gowa  (2010- 

2015)  . 

-  Haris  Yasin  Limpo  (adik):  anggota  DPRD  Kota 
Makassar  (2004-2009). 

-  Tenri  Olle  (adik):  anggota  DPRD  Sulsel  (2009- 
2014). 

-  Adnan  Purichta  (keponakan):  anggota  DPRD 
Sulsel  (2009-2014). 

Gubemur  Kalimantan  Tengah  Teras  Narang 

-  Atu  Narang  (kakak):  Kehia  DPRD  Kalteng 
(2009-2014). 

-  Aries  Narang  (keponakan):  anggota  DPRD 
Kalteng  (2009-2014). 

-Asdy  Narang  (keponakan):  anggota  DPR  (2009- 
2014). 

Anggota  DPR  Pupung  Suharis  (2009-2014) 

-  Hendy  Boedoro  (adik):  Bupati  Kendal  (2000- 
2005,  2005-2007). 

-  Don  Murdono  (adik):  Bupati  Sumedang  (2003- 
2008,  2008-2013). 


'0  Sumber:  "Dinasti  Politik  Kian  Menguat,"  Kompas  12  Januari  2011;  "Perbaiki  Rekrutmen  Poli- 
tik," Republika  7  Februari  2011;  "Political  Dynasties  Must  be  Neutralized:  KPU,"  Tlie  Jakarta  Post, 
8  Februari  2011. 
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Gubemur  Banten  Ratu  Atut  Chosiyah 

-  R.  Yuwanto  (adik):  anggota  DPRD  Kota 

-  Hikmat  Tomet  (suami):  anggota  DPR  (2009- 

Semarang  (2004-2009). 

2014). 

-  Murdoko  (adik):  anggota  DPRD  Jateng  (2004- 

-  Andika  Hazrumy  (anak):  anggota  DPD  (2009- 

2009,  2009-2014). 

2014). 

-  Asep  Diamonde  (keponakan):  anggota  DPRD 

-Ade  Rossi  Khaerunisa  (menantu):  anggota  DPRD 

Kendal  (2004-2009,  2009-2014). 

Kota  Serang  (2009-2014). 

-  Widya  Kandi  Susanti  (istri  Hendy  Boedoro): 

-  Ratu  Tatu  Chasanah  (adik):  anggota  DPRD 

Bupati  Kendal  (2010-2015). 

Banten  (2010-2015). 

-  Tb.  Khaerul  Jaman  (adik  tiri):  Wakil  Wali  Kota 

Gubemur  Lampung  Syachroedin  ZF 

DcrdTig  \z.yj\Jo  zxjxjj. 

-  Ratna  Komalasari  (ibu  tiri):  anggota  DPRD  Kota 

Selatan  (2010-2015). 

Serang  (2009-2014). 

-  Heryani  (ibu  tiri):  Wakil  Bupati  Pandeglang 

Bupati  Bantul  Sri  Suryawidati 

(2010-2015). 

-  Idham  Samawi  (suami):  Bupati  Bantul  (2000- 

-  Airin  Rachmi  Diany  (adik  ipar):  Wali  Kota 

2005,  2005-2010). 

Tangerang  Selatan  (2011-2016). 

M.  Amien  Rais 

Bupati  Tuban  Eka  Wiryastuti 

-  Mumtaz  Rais  (anak):  anggota  DPR  (2009-2014). 

-  Adhi  Wirayatma  (bapak):  Bupati  Tuban  (2005- 

-  Abdui  Kozaq  Kais  (adik):  anggota  UPK  (2009- 

2010). 

2014). 

Bupati  Pasuruan  Hasani 

Menko  Ekuin  Hatta  Rajasa  ^BP^P 

-  Ismail  Marzuki  (anak):  Ketua  DPRD  Kab. 

-  Hanna  Gayatn  (kakak):  anggota  DPR  (2009- 

Pasuruan  (2010-2014). 

zU14). 

-  isKanaar  ^aaiKj:  waKil  DUpati  Ugan  llir  (zUUo- 

Bupati  Kedin  Hanyanti 

2010). 

-  Sutrisno  (suami):  Bupati  Kediri  (2000-2005, 

2005-2010). 

T^phifi  DPR  AyfarviiL-i  Alio 

-  Asmawati  (istri):  anggota  DPD  dari  Sumsel 

Ketua  DPRD  Kab.  Bengkayang  Sebastianus 

Darwis 

-  Jacobus  Luna  (bapak):  Bupati  Bengkayang 

ivxcnicri  /\gaina  Duiyaunarina  AH 

(2005-2010). 

-  W/arHnhll  Aerials  ^icfi-tA'  -nT-i r»-rr/^f -i  r^T>T?  /OnOQ 

vvaiuaLui  rtoricui  ^ibLii^.  aiiggora  Ul  is.  \Z\j\jy- 

2014). 

Bupati  Kutai  Kertanegara  Rita  Widyasari 

>-/j' clurscij  LL  llaocui  ixcJlo  ^UdJJdls.J.  DUUdU.  JVUldl 

Menteri  Koperasi  dan  UKM  Sjarif  Hassan 

Kertanegara  (2005-2009). 

-Ingrid  Kansil  (istri):  anggota  DPR  (2009-2014). 

Anggota  DPD  dari  Maluku  Utara  Mudaffar  Sjah 

-Nita  Budhi  SusanU  (istri):  anggota  DPR  (2009- 

2014). 

.. 
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PENUTUP 

Kaderisasi  kepemimpinan  di  parpol  merupakan  salah  satu  fung- 
si  penting  yang  seharusnya  mendapat  prioritas  karena  parpol  ma- 
sih  menjadi  saluran  utama  rekrutmen  kepemimpinan  di  daerah 
dan  nasional.  Suatu  parpol  yang  terinstitusionalisasi  dengan  baik, 
tentunya  akan  dapat  mengembangkan  kapasitas  untuk  rekrutmen 
dan  kaderisasi  sehingga  parpol  dapat  menjadi  penyumbang  tokoh- 
tokoh  handal  pemimpin.  Sayangnya,  parpol  di  Indonesia  mengalami 
permasalahan  serins  dalam  hal  ini,  seperti  tampak  dalam  menguatnya 
politik  kekerabatan  maupun  seringnya  parpol  menominasikan  tokoh 
luar  atau  non-parpol  dalam  pemilukada  demi  memenangkan  kursi- 
kursi  politik.  Pemakaian  short-cut  yang  pragmatis  tanpa  adanya  suatu 
proses  pengenalan  rekam  jejak  {track  record)  dari  kandidat  maupun  uji 
kompetensi  dan  analisa  terhadap  program-programnya  menunjukkan 
bahwa  parpol  tidak  peduli  dengan  pengembangan  demokrasi  pada 
umumnya  dan  penguatan  parpol  sendiri  pada  khususnya. 

Kegagalan  parpol  dalam  rekrutmen  kepemimpinan  memang  tidak 
serta  merta  kesalahan  parpol  sendiri.  Regulasi,  sistem  kepartaian, 
sistem  pemilu,  dan  rejim  pemerintahan  turut  menyumbang  bagi 
kemunduran  fungsi  penting  parpol  ini.  Selain  itu,  masyarakat  yang 
sudah  apatis  dengan  janji-janji  muluk  juga  semakin  terbuai  dengan 
aksi-aksi  vote  buying  karena  hanya  pada  saat  pemilukada  berlangsung 
pemilih  dapat  mendapatkan  sesuatu  secara  langsung  dari  para 
kandidat  yang  bertarung.  Sebab  seperti  biasanya,  setelah  pemilukada 
usai  dan  pemenang  ditetapkan,  banyak  dari  Gubemur,  Bupati, 
maupun  Walikota  melupakan  janji-janjinya,  dan  lebih  sibuk  mengurus 
kepentingannya  untuk  mengembalikan  modal  dan  pinjaman  yang 
dipakainya  guna  memenangkan  pemilukada  yang  sangat  mahal. 

Kegagalan  parpol  dalam  rekrutmen  kepemimpinan  di  tingkat 
daerah  ini  juga  tampak  dari  lemahnya  peran  parpol  dalam  mengen- 
dalikan  para  Gubernur,  Walikota,  dan  Bupati  yang  diusungnya  dalam 
pemilukada.  Banyak  parpol  tidak  lagi  dilibatkan  atau  tidak  memiliki 
akses  ke  para  pejabat  ini.  Bahkan  ketika  para  pejabat  ini  melakukan 
tindakan-tindakan  yang  tidak  terpuji,  seperti  terlibat  dalam  kejahatan 
korupsi,  parpol  pengusung  juga  tidak  memiliki  kemampuan  untuk 
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mendisiplinkannya.  Tidak  jarang  pula,  parpol  pengusung  yang  bu- 
kan  dari  kekuatan  memerintah  {governing  party)  justru  ditinggalkan 
oleh  para  pejabat  ini,  dan  akhimya  mereka  memilih  bergabung  ke 
partainya  pemerintah,  PD,  yang  diyakini  dapat  memberikan  proteksi 
politik  maupim  menjamin  kelangsungan  karier  politik  mereka  ke 
depan,  Berbagai  masalah  tersebut  jelas  merupakan  warning  betapa 
bumknya  institusionalisasi  kepartaian  saat  ini,  dan  khususnya  pe- 
laksanaan  fungsi  rekrutmen  dan  kaderisasi  kepemimpinan,  serta  ke 
tiadaan  pasal-pasal  perlindungan  parpol  dalam  UU  Parpol. 
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Kritik  Terhadap  Desentralisasi 
Asimetris  di  Indonesia 

Robert  Endi  Jaweng 


Polemik  seputar  mekanisme  pengisian  jabatan  Gubernur/Wakil  Gubernur  Yogya- 
karta  (DIY),  penolakan  (niat  mengembalikan)  otsus  di  Papua,  ancaman  kebangkrutan 
keuangan  sebagian  besar  daerah  di  Aceh,  atau  disfungsi  kekhususan  DKI  Jakarta  meru- 
pakan  sebagian  puncak  gunung  es  dari  masalah  mendasar  terkait  lemahnya  kebijakan 
pemerintah  dalam  menata  esksistensi  daerah-daerah  khusus/istimewa  dan  buruknya 
kapasitas  implementasi  di  lapangan.  Munculnya  aneka  masalah  jelas  sulit  dibendung 
di  tengah  ketiadaan  desain  besar  desentralisasi  asimetris  dan  peta  jalan  bagi  pengelo- 
laan  daerah-daerah  tersebut.  Meski  Konstitusi  (UUD  1945  Asli  maupun  UUD  1945 
Perubahan)  meletakan  alas  kuat  bagi  pengakuan  dan  penghormatan  atas  satuan-satuan 
pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus/istimewa,  jabarannya  di  aras  politik  dan  in- 
strumentasi  kebijakan  amat  lemah,  bahkan  tak  jelas  wujudnya.  Lantaran  letak  sebagian 
masalah  krusial  masih  berada  di  ranah  kebijakan,  obyek  telaah  artikel  ini  akan  berfokus 
pada  substansi  kebijakan  dan  regulasi,  sementara  isu-isu  seputar  penerapan  kebijakan 
hanya  akan  dikupas  secara  selektif  untuk  melihat  kaitan  dampak  dari  persolaan  di  ranah 
substansi  tersebut. 


PENGANTAR 

Salah  satu  tantangan  serius  yang  menyertai  perjalanan  desen- 
tralisasi dan  otonomi  daerah  hari  iru  terletak  pada  ketersediaan  ke- 
rangka  administrasi  yang  mampu  mengelola  segala  keragaman 
lokal,  baik  yang  tercermin  pada  variasi  latar  sosial  budaya,  potensi 
ekonomi,  kapasitas  administrasi  hingga  yang  terekspresikan  dalam 
muatan  tuntutan  politik  tertentu.  Keragaman  tersebut  menghadirkan 
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lingkungan  persoalan  yang  rumit  dan  seringkali  "sarat  politik"  se- 
hingga  dari  sudut  analisis  sistem  tentu  semakin  sulit  untuk  dikelola 
secara  seragam  {one  size  fits  all).  Alih-alih  mengkapitalisasi  keragaman 
lokalitas  tersebut  agar  menjadi  modal  penguatan  negara-bangsa, 
upaya  uniformisasi  kebijakan  justru  menghasilkan  distorsi. 

Dalam  konteks  itu,  kita  memiliki  berbagai  pilihan  model  pengelo- 
laan  keragaman,  dan  salah  satunya  yang  banyak  didiskusikan  pada 
level  diskursus  akademik  dan  kebijakan  saat  ini  adalah  desentralisasi 
asimetris.  Model  ini  menjadi  pilihan  dalam  format  pengaturan  negara 
bagian  (di  negara  federal)  atau  daerah  (di  negara  unitaris),  dengan 
muatan  substansi  asimetri  yang  beragam.  Di  Indonesia—dengan  se- 
gala  keterbatasannya—  mengadopsi  konsep  itu  dalam  wujud  daerah 
otonomi  khusus,  daerah  khusus/istimewa,  kawasan  khusus,  dan  se- 
terusnya. 

Masalahnya  kemudian,  meski  dalam  realitasnya  kita  menerapkan 
model  tersebut  dan  dari  sisi  Konstitusi  juga  memang  diatur  keber- 
adaannya  dalam  bentuk  pengakuan  atas  satuan-satuan  pemerintahan 
daerah  yang  bersif  at  khusus/istimewa,  hingga  kini  Pemerintah  belum 
memiliki  desain  kebijakan  yang  jelas  guna  menata  dan  mengelola  ke- 
ragaman lokalits  ke  dalam  kerangka  desentralisasi  asimetris.  Lebih 
lanjut,  pemerintah  juga  masih  gagal  dalam  mengkapitalisasi  pene- 
rapan  desentralisasi  asimetri. ke  dalam  tujuan-tujuan  strategis  nasio- 
nal  maupun  untuk  kepentingan  daerah  bersangkutan.  Tidak  heran, 
Direktorat  Penataan  Daerah  dan  Otonomi  Khusus-Kemendagri  lebih 
sibuk  dengan  proyek  pemekaran  wilayah,  menomor-duakan  peng- 
urusan  daerah  khusus/istimewa. 

Bertolak  dari  latar  masalah  di  atas,  tulisan  ini  menguraikan  se- 
cara kritis  esensi  kebijakan  otonomi  khusus  (daerah  khusus/istimewa) 
di  Indonesia.  Perspektif  yang  dipakai  adalah  desentralisasi  asimetris 
yang  menjadi  dasar  konsephial  bagi  penyusunan  kebijakan  tersebut 
di  Indonesia.  Selain  itu,  tulisan  ini  menguraikan  sekilas  problem  riil 
di  lapangan  sebagai  implikasi  lanjut  dari  masalah  di  level  kebijakan, 
terutama  kelemahan  penataan  dan  pengelolaan  kekhususan/keistime- 
waan,  dimana  masalah  kapasitas  teknokratik  pada  aras  implementasi 
di  lihat  sebagai  suatu  isu  krusial.  Pada  bagian  selanjuhiya  adalah  re- 
komendasi  yang  berisi  tawaran  pilihan  umum  ke  depan. 
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ARTI  PENTING  DAN  TIPOLOGI 

Secara  umum,  pengadopsian  model  desentralisasi  asimetris  di- 
dasari  kebutuhan  akan  kerangka  administrasi  yang  handal  dalam 
mengelola  keragaman  lokal.  Format  pengorganisasian  negara  dilihat 
sebagai  wujud  respon  atas  realitas  keberagaman  masyarakat  sebagai 
sumber  input  bagi  bekerjanya  sistem  politik/pemerintahan.  Untuk 
menjawab  kebutuhan  ini,  para  ahli  politik,  administrasi  dan  keuang- 
an  publik  menyampaikan  suatu  gagasan  pengelolaan  sektor  publik 
yang  dilandasii  esensi  kebijakan  dan  kelembagaan  plural  dalam  de- 
sentralisasi, yakni  desentralisasi  asimetris. 

Dari  studi  literatur  terlihat,  ahli  pertama  yang  memulai  debat  se- 
putar  desentralisasi  asimetris  adalah  Charles  Tarlton  (1965)  dari  Uni- 
versity of  California,  USA.  Menurut  ilmuwan  ini,  pembeda  inti  antara 
desentralisasi  biasa  (simetris)  dan  desentralisasi  asimetris  terletak 
pada  tingkat  kesesuaian  {conformity)  dan  keumuman  {commonality) 
dalam  hubungan  suatu  level  pemerintahan  (negara  bagian/daerah) 
dengan  sistem  politik,  dengan  pemerintah  pusat  maupun  antar  neg- 
ara bagian/daerah.  Pola  simetris  ditandai  oleh  "the  level  of  conformity 
and  commonality  in  the  relations  of  each  separate  political  unit  of  the  system 
to  both  the  system  as  a  whole  and  to  the  other  component  units".  Di  sini, 
hubungan  simetris  antar  setiap  unit  lokal  dengan  pemerintah  pusat 
tersebut  didasari  jumlah  dan  bobot  kewenangan  yang  sama. 

Sementara  dalam  pola  asimetris,  satu  atau  lebih  unit  politik 
atau  pemerintahan  lokal  "possessed  of  varying  degrees  of  autonomy  and 
power".  Berbedanya  derajat  otonomi  dan  kekuasaan  berupa  ketidak- 
seragaman  pengaturan  muatan  kewenangan  itu  membentuk  derajat 
hubungan  yang  berbeda  pula  antar  negara  bagian/daerah  asimetris 
dengan  unit-unit  politik  lainnya,  baik  secara  horisontal  (antar  daerah) 
maupun  vertikal  (dengan  pusat).  Khusus  mengenai  pola  asimetris, 
Tarlton  menekankan:  "In  the  model  asymmetrical  system  each  component 
unit  would  have  about  it  a  unique  feature  or  set  of  features  which  would 
separate  in  important  ways,  its  interests  from  those  of  any  other  state  or  the 
system  considered  as  a  whole". 

Dari  uraian  di  atas  terlihat,  esenSi  penting  dalam  konsep  desen- 
tralisasi asimetris  adalah  muatan  (jenis  dan  skala)  kewenangan  dan 
pola  hubungan  antar  unit  pemerintahan.  Berbeda  dari  pola  hubung- 
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an  seragam  antar  unit  pemerintahan  dalam  desentralisasi  simetris, 
dalam  desentralisasi  asimetris  terjalin  keunikan  dan  perbedaan  relasi 
antara  suatu  unit  asimetris  dengan  unit  nasional,  dengan  sesama  unit 
subnasional  yang  selevel  maupun  dengan  sistem  politik/pemerintah- 
an  secara  keseluruhan.  Dasar  dari  keunikan  dan  keberbedaan  tersebut 
adalah  pada  adanya  derajat  otonomi  dan  kekuasaan  yang  terpancar 
dalam  substansi  kewenangan  yang  juga  berbeda  (baca:  lebih  besar) 
yang  dimiliki  oleh  unit  asimetris  tersebut. 

Karangka  pikir  Tarlton  tadi  diadopsi  sekaligus  diperbami  John 
McGarry  (2007)  dari  Queen's  University,  Canada.  Titik  tekannya  tidak 
hanya  terkait  substansi  asimetri  tetapi  juga  bentuk  dasar  legal  penga- 
turannya.  Menurut  McGarry,  model  asimetris  terjadi  kalau  otonomi 
semua  imit  pemerintahan  subnasional  dijamin  Konstitusi  dan  terda- 
pat  sekurangnya  satu  unit  lokal  yang  menikmati  level  otonomi  yang 
berbeda  (umumnya  otonomi  lebih  luas).  Di  negara  federal,  sekaligus 
sebagai  kebalikan  dari  negara  unitaris,  keberadaan  model  asimetri 
diatur  dalam  Konstitusi  dan  otoritas  federal  tak  bisa  secara  sepihak 
menarik  atau  membatalkan  status  asimetri  tersebut.  Dalam  perspektif 
politik,  asimetri  yang  diatur  dalam  Konstitusi  ini  adalah  bukti  penga- 
kuan  negara  akan  keberagaman  sifat  nasionalitas  satu  atau  lebih  wi- 
layah. 

Dalam  hal  bentuk  negara,  walau  pada  awalnya  Tarlton  menulis 
tema  asimetri  dalam  kerangka  negara  federal,  perkembangan  di  ke- 
mudian  hari  menunjukan  bahwa  konsep  dan  penerapan  kebijakan 
atas  model  tersebut  mulai  diadopsi  di  negara-negara  kesatuan,  ber- 
upa  special  autonomy,  special  territory,  atau  yang  di  Indonesia  dikenal 
sebagai  otonomi  khusus,  daerah  khusus  dan  daerah  istimewa^.  Un- 
hjk  mempertegas  hal  itu,  Gabriele  Ferrazzi  (2008)  dari  University  of 
Guelph,  Canada,  menulis:  "asymmetric  decentralization  (AD)  is  common 
throughout  the  world,  in  both  unitary  and  federal  countries".  Salah  satu 
manifetasinya  adalah  melalui  pemberian  status  otonomi  khusus  un- 
tuk  satu  atau  lebih  unit  lokal. 


Hal  ini  sekaligus  sebagai  bantahan  atas  sinyalemen  sebagian  pihak  bahwa  konsep  asimetris 
hanya  cocok  untuk  negara  federal  dan  penerapannya  di  negara  unitaris  dinilai  berpotensi  mer- 
ubah  bentuk  negara  menjadi  federal. 
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Sejalan  pendapat  tersebut,  Ronald  L.  Watts  (2000)  dari  Queen's 
University,  Canada  menegaskan,  dasar  pertimbangan  mengadopsi 
model  asimetris  memang  tidak  lagi  dipengaruhi  bentuk-susunan  ne- 
gara,  tetapi  sejauh  mana  pilihan  desentralisasi  tersebut  bisa  efektif 
berfungsi  atau  sebaliknya  malah  disfungsional  bagi  upaya  penge- 
lolaan  keragaman  dan  kekhususan  lokal.  Menurut  Watts,  kalau  seju- 
mlah  kondisi  obyektif  di  masyarakat  {preconditions  of  asymmetry  dalam 
istilah  Tarlton)  tersebut  memang  menuntut  kerangka  administrasi 
pengelolaan  khusus  dan  diperkirakan  mampu  mendatangkan  man- 
faat  secara  lebih  efektif  ketimbang  dilakukan  dengan  cara-cara  biasa/ 
jamak,  maka  desentralisasi  asimetris  patut  dipertimbangkan. 

Keberfungsian/kemanfaatan  model  asimetri  sekiranya  akan  men- 
jadi  lebih  terukur  dalam  penilaiannya  jika  kita  membedakan  antara 
jenis  asimetri  itu  sendiri,  terutama  yang  berjenis  asimetri  politik  {po- 
litical asymmetry)  dan  asimetri  administratif  {administrative  asymmetry). 
Derajat  keberfungsian/kemaiifaatan  bisa  dijamin  jika  pilihan  jenis 
asimetri  itu  memang  sesuai  dan  berbasis  kebutuhan  riil  yang  menjadi 
preconditions  of  asymmetry.  Terkait  di  sini,  Joachim  Wehner  (2000)  men- 
catat  setidaknya  dua  dasar  pertimbangan  yang  masing-masing  mela- 
hirkan  jenis  desentralisasi  asimetris  berbeda.  Pertama,  pertimbangan 
politis,  yakni  sebagai  respons  atas  keberagaman,  tingkat  perbedaan 
dan  bahkan  ketegangan  etnis,  karakter  regional,  agama,  dan  Iain-lain. 
Kedua,  pertimbangan  eifisensi,  dengan  tujuan  untuk  penguatan  kapa- 
sitas  Pemda  guna  mengelola  ekonomi  dan  administrasi  pemerintahan 
secara  efektif. 

Pembagian  tipe  desentralisasi  asimetri  tersebut  sejalan  kategori 
Richard  Bird  (2003).  Jika  pertimbangannya  adalah  politik  maka  de- 
sentralisasi asimetris  yang  terbentuk  berjenis  political  asymmetry,  se- 
mentara  pilihan  asimetri  yang  berbasis  pertimbangan  efisensi  atau 
pembangunan  kapasitas  pemerintahan  mendorong  lahirnya  kategori 
kedua,  yakni  jenis  administrative  asymmetry.  Dalam  hal  proses  ter- 
bentuknya  di  banyak  negara  menunjukan  bahwa  jika  jenis  asimetri- 
politik  diinisiasi  secara  bottom-up  berdasarkan  tuntutan  lokal  yang 
direspon  pemerintah  nasional,  dalam  kasus  asimetri-administratif 
justru  lebih  banyak  didorong  kebijakan  pemerintah  nasional  {top- 
down  approach). 
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Di  Indonesia,  para  pakar  juga  memiliki  pendapat  serupa,  temtama 
menyangkut  basis  asimetri  dan  tipologi  yang  dimunculkan.  Agus 
Pramusinto  (2010)  dari  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM)  Yogyakarta, 
misalnya,  mengidentifikasi  alasan-alasan  desentralisasi  asimetris: 
(1)  pertimbangan  politik  terkait  adanya  tekanan  kelompok  atau  wi- 
layah  tertentu  yang  menuntut  perlakuan  khusus;  (2)  pertimbangan 
keberagaman  antar-daerah  baik  berbasis  etnis,  agama,  atau  pun 
demografi;  (3)  pertimbangan  governability,  yakni  menyangkut  ke- 
mampuan  menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintahan  di  daerah. 
Andy  Ramses  Marpaung  (2010)  dari  Institut  Ilmu  Pemerintahan  Ja- 
karta menyebut  dua  dimensi  isu:  (1)  dimensi  politik  sebagai  suatu 
strategi  komprehensif  guna  menarik  kembali  daerah  yang  bergolak 
ke  dalam  kesatuan  nasional,  dan  (2)  dimensi  administrasi  di  mana 
pilihan  desentralisasi  asimetris  lebih  didorong  kebutuhan  untuk 
membentuk  suatu  wilayah  pelayanan  yang  ideal  dengan  cara  memberi 
kedududukan  istimewa  dan  pengaturan  khusus. 

Sementara  itu,  Comelis  Lay  (2010)  dari  UGM  secara  lebih  ela- 
boratif  menyebut  sejumlah  alasan:  (1)  tantangan  yang  bersifat  politik, 
temtama  yang  terkait  dengan  regional  questions}  (2)  keunikan  budaya 
dan  perbedaan  alur  kesejarahan,  termasuk  perlindungan  bagi  kaum 
minoritas;  (3)  tantangan  teknokratik-manajerial,  yakni  keterbatasan 
kapasitas  suatu  daerah  dalam  menjalankan  fungsi  dasar  pemerintahan; 
(4)  masalah  competitiveness  suatu  bangsa  dengan  berbasis  daya  saing 
suatu  daerah  khusus;  (5)  adanya  resiko  bagi  wilayah  tertentu,  ter- 
utama  yang  terletak  di  perbatasan.  Berbagai  alasan  ini  sekaligus  me- 
nyiratkan  misi/tujuan  tertentu  diberlakukannya  desentralisasi  asi- 
metris kepada  daerah-daerah  terkait. 

Jika  merujuk  berbagai  alur  pikiran  di  atas,  secara  umum  dapat 
dikelompokan  alasan-alasan  pilihan  model  penerapan  desentralisasi 
asimetris,  yakni  asimetrisme  yang  berbasis  pertimbangan  politik  dan 
kebutuhan  administrasi.  Sementara,  jika  dilihat  dari  muatannya,  sub- 
stansi  asimetrinya  terpancar  pada  kekhususan/keistimewaan  kewe- 
nangan  yang  dimiliki  daerah  asimetris  tersebut,  serta  keterkaitannya 
pada  segi  kelembagaan,  pendanaan  khusus.  Dengan  demikian,  alur 
logisnya  dapat  diringkas  dalam  skema  berikut. 
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Bagan  1.  Tipologi  Desentralisasi  Asimetris 

Basis  Kebutuhan  Pilihan  Model  Asimetris 


Sovernability,  kapasitas 
lokal,  kcrakteristik 
wilayah  pelayanan,  dll. 


Kekhasan  struktup  sosial 
masyarakat,  tekanan 
politik  kelompok/daerah 
tertentu  (konf  lik),  dll 


Sumber:  olahan  Penulis 


GAMBARAN  UMUM  UNTUK  INDONESIA 

Meski  diatur  Konstitusi'  dan  juga  realitasnya  memang  sudah  di- 
terapkan,  gagasan  dan  eksperimentasi  desentralisasi  asimetris  tidak 
sepenuhnya  diterima  secara  bulat  di  negeri  ini.  Sebagian  plhak  masih 
berhati-hati,  bahkan  curiga  dan  menolak  keberadaannya.  Alasan  yang 
paling  sering  disampaikan  adalah  terkait  cara  pikir  bahwa  model 
asimetri  lahir  dari  konteks  sosial-politik  di  negara-negara  berbentuk 
federal.  Lebih  jauh  dikatakan,  pengadopsian  model  tersebut  dalam 
negara  unitaris  seperti  Indonesia  tidak  saja  ahistoris  dan  inkompatibel, 
tetapi  bahkan  bisa  mendorong  pembahan  bentuk  negara  menjadi 
federal  atau  yang  lebih  fatal  lagi  adalah  menjadi  self-government 
(seperti  kasus  Pemerintahan  Aceh  di  bawah  UU  No.11/2006)  atau 
malah  merangsang  upaya  pemisahan  diri^. 

Masih  dalam  barisan  para  pengkritik  dan  penentangnya,  alasan 
yang  lebih  moderat  muncul  dalam  kerangka  pikir  otonomi  itu  sendi- 


^  Dasar  kritikan  semacam  itu  juga  menjadi  bahasan  para  ilmuwan.  McGarry  (2007),  misalnya, 
mencatat  dua  kritikan  serius  terhadap  desentralisasi  asimetris.  Secara  politik,  model  asimetri 
dinilai  bisa  mendorong  tendensi  pemisahan  diri.  Model  asimetri  memungkinkan  pemerinta- 
han lokal  memiliki  tanggung  jawab  khusus  bagi  warganya,  sementara  pada  sisi  lain  hal  itu 
berarti  justru  kian  mengurangi  tanggung  jawab'  dan  ruang  keterlibatan  pemerintah  nasional 
atas  wilayah  asimetris  dan  warga  di  dalamnya.  Kepercayaan  diri  yang  tinggi  di  kalangan  unit 
lokal  dan  minimnya  ruang  bagi  kehadiran  pemerintahan  nasional  bisa  menjadi  insentif  gera- 
kan  sentrifugal. 


10^ 


Desentralisasi  Asimetris  Admin 
{Administrative  Asymmetry) 

Substansi  Kekhususan 
dalam  hal  Kewenangan 

Desentralisasi  Asimetris  Politik 
{Political  Asymmetry) 
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ri.  Di  sini,  otonomi  dinilai  sudah  "cukup  dalam  dirinya",  yang  secara 
intrinsik  otonomi  itu  dianggap  justru  mengandung  makna  kelelua- 
saan  dan  kekhususan  dalam  dirinya  sendiri,  sehingga  penggunaan 
predikat  asimetris  adalah  sesuatu  yang  redudant  dan  rancu.  Lembaga 
Kemitraan  (2008),  misalnya,  berpendapat  bahwa: 

"Dengan  dipilihnya  kebijakan  desentralistik  dalam  sistem  po- 
litik  dan  selanjutnya  pada  penyelenggaraan  administrasi  negara, 
maka  pada  dasamya  setiap  daerah  di  Indonesia,  yang  disebut 
sebagai  "daerah",  adalah  daerah  otonom  yang  khusus.  Pasal  1  ayat 
(5)  UU  No.  32/2004  menyebutkan  bahwa  otonomi  daerah  adalah  hak, 
zvewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus 
sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai 
dengan  peraturan  perundangan.  Pasal  2  ayat  (3)  UU  No.  32/2004  juga 
menyebutkan  bahwa  Pemerintah  daerah  menjalankan  otonomi  seluas- 
luasnya,  kecuali  urusan  yang  menjadi  urusan  Pemerintah  (pusat),  dengan 
tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  umum,  dan  daya 
saing  daerah.  Isu  kritis  bagi  Indonesia  bukanlah  menambah  derajat 
atau  tingkat  keotonomian  menjadi  berkriteria  "khusus"  atau  bahkan 
"lebih  khusus",  melainkan  kepada  bagaimana  kebijakan  desentralisasi 
diimplementasikan  secara  konsisten". 

Namun,  dengan  tetap  memperhatikan  segala  kemimgkinan  ke- 
benaran  kritik  tersebut,  berbagai  alasan  (rasionalitas)  yang  sudah 
disampaikan  pada  sub  bagian  kedua  di  atas  kiranya  patut  ditimbang 
pula  adanya  ciri-ciri  kebenaran  yang  tak  kalah  kuatnya  dalam  model 
desentralisasi  asimetris.  Selain  itu,  yang  belum  terlihat  dalam  ulasan 
sub  bagian  itu,  pendapat  bahwa  otonomi  yang  saat  ini  diterapkan 
di  Indonesia,  sesungguhnya  memuat  esensi  kekhususan  dalam  diri- 
nya tidak  sepenuhnya  tepat.  Apa  yang  disebut  otonomi  seluas-luas- 
nya  dan  kebebasan  daerah  dalam  melaksanakan  urusan  pilihan, 
dalam  realitasnya  justru  terbatas  dan  cenderung  seragam.  Urusan 
pilihan  tidak  lagi  bersifat  opsional  dan  sulit  untuk  membuka  ruang 
keragaman  (asimetri)  dalam  arsitektur  kewenangan  daerah  lantaran 
urusan-urusan  tersebut  telah  didefenisikan  secara  rinci  oleh  pusat 
(PP  No.25/2000  jo  PP  No.38/2007)  dan  skema  transfer  keuangan  yang 
justru  mendorong  daerah  untuk  mengambil  semua  (bukan  memilih 
sebagain)  urusan  bukan  karena  memang  mencerminkan  karakteristik 
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(kebutuhan)  lokal  yang  spesifik,  tetapi  hanya  mengejar  kucuran  ang- 
garan  yang  mengikuti  jumlah  urusan  yang  dikerjakan  (money  follows 
function). 

Di  tengah  perdebatan  yang  masih  terns  berlangsung,  dalam  ke- 
nyataannya  Indonesia  sudah  lama  menerapkan  model  asimetris  ter- 
sebut.  Keragaman  dan  keunikan  lokal  sebagai  dasar  asimetri  direspon 
pemerintah  melalui  pembentukan  sejumlah  varian  model  asimetri 
berikut.  Pertama,  varian  Otonomi  Khusus  (otsus),  yang  temtama  di- 
tujukan  untuk  merespon  dinamika  ketegangan  relasi  pusat-daerah, 
sebagaimana  terlihat  pada  otsus  Aceh  (dibawah  UU  No.18/2001  jo 
UU  No.11/2006)  dan  Papua  (dibawah  UU  No.21/2001).  Kedua,  varian 
Daerah  Istimewa,  sebagai  bentuk  pengakuan  peran  kesejarahan 
dan  respon  atas  kekhasan  sosio-kultural  lokal  seperti  terlihat  dalam 
status  keistimewaan  Yogyakarta  (dibawah  UU  No.3/1950).  Ketiga, 
varian  Daerah  Khusus,  yang  ditujukan  untuk  membentuk  suatu 
wilayah  pelayanan  yang  ideal  lewat  pemberian  kedududukan  khusus 
suatu  daerah  sehingga  terjadi  penyesuaian  format  administrasi  dan 
pemberian  pelayanan,  sebagaimana  yang  terlihat  dalam  status  kekhu- 
susan  DKI  Jakarta  (sejak  awal  kemerdekaan  hingga  kini  lewat  UU  No. 
29/2007).  Keempat,  varian  Kawasan-kawasan  Khusus,  ditujukan  untuk 
merespon  kekhususan  terkait  perkembangan  ekonomi  dan  posisi 
geo-strategis,  sebagaimana  terlihat  dalam  pembentukan  kawasan 
ekonomi  khusus,  kawasan  perbatasan,  dan  seterusnya. 

Jika  merujuk  dua  tipologi  asimetris  dalam  kerangka  konsep 
di  atas,  varian  Otonomi  Khusus  dan  Daerah  Istimewa  adalah  bentuk 
penerapan  political  asymmetry,  sementara  varian  Daerah  BGhusus  dan 
Kawasan-kawasan  Khusus  merupakan  perwnjudan  administrative 
asymmetry.  Dalam  tipologi  political  asymmetry,  masalah  bersifat  struk- 
tural  dan  tentu  saja  berbobot  politis.  Provinsi  Aceh,  misalnya,  mem- 
peroleh  status  kekhususan  (Otsus)  sebagai  upaya  resolusi  konflik  yang 
berawal  dari  protes  atas  absennya  penghargaan  pusat  atas  identitas 
ke-Aceh-an  (imbas  penggabungan  Aceh  ke  Provinsi  Sumatera  Utara) 
dan  berujung  pada  gugatan  atas  ketidakadilan  yang  menggelorakan 
ancaman  pemisahan  diri. 

Dengan  alasan  tersebut,  substansi  kekhususan  Aceh  (sejak  UU 
No.18/2001  dan  terutama  pasca  perundingan  Helsinki  yang  kemudian 
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tertuang  dalam  UU  No. 11/2006)  dimmuskan  secara  maksimal  seperti 
(Dwipayana,  2010):  (1)  titik  tekan  desentralisasi  pada  level  Provinsi 
dengan  sejumlah  klausul  yang  mengharuskan  persetujuan  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  Aceh/DPRA;  (2)  penggunaan  asas  Islam  dalam 
penyelenggaraan  pemerintahan,  peran  strategis  ulama  dalam  tata 
pemerintahan  dan  kewenangan  menjalankan  syariat  Islam;  (3)  sistem 
rekrutmen  khusus,  dengan  membuka  ruang  parpol  lokal  dan  calon 
independen  dalam  pengisian  jabatan-jabatan  publik;  (4)  pemberian 
peran  yang  besar  dalam  hubimgan  luar  negeri;  (5)  pengakuan  pada 
susiman  pemerintahan  adat;  (6)  kekhususan  dalam  perimbangan 
keuangan  pusat-daerah,  khususnya  tambahan  DBH  migas  (55% 
minyak  dan  40  %  gas  bumi).  Sedemikian  luasnya  kekuasaan  tersebut, 
sebagian  pihak  menilainya  sudah  melampaui  takar  asimetrisme 
dalam  negara  unitaris  dan  cenderimg  menjadi  self-government  (Gani, 
2000)  dengan  kekuasaan  internal  self-determination  (Thurer,  1996)  yang 
tinggi. 

Bobot  politik  dan  skala  kekhususan  serupa  juga  terlihat  pada 
varian  Otsus  Papua.  Di  provinsi  yang  kemudian  mekar  menjadi 
Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  tersebut,  status  kekhususan  me- 
resonansi  dalam  klausul  pengaturan  (UU  No.21/2001)  sebagai 
berikut:  (1)  pembangunan  fisik  dan  non  fisik  bagi  penduduk  Papua; 
(2)  kebijakan  afirmatif  untuk  orang  asli  Papua  di  bidang  politik, 
kepegawaian,  ketenagakerjaan,  kependudukan;  (3)  pengakuan  keber- 
adaan  masyarakat  hukum  adat,  hak  pemanfaatan  sumber  daya  alam, 
pemerintahan  adat,  peradilan  adat  sebagai  ciri  identitas  lokal;  (4) 
penyelesaian  masalah  politik  dan  hak  asasi  manusia  (HAM)  masa 
lalu  dan  masa  datang  dengan  membentuk  instrumen  seperti  Komisi 
Kebenaran  dan  Rekonsiliasi,  Komnas  HAM  dan  Peradilan  HAM; 
(5)  dalam  aspek  fiskal,  kekhususan  terlihat  pada  alokasi  dana  otsus 
setara  2%  plafon  DAU  Nasional  dan  penerimaaan  DBH  (70%  migas). 

Jika  pada  tipologi  political  asymmetry  terlihat  lengkap  elemen- 
elemen  kekhususannya  (kewenangan,  kelembagaan  pemerintahan, 
pranata  politik,  keuangan/fiskal),  tidak  demikian  bagi  daerah  khusus 
yang  masuk  tipologi  administrative  asymmetry.  Alih-alih  kewenangan, 
daerah  khusus  dalam  tipologi  ini  justru  menanggung  beban  urusan 
yang  padat.  Rendahnya  bobot  politik  dibandingkan  motif  teknokratik 
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dan  proses  penetapan  kekhususan  yang  berasal  dari  pemberian  pusat 
{top-down  process)  menjadi  sebagian  faktor  penjelas.  Lihat  Jakarta, 
misalnya,  sebagai  contoh  penting  dalam  tipologi  ini. 

Dalam  kedudukannya  sebagai  Ibukota  Negara,  substansi  kekhu- 
susan Jakarta  terlihat  menonjol  pada  bentuk  pemerintahan  berotonomi 
tunggal  {single  autonomy)  di  level  ProvinsP  dan  implikasinya  pada 
kekhususan  dalam  susunan  pemerintahan  (penghapusan  Kab/Kota 
otonom  dan  diganti  daerah  administratif,  pengahpusan  DPRD  dan 
diganti  Dewan  Kab/Kota,  pengisian  jabatan  Walikota/Bupati  tidak 
melalui  sistem  pemilihan,  tetapi  pengangkatan  oleh  Gubernur,  dan 
seterusnya).  Sedemikian  menonjolnya  bentuk-susiman  pemerintahan 
ini,  masyarakat  lalu  lebih  mengidentikan  kekhususan  Jakarta  dengan 
penerapan  model  otonomi  tunggal  tersebut.  Sementara,  elemen  sub- 
stansial  lain,  yakni  kewenangan  khusus  dan  keuangan  (dana  khu- 
sus),  justru  nyaris  tidak  diatur,  yang  secara  substantif  terdapat  kecen- 
derungan  menempatkan  Jakarta  sebagai  daerah  simetris/biasa. 

MASALAH  KEBIJAKAN 

Melihat  uraian  deskriptif  di  atas,  penulis  mencatat  sejumlah  contoh 
masalah  dalam  desain  kebijakan  desentralisasi  asimetris  dan  penataan 
daerah-daerah  khusus/istimewa  yang  ada  dewasa  ini.  Pertama,  akar 
pokok  masalah  adalah  pada  paradigma  dalam  melihat  arti  penting 
kebijakan  itu  sendiri:  sebagai  rute  alternatif  atas  desentralisasi  simetris 
(biasa).  Untuk  itu,  terlepas  dari  dasar  argumentasi  dan  kondisi  obyektif 
yang  melatari  kelahiran  suatu  kekhususan/keistimewaan,  serta  apa 
pun  tipologi  asimetri  yang  terbentuk,  semua  itu  tidak  boleh  lepas  dari 
integrasi  sistemiknya  dengan  rejim  desentralisasi.  Hingga  kini  kita 
mungkin  sulit  menjelaskan  keterkaitan  suatu  daerah  khusus/istimewa 


^  Pilihan  yang  bertitik  berat  pada  bentuk  pemerintahan  berotonomi  tunggal  itu  sekaligus  menja- 
di pembeda  dari  model  yang  berlaku  umum  di  daerah-daerah  lainnya:  daerah  otonom  Provinsi 
dan  daerah  otonom  Kabupaten/Kota.  Status  otonomi  yang  melekat  pada  dua  lingkup  daerah 
ini  menandai  berlakunya  model  otonomi  jamak  di  mana  dalam  suatu  yurisdiksi  provinsi  ter- 
dapat lebih  dari  satu  otonomi,  yakni  pada  daerah  Provinsi  itu  sendiri  maupun  Kab/Kota  yang 
berada  di  dalamnya.  Bahkan  lebih  jauh  lagi,  berbeda  dari  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  hanya 
meletakan  kewenangan  otonomi  di  level  Provinsi,  pada  daerah-daerah  lain  lokus  titik  berat 
otonomi  justru  berada  di  lingkup  pemerintahan  Kab/Kota. 
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yang  ada  di  Indonesia  dengan  rejim  desentralisasi  asimetris,  kecuali 
keragaman  dan  keunikan  yang  membuatnya  berbeda  dari  daerah- 
daerah  otonom  biasa  lainnya.  Kita  bahkan  mungkin  lebih  sulit  lagi 
menjelaskan  perbedaan  makna  keberadaan  daerah  khusus/istimewa 
dalam  rejim  desentralisasi  (yang  melahirkan  varian  desentralisasi 
asimetris)  dengan  daerah  serupa  dalam  rejim  sentralisasi. 

Hemat  penulis,  ciri  penting  dan  primer  yang  menandai  dae- 
rah khusus/istimewa  dalam  rejim  desentralisasi  adalah  pada  kewe- 
nangan  khusus  yang  dimilikinya.  Dalam  setiap  konsep  dan  kebfjakan 
desentralisasi,  isu  kewenangan  menjadi  subyek  yang  berposisi  sen- 
tral.  Tapi,  faktanya  di  Indonesia,  elemen  ini  justru  amat  lemah  dalam 
esensi  kekhususan/  keistimewaan  beberapa  daerah.  Dalam  kasus 
Jakarta,  misalnya,  provinsi  tersebut  sejatinya  tidak  memiliki  esensi 
kewenangan  khusus  yang  signifikan.  UU  No.  29/2007  memang  mene- 
tapkanbeberapa  kewenangan  pemerintahan,  tetapi  semua  kewenangan 
itu  sesungguhnya  tidak  khas  dimiliki  Jakarta  lantaran  juga  terdapat 
di  daerah-daerah  lain.  Demikian  pula  Yogyakarta.  Selain  masih  ber 
polemik  soal  mekanisme  pengisian  jabatan  Gubernur/Wagub,  sejauh 
ini  kita  tidak  memiliki  gambaran  ihwal  apa  sesungguhnya  materi 
kewenangan  khusus  provinsi  tersebut  sehingga  tidak  jelas  pula  pola 
khusus  relasi  kewenangan  Yogyakarta  dengan  Jakarta,  seperti  halnya 
ketakjelasan  skema  fiskal/perimbangan  keuangan  (dana  istimewa)  di 
mana  Yogyakarta  justru  hanya  mengikuti  desain  umum  berupa  DAU, 
DAK  dan  DBH. 

Perihal  kewenangan  khusus  ini  jelas  amat  mendasar  sebagai  muat- 
an  esensiil  dalam  bangunan  kekhususan/keistimewaan  suatu  daerah 
asimetris.  Menggarisbawahi  arti  penting  hal  ini,  Adeney  (2007)  menulis: 
"...there  are  many  different  definitions  of  what  asymmetry  is  hut  points  out 
that  it  has  been  used  in  recent  years  to  refer  to  the  asymmetrical  distribution 
of  powers".  Selanjutnya,  lantaran  esensi  relasi  antar  urut  pemerintahan 
pada  dasamya  adalah  soal  relasi  kewenangan,  maka  kewenangan 
khusus  ini  pada  gilirannya  mempengaruhi  pola  khusus  dalam  relasi 
daerah  asimetris  itu  dengan  daerah-daerah  lairmya  {constituent  units) 
maupun  dengan  pemerintah  pusat  dan  sistem  politik  secara  umum. 
Sebaliknya,  jika  konstruksi  kewenangan  ternyata  didesain  seragam 
seperti  daerah  biasa,  tentu  daerah  asimetris  tidak  memiliki  basis  khu- 
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sus  guna  meletakan  suatu  bangunan  relasi  khusus  pula  sehingga 
yang  terbentuk  hanya  hubungan  biasa  pula  dengan  unit-unit  di  luar 
yurisdiksinya  (kasus  Jakarta  dengan  daerah  sekitamya). 

Sebagaimana  ditegaskan  Lay,  ciri  dan  implikasi  penting  dari  ada- 
nya  desentralisasi  asimetris  adalah  pertama,  perluasan  kewenangan 
daerah  berkenaan  sejumlah  isu  tertentu  yang  pada  gilirannya  meng- 
ubah  secara  fundamental  hubungan  kewenangan  antar  unit  pemerin- 
tahan  maupun  pola  pengawasan  Pusat  atas  daerah  tersebut.  Sejalan 
dengan  itu,  Marpaung  (2009)  menulis  bahwa:  "Kewenangan  khusus 
merupakan  bagian  yang  harus  ada  dalam  otonomi  khusus.  Otonomi  khusus 
lahir  karena  alasan-alasan  khusus,  dan  kewenangan  khusus  merupakan  re- 
presentasi  alasan-alasan  khusus  lahirnya  pemerintahan  khusus.  Dengan 
kata  lain,  otonomi  khusus  harus  diikuti  kewenangan  khusus.  Kewenangan 
khusus  itu  dapat  menjadi  dasar  pembentukan  kelembagaan  dan  tata  peme- 
rintahan yang  juga  bersifat  khusus". 

Kedua,  intensi  kebijakan  'dan  pembentukan  daerah  khusus/istime- 
wa  sejauh  ini  lebih  bersifat  responsif  dan  bahkan  reaktif  atas  tuntutan 
lokal,  tanpa  desain  besar  desentralisasi  asimetris  sebagai  dasar  pijak 
dan  panduan.  Hingga  kini  belum  ada  bayangan  bagimana  cetak  biru 
komprehensif  ke  depan:  apakah  kita  akan  memberlakukan  asime- 
trisme  penuh  (di  mana  setiap  daerah  diperlakukan  secara  berbeda, 
sehingga  masing-masing  memiliki  sesuatu  yang  asimetris  dibanding 
daerah  lainnya)  atau  parsial  (berapa  jumlah  daerah  yang  diperkira- 
kan  dan  di  mana  saja  wilayah  potensialnya)?  Apa  sesungguhnya  ke- 
pentingan  strategis-nasional  dan  pembangunan  lokal,  selain  untuk 
merepons  tuntutan  politik  dan  memberikan  pengakuan  atas  kera- 
gaman  yang  unik?  Apakah  kebijakan  asimetris  tersebut  bersifat  per- 
manen  atau  temporer  yang  sewaktu-waktu  dikelola  sebagai  daerah 
biasa?  Apakah  unit  administratifnya  hanya  di  level  provinsi  seperti 
sekarang  ini  atau  bisa  mengakaui  Kabupaten  dan  bahkan  Desa  yang 
menurut  Konstitusi*  memang  mesti  diakui?  Semua  masih  kabur. 


Pasal  18B  ayat  (2)  Perubahan  UUD  1945:  "Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-ke- 
satuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan 
sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, 
yang  diatur  dalam  undang-undang" 


KRITIK  TERHADAP  DESENTRALISASI  ASIMETRIS  DI  INDONESIA  (Jaweng)  173 


Pilihan  atas  model  asimetris  pada  dasamya  adalah  pilihan  rute 
altematif  untuk  mengelola  pembangunan  suatu  daerah  dalam  ke- 
rangka  administratif  tertentu.  Sebagai  sesuatu  yang  khusus  tentu 
perlu  disiapkan  segalanya  secara  khusus  pula:  perencanaan  (termasuk 
pemetaan  lokasi-lokasi  prioritas  bagi  kekhususan/keistimewaan),  isi 
kebijakan  (muatan  kewenangan  khusus,  desentralisasi  fiskal  asimetrik, 
dan  setemsnya),  pelaksanaan  (penguatan  kapasitas  secara  khusus 
atas  aparat  Pemda  daerah  khusus/istimewa)  hingga  pengendalian 
(monitoring  dan  evaluasi  oleh  institusi  strategik-khusus  pula  di  level 
pusat).  Jangan  memberlakukan  sesuatu  yang  khusus,  namun  cara-cara 
(manajemen)  penanganannya  justru  dalam  sistem  dan  irama  yang 
biasa/umum.  Berbagai  elemen  kekhususan  tersebut  mesti  tertuang 
dalam  suatu  desain  besar  {grand  design),  baik  aspek-aspek  bersifat 
umum  maupun  secara  spesifik  per  daerah  istiewa/khusus. 

Ketiga,  pendekatan  asimetrisme  kita  tampaknya  lebih  berorientasi 
politik  (instrumen  politik  menjaga  keutuhan  negara)  dan  mengabaikan 
sambimgannya  pada  level  teknokratik  (desentralisasi  asimetris  se- 
bagai rute  altematif  untuk  mengakselerasi  pembangunan  daerah). 
Hams  diakui  bahwa  kelahiran  daerah  khusus  dalam  tipologi  -political 
asymmetry  merupakan  hasil  negosiasi  keras  yang  berujung  pada 
pengakuan  politik  atas  kekhasan  dan  tuntutan  politik  daerah  tersebut. 
Sebagai  sebuah  instmmen  resolusi  konflik  politik,  pilihan  kebijakan 
pengadopsian  desentralisasi  asimetris  adalah  sesuatu  yang  sah,  tepat 
dan  memang  terbukti  relatif  efektif  meredam  gejolak. 

Namun,  latar  alasan  semacam  itu  tidak  membenarkan  kita  untuk 
menganggap  bahwa  pekerjaan  besar  telah  usai.  Terhadap  Aceh  dan 
Papua,  misalnya,  pemerintah  terkesan  puas  dan  merasa  cukup  de- 
ngan  hanya  memberikan  kewenangan,  keuangan  dan  pengakuan 
politik,  lalu  pekerjaan  selebihnya  adalah  menjaga  agar  asimetrisme 
yang  mereka  terima  ihi  tidak  tergelincir  kepada  anarkisme  (disin- 
tegrasi).  Pada  level  teknokrasi,  hingga  kini  kita  belum  melihat  adanya 
manajemen  khusus  untuk  menangani  daerah  khusus  tersebut,  ter- 
masuk pula  upaya  member!  fasilitas  peningkatan  kapasitas  imple- 
mentasi  stakeholders  lokal  dan  penguatan  kontrol  khusus  pusat  atas 
proses  kerja  di  lapangan.  Bahkan  di  sh-ukhjr  pemerintahan  pusat, 
umsan  pengelolaan  otonomi  khusus  ini  hanya  diserahkan  ke  unit  di 
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level  menengah-terbatas  (Direktorat  Penataan  Daerah  dan  Otonomi 
BChusus-Kemendagri),  padahal  urusan  yang  mesti  ditangani  amat 
mmit,  lintas  sektoral  dan  seringkali  membutuhkan  keputusan  stra- 
tegis. 

Tidak  heran,  setelah  sepuluh  tahun  otonomi  khusus  berjalan, 
pengelolaan  kebijakan  di  level  elementer  belum  kunjung  beres.  Dalam 
hal  instmmentasi  kebijakan,  misalnya,  baik  Aceh  maupun  Papua 
belum  segera  menuntaskan  segala  regulasi  untuk  menerjemahkan 
Otsus  tersebut  ke  kebijakan  operasional.  Dwipayana  (2010)  mencatat 
bahwa  "Sampai  saat  ini  baru  dua  PP  dan  1  Perpres  yang  dikeluarkan  dari  7 
PP,  3  Perpres,  2  Keppres,  64  Qanun  Propinsi,  1  Pergub,  2  Kepgub,  11  Qanun 
Kabupaten,  dan  2  Perbup  yang  seharusnya  dikeluarkan  untuk  implementasi 
Otsus  di  Aceh.  Persoalan  yang  kurang  lebih  sama  terjadi  di  Papua.  Muncul 
problematika  dalam  perumusan  instrumen  hukum,  baik  berupa  pembentukan 
Perdasus  maupun  Perdasi.  Undang-undang  otsus  menyebutkan  secara  jelas 
11  Perdasus  sebagai  pelaksanaan  kewenangan  tertentu  yang  bersifat  khusus 
dan  17  Perdasi  sebagai  instrumen  hukum  pelaksaaan  penyelenggaraan 
pemerintahan  di  Papua".  Kalau  tugas  elementer  itu  saja  terbaikan, 
sulit  membayangkan  bagaimana  membuat  desentralisasi  asimetris 
lebih  bermakna  dan  efektif  guna  menghadirkan  kesejahteraan  bagi 
masyarakat. 

PENUTUP 

Kompleksitas  dan  variasi  persoalan  desentralisasi  asimetris  di 
atas  menuntut  suatu  politik  kebijakan  dan  desain  intrumentasi  yang 
prima.  Kita  tidak  boleh  mengulang  kesalahan  fatal  pemekaran  daerah 
yang  setelah  nyaris  semua  tanah  Republik  ini  terbelah,  baru  disadari 
perlunya  arah  kebijakan  yang  jelas  dan  desain  penataan  daerah  yang 
baik.  Selain  karena  mutu  pengelolaan  atas  daerah  khusus/istimewa 
saat  ini  yang  masih  buruk,  upaya  penataan  tersebut  juga  krusial 
untuk  mengantisipasi  berbagai  wacana  politik  pembentukan  Otsus, 
seperti  yang  mengemuka  di  sejumlah  daerah-daerah  seperti  Bali  dan 
Riau  maupun  usulan  yang  lebih  "moderat"  untuk  pembentukan 
status  kekhususan  sejumlah  kawasan  dalam  bentuk  otorita,  kawasan 
ekonomi  khusus,  provinsi  kepulauan,  dan  seterusnya. 
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Hemat  penulis,  langkah  terpadu  dan  mendesak  yang  dilakukan 
pemerintah  pusat  adalah  menyusun  desain  besar  desentralisasi 
asimetris  dan  penataan  daerah,  lalu  mengefektifkan  pengelolaan 
daerah-daerah  khusus  yang  sudah  ada.  Substansi  terpenting  sebagai 
kandungan  di  dalamnya  adalah  membuat  semua  varian  kekhususan/ 
keistimewaan  yang  ada  maupun  yang  akan  terbentuk  menjadi 
(kembali)  terintegrasi  sebagai  bagian  dari  rejim  desentralisasi.  Selain 
itu,  pilihan  lain  adalah  upaya  mengembangkan  politik  kebijakan  yang 
terarah-temkur  dalam  kerangka  penataan  daerah  secara  keseluruhan, 
serta  pembentukan  manajemen  khusus  bagi  penguatan  kapasitas 
teknokrasi  (pusat  maupun  daerah)  dalam  pelaksanaan  maupun 
pengawasan  secara  efektif. 
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Dilema  Politik  Anggaran 
Pro-Poor  di  Daerah 
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Politik  anggaran  pro-  poor  di  daerah  dalam  konteks  keniscayaan  otonomi  daerah 
dianggap  solusi  inkremental  yang  feasible  dan  solusi  afirmatif  untuk  mengatasi 
marginalisasi  kaum  miskin  dalam  kebijakan  sosial  dan  distribusi  anggaran.  Sekaligus 
menjadi  solusi  parsial  jangka  pendek  ketika  harus  berhadapan  dengan  realitas  lokal  yang 
lebih  merupakan  hambatan  politik  anggaran  (budget  constraint^,  yakni  pragmatisme 
masyarakat  dan  pemerintah  daerah  dalam  mempersepskani  politik  anggaran  pro-poor. 
Kepentingan  pemerintah  yang  cenderung  bercorak  hegemonistik  untuk  mempertahankan 
eksistensinya  sebagai  'pemerintah  peduli'  dihadapan  masyarakat,  berpadu  dengan 
kepentingan  masyarakat  yang  mempersepsikan  pemerintah  yang  peduli  dengan  ukuran 
kedermawanan  sosial.  Muncullah  politik  anggaran  pro-poor  dalam  wajah  penuh 
kosmetik  pro-poor  semu  (pseudo  pro  poor  budgeting).  Politik  anggaran  di  daerah 
berada  di  simpang  jalan  yang  dilematis:  sebagai  instrumen  penanggulangan  kemiskinan 
atau  sebagai  pelestari  ideologi  hegemoni. 


PENGANTAR 

Implikasi  pemberlakuan  otonomi  daerah  sejak  Januari  2001  si- 
lam  pada  perubahan  paradigma  penyelenggaraan  pemerintahan 
yang  semula  sentralistis  birokratis  menjadi  desentralistis  partisipa- 
toris,  disamping  meletakkan  dasar  otonomi  penuh,  luas  dan  ber- 
tanggungjawab  pada  pemerintah  daerah,  juga  membuka  jalan  bagi 
pemeranan  dan  semakin  pentingnya  posisi  masyarakat  (civil  society) 
dalam  sistem  kepemerintahan  (governance)  lokal.  Di  aras  lokal,  pe- 
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nyelenggara  pemerintahan  daerah  pun  berusaha  sekeras  mungkin 
untuk  mendekatkan  kebijakan  dan  pelayanan  publiknya  kepada 
masyarakat,  membawa  negara  lebih  dekat  kepada  rakyat,  bringing  the 
state  closer  to  the  people. 

Revisi  Undang  Undang  (UU)  Nomor  32  tahun  2004  sebagai  UU 
pembawa  berkah  otonomi  tersebut  juga  tak  Input  dari  semangat 
bringing  the  state  closer  to  the  people.  Pelaksanaan  pemilihan  umum 
kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara  langsung  semakin 
menambah  deretan  alasan  kuat  bagi  penyelenggara  pemerintahan  ini 
untuk  mendekati  rakyat  yang  pada  gilirannya  mengental  dan  mengeras 
menjadi  "berbaik-baik  dengan  rakyat".  Sejalan  dengan  gerakan 
civil  society  yang  semakin  sadar  politik  dengan  aneka  tuntutan  good 
governance,  penyelenggara  pemerintahan  daerah  sebenamya  sedang 
berada  dalam  pusaran  arus  kuat  tuntutan  untuk  senantiasa  tampil 
sesuai  dengan  prinsip-prinsip  good  governance  sehingga  terdorong 
untuk  terus  dan  makin  meningkatkan  peranan  dan  kapasitasnya 
dalam  proses  pembangunan  ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya, 
baik  dalam  aspek  dan  konteks  pemeliharaan  law  and  order,  maupun 
kesehatan  dan  pendidikan,  infrastruktur  dasar,  dan  Iain-lain,  sesuai 
dengan  tuntutan  masyarakat. 

Dalam  konteks  anggaran  (anggaran  pemerintah),  yang  merupakan 
manifesto  kebijakan  politis  penyelenggara  pemerintahan  yang  me- 
nunjukkan  prioritas  negara  dalam  konteks  membangun  bersama 
rakyat,  juga  mengalami  perjalanan  panjang  tuntutan  penyesuaian 
dengan  arus  kuat  governance  yang  meniscayakan  pemeranan  peme- 
rintah bersama  masyarakat  secara  aktif  dan  bersama-sama.  Demo- 
kratisasi  anggaran  publik,  yakni  pen5msunan  dan  peruntukan  ang- 
garan publik  bagi  "sebesar-besar  kemakmuran  rakyat"  telah  menjadi 
agenda  baru  dalam  setiap  gerakan  dan  komunikasi  politik  elemen  civil 
society  dengan  pemerintah,  yang  kemudian  dikenal  dengan  desakan 
penganggaran  yang  pro  rakyat,  atau  penganggaran  pro  rakyat  miskin 
(pro-poor  budgeting),  walaupun  untutan  pro-poor  budgeting  ini  belum 
sepenuhnya  direspons  dengan  baik  oleh  pemerintah  daerah  di  Indo- 
nesia. 

Artikel  ini  menguraikan  dilema  politik  anggaran  pro-poor  dari 
aspek  implementatif  di  daerah  yakni  antara  anggaran  untuk  tujuan 
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pemberdayaan  masyarakat,  sekaligus  penanggulangan  kemiskinan 
dengan  kooptasi  politis  bemuansa  hegemonistik  kekuasaan  peme- 
rintah. 

POLITIK  ANGGARAN  PRO-POOR 

Anggaran  mempakan  pemyataan  resmi  pemerintah  tentang 
perkiraan  penerimaan  dan  usulan  belanja  pada  tahun  berjalan.  De- 
ngan kalimat  lain,  anggaran  adalah  sebuah  rencana  keuangan  yang 
mencerminkan  pilihan  kebijakan  pemerintah,  baik  kebijakan  sosial 
maupun  ekonomi^  Sebagai  instrumen  kebijakan  sosial  dan  ekonomi, 
Richard  Musgrave  (1959),  mengidentifikasi  tiga  fungsi  anggaran. 
Pertama,  fungsi  alokasi.  Anggaran  merupakan  sebuah  instrumen 
pemerintah  untuk  penyediaan  barang  dan  jasa  publik  guna  memenuhi 
kebutuhan  masyarakat.  Dalam  konteks  Indonesia,  fungsi  alokasi  ini 
sering  disebut  dengan  "belanja  pembangunan"  atau  "belanja  publik", 
yang  misalnya  hadir  melalui  pembangunan  fasilitas  publik,  pelayanan 
publik  (kesehatan,  pendidikan,  perumahan,  dan  sebagainya)  maupun 
bantuan  untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Kedua,  fungsi  distribusi. 
Anggaran  merupakan  sebuah  instrumen  untuk  membagi  sumberdaya 
(kue  pembangunan)  dan  pemanfaatannya  kepada  publik  secara  adil 
dan  merata.  Fungsi  distribusi  anggaran  terutama  ditujukan  untuk 
menanggulangi  kesenjangan  sosial-ekonomi,  misalnya  kesenjangan 
antara  golongan  kaya  dan  kaum  miskin,  kesenjangan  antara  daerah 
maju  dengan  daerah  tertinggal  atau  kesenjangan  antara  desa  dan  kota. 
Ketiga,  fungsi  stabilisasi.  Penerimaan  dan  pengeluaran  negara  tentu 
akan  mempengaruhi  permintaan  agregat  dan  kegiatan  ekonomi  secara 
keseluruhan.  Anggaran  menjadi  sebuah  instrumen  untuk  memelihara 
dan  mengupayakan  keseimbangan  fundamental  ekonomi,  yakni 
terkait  dengan  penciptaan  lapangan  pekerjaan  dan  stabilitas  ekonomi 
makro  (laju  inflasi,  nilai  hikar,  harga-harga  barang,  dan  Iain-lain). 

Karena  itu  anggaran  harus  dibaca  dari  banyak  sisi,  ia  bersifat 
multidemensional.  Menurut  Hyde  (1992),  anggaran  sebagian  bersifat 


Khan,  A.  dan  W.  Bartley  Hildreth  (2002),  Budget  Theory  in  the  Public  Sector,  London:  Quorum 
Books. 
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politik,  sebagian  mengandung  ekonomi,  sebagian  mengandung  akun- 
tansi  dan  sebagian  bersifat  administratif.  Sebagai  sebuah  dokumen 
politik,  anggaran  hendak  mengalokasikan  sumberdaya  langka  ke- 
pada  masyarakat  di  antara  kepentingan  yang  kompleks,  kompetitif 
dan  bahkan  konfliktual.  Sebagai  dokumen  ekonomi  dan  fiskal,  ang- 
garan menjadi  instrumen  utama  untuk  mengevaluasi  distribusi  pen- 
dapatan,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  mengurangi  inflasi, 
mempromosikan  lapangan  pekerjaan  maupun  menjaga  stabilitas 
ekonomi.  Sebagai  dokumen  akuntansi,  anggaran  menjadi  pedoman 
dan  pagu  bagi  belanja  pemerintah.  Sebagai  dokumen  manajerial  dan 
administratif,  anggaran  menjadi  instrumen  untuk  mengarahkan  pe- 
nyediaan  pelayanan  publik^. 

Anggaran  pemerintah  merupakan  refleksi  keputusan  politik 
antara  eksekutif  dan  legislatif  yang  mencerminkan  apa  yang  dilakukan 
pemerintah  setiap  tahunnya.  Keputusan  politik  ini  memiliki  implikasi 
serius  terhadap  taraf  hidup  masyarakat,  temtama  dalam  bidang 
pelayanan  dasar  pada  masyarakat  miskin.  Selanjutnya,  pengelolaan 
anggaran  -sejak  perencanaan  hingga  pertanggungjawaban—  dapat 
mempengaruhi  sejauh  mana  anggaran  mampu  mewujud  dalam 
bentuk  pertumbuhan  ekonomi  dan  penyediaan  layanan  dasar  yang 
baik,  yang  ujung-ujungnya  demi  kepentingan  masyarakat.  Menurut 
konsepsi  tersebut,  politik  anggaran  memuat  unsur  "■political  will"  dan 
keberpihakan  pemerintah  daerah:  untuk  apa  dan  kemana  rupiah 
demi  rupiah  (uang  rakyat)  tersebut  hendak  dibelanjakan? 

Menurut  Rong  Wang,  setidaknya  terdapat  tiga  pendekatan  besar 
politik  anggaran  dalam  literatur  internasional,  yakni  pendekatan  pi- 
lihan  publik,  kelompok  kepentingan,  dan  teori  hierarki.  Dari  ber- 
bagai  pendekatan  yang  ada,  Fozzard  menyatakan  bahwa  secara  ra- 
sional,  nyaris  tidak  ada  satu  pendekatan  pengalokasian  anggaran 
yang  sempuma.  Karena  tidak  ada  proses  kelembagaan  yang  kokoh 
secara  rasional,  maka  alokasi  anggaran  ditempatkan  sebagai  pilihan 
publik  {public  choice).  Pilihan  publik  kerap  ditempatkan  sebagai  politik 
anggaran,  atas  nama  berbagai  kepentingan  publik  yang  beragam 


Sutoro  Eko,  Pro-Poor  Budgeting:  Politik  Baru  Reformasi  Anggaran  Daerah  untuk  Pengurangan 
Kemiskinan,  IRE  Working  Paper  IV,  Juni  2008. 
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sebagai  media  yang  sarat  dengan  pertarungan  politik  perebutan 
sumber  daya  antar  kelompok  kepentingan^  Dari  konsepsi  ini  politik 
anggaran  akan  mengarah  pada  public  choice  tersebut,  dengan  asumsi 
bahwa  public  choice  adalah  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat, 
yakni  masyarakat  miskin. 

Menyimak  logika  governance  dan  demokrasi  anggaran  di  atas, 
yakni  menyangkut  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  hak  pu- 
blik,  maka  politik  anggaran  memuat  unsur  peruntukan  (benefit), 
partisipasi  masyarakat,  keterbukaan  dan  aksesibilitas  dokumen 
anggaran.  Asumsinya  adalah,  anggaran  untuk  publik  dan  pro-poor 
meniscayakan  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan, 
pelaksanaan  maupun  pengawasarmya.  Peruntukan  (benefit)-nya  pun 
mudah  terkontrol.  Dari  sini  keterbukaan  dan  aksesibilitas  dokumen 
anggaran  dengan  sendirinya  akan  terwujud.  Partipasi  masyarakat, 
kemudahan  akses  dokumen  anggaran  dan  postur,  struktur  dan  kom- 
posisi  anggaran  yang  mudah  dibaca  menunjukkan  kesungguhan  pe- 
merintah  dalam  menjalankan  politik  anggaran  pro-poor. 

Partisipasi  masyarakat  didasarkan  pada  logika  governance  yang 
menempatkan  masyarakat  sebagai  subyek  pembangunan.  Partisipasi 
masyarakat  menekankan  adanya  otonomi  komunitas  dalam  pengam- 
bilan  keputusan  publik  lokal  bersama  pemerintah  daerah  dalam 
suasana,  keswadayaan  lokal  dan  demokratis.  Partisipasi  mampu  ter- 
wujud jika  terdapat  pranata  sosial  di  tingkat  komunitas  yang  mampu 
menampung  aspirasi  masyarakat  dalam  pembangunan.  Tanpa  ada- 
nya pranata  sosial  dan  politik  di  tingkat  komunitas,  kelurahan/desa, 
kecamatan  dan  kota/kabupaten  yang  mampu  memberikan  rakyat 
akses  ke  pengambilan  keputusan,  yang  akan  diuntungkan  hanyalah 
kalangan  bisnis  dan  kalangan  menengah  pedesaan  serta  perkotaan. 
Partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  anggaran 
dalam  kegiatan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  (musren- 
bang)  misalnya,  sejak  dari  kelurahan/desa,  kecamatan  hingga  kabu- 
paten/kota  setidaknya  dapat  mengawal  kebutuhan  masyarakat  agar 


'  Rong  Wang  (2002),  Political  Dimensions  of  County  Government  Budgeting  in  China:  a  Case 
Study.  IDS  Working  Paper.  Brighton  -  Sussex.  Dalam  Yuna  Farhan  (Sekjend  Forum  Indonesia 
untuki  Transparansi  Anggaran  (FITRA),  "Menelaah  Arah  Politik  Anggaran  di  Indonesia". 
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terakomodasi  dalam  dokumen  anggaran.  Lebih  lanjut,  ikut  memas- 
tikan  bahwa  usulan  masyarakat  terakomodasi  pula  dalam  Kebijakan 
Umum  Anggaran  (KUA)  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara 
(PPAS),  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPED) 
dan  realisasi  APBD. 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Forum  Indonesia  untuk  Transpa- 
ransi  Anggaran  (FITRA)  terhadap  41  kabupaten/  kota  di  16  provinsi 
pada  2007  (untuk  tahap  pertanggungjawaban)  dan  2008  (untuk  tahap 
perencanaan,  pembahasan  dan  pelaksanaan  anggaran)  menunjukkan 
bahwa  dari  keseluruhan  daerah  yang  diteliti: 

1.  Terdapat  sebanyak  11  pemerintah  daerah  (26,8%)  yang  selu- 
ruh  dokumennya  bisa  diakses.  Sementara  itu,  sebagian  besar 
pemerintah  daerah  yakni  30  pemerintah  daerah  (73,2%)  lain- 
nya  masih  tidak  membuka  akses  dokumen  anggarannya. 

2.  Pemerintah  daerah  lebih  terbuka  pada  dokumen  perencanaan 
anggaran  yang  bersifat  kebijakan  umum,  namim  cenderung 
lebih  tertutup  untuk  akses  pada  kebijakan  sektoral.  RPJMD 
dan  RKPD  merupakan  dokumen  yang  paling  banyak  dipub- 
likasikan  oleh  pemerintah  daerah.  Sedangkan  dokumen  per- 
encanaa  penganggaran  sektoral  (Pendidikan,  Kesehatan  dan 
Pekerjaan  Umum)  seperi  Rencana  Kerja,  RKA  dan  DPA  SKPD 
merupakan  dokumen  yang  paling  banyak  tidak  dipublikasi- 
kan  bahkan  tidak  dapat  diakses  oleh  masyarakat.  Hal  terse- 
but  terjadi  pada  30%-40%  pemerintah  daerah  yang  diteliti. 

3.  Dari  sisi  publikasi  dokumen  anggaran,  pemerintah  kota 
cenderung  lebih  terbuka  dibandingkan  dengan  pemerintah 
kabupaten. 

4.  Mayoritas  pemerintah  daerah  belum  memiliki  pagu  indikatif 
dan  tidak  menyediakannya  pada  tahap  perencanaan  yang 
menjamin  terakomodasinya  usulan  kebutuhan  masyarakat. 
Tercatat  26  pemerintah  daerah  belum  menyediakan  pagu  in- 
dikatif dan  hanya  ada  11  daerah  yang  memiliki  pagu  indi- 
katif menurut  sektor  dan  geografis. 

5.  Sebagian  besar  pemerintah  daerah  tidak  melembagakan  me- 
kanisme  untuk  menampung  keluhan  dan  pengaduan  masya- 
rakat. 
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6.  Eksekutif  dan  legislatif  masih  cenderung  tidak  melaku- 
kan  konsultasi  publik  dalam  proses  pengelolaan  anggaran. 
Khususnya  dalam  pembahasan  KUA  PPAS  dan  RAPED 
kedua  lembaga  tersebut  di  hampir  dari  sepamh  daerah  pe- 
nelitian  tidak  melakukan  konsultasi  publik,  sebelum  doku- 
men-dokumen  tersebut  ditetapkan.  Sementara  itu,  terdapat 
sekitar  kurang  dari  30%  pemerintah  daerah  yang  melakukan 
konsultasi  publik  dengan  undangan  terbatas  tanpa  mengu- 
mumkan  dan  mengundang  publik  secara  luas. 

7.  Sebagian  besar  pemerintah  daerah  belum  menyediakan 
wahana  khusus  bagi  kelompok  perempuan  marjinal  dan 
masyarakat  miskin  di  luar  ketentuan  SEE  (Surat  Edaran 
Eersama).  SEE  ini  dikeluarkan  Menteri  Dalam  Negeri  dan 
Kepala  Eappenas  yang  mengatur  pelaksanaan  musrenbang 
yang  bisa  dipakai  imtuk  mengakomodasi  kelompok  perem- 
puan dari  desa  untuk  menjadi  peserta  musrenbang  kecama- 
tan,  ke  forum  SKPD  dan  musrenbang  kota/  kabupaten.  Dari 
semua  daerah  yang  diteliti,  hanya  9  pemerintah  daerah  yang 
menyediakan  wahana  sesuai  ketentuan  SEE  ini^. 

Pemerintah  daerah  berkewenangan  penuh  untuk  merencana- 
kan,  melaksanakan,  mengawasi,  mengendalikan  dan  mengevaluasi 
kebijakan-kebijakan  daerah  berikut  penganggarannya  bersama  ma- 
syarakat. Dengan  semakin  besarnya  partisipasi  masyarakat,  diharap- 
kan  desentralisasi  kemudian  akan  mempengaruhi  komponen  kualitas 
pemerintahan  lainnya.  Salah  satiinya  berkaitan  dengan  pergeseran 
orientasi  pemerintah,  dari  command  and  control  menjadi  berorientasi 
pada  tuntutan  dan  kebutuhan  publik.  Orientasi  yang  seperti  ini  ke- 
mudian akan  menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan  peran  pemerintah  se- 
bagai  stimulator,  fasilitator,  koordinator  dan  entrepreneur  (wirausaha) 
dalam  proses  pembangunan^.  Ketika  partisipasi  masyarakat  dalam 
penyusunan  anggaran  masih  rendah,  maka  masih  sulit  mengontrol 


^  Seknas  FITRA,  The  Asia  Foundation,  DFID,  Kinerja  Pengelolaan  Anggaran  Daerah  2009:  Studi 

di  41  Kabupaten/  Kota  di  Indonesia. 
5  Mardiasmo,  "Otonomi  Daerah  Sebagai  Upaya  Memperkokoh  Basis  Perekonomian  Daerah", 

Artikel  -  Th.  I  -,  No.  4,  Juni  2002. 
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pelaksanaan  politik  anggaran  yang  benar-benar  pro-poor.  Dari  aspek 
perencanaan,  sebagaimana  temuan  Seknas  FITRA  di  atas,  tampak 
bahwa  anggaran  pemerintah  menampakan  perkembangan  yang  ma- 
sih  kurang  baik.  Desakan  penyusunan  anggaran  pro-poor  masih  be- 
lum  merata  direspons  oleh  pemerintah  daerah,  baik  provinsi  mau- 
pun  kabupaten/  kota.  Namun,  inspirasi  bringing  the  state  closer  to  the 
people  "memaksa"  beberapa  pemerintah  daerah  di  Indonesia  untuk 
melaksanakan  "pro-poor  budgeting"  ini  walaupun  dalam  kadar  yang 
belum  sepenuhnya  memahami  pro-poor  budgeting,  tetapi  dimaknai  se- 
cara  sempit  sebagai  budget  for  the  poor.  Alhasil,  yang  muncul  adalah 
mata  anggaran  berupa  belanja  langsung  bantuan  sosial,  yang  dikenal 
dengan  program-program  kedermawanan  (charity). 

Program-program  charity  ini  tampak  menonjol  pada  tahun  pen- 
ganggaran  yang  mendekati  tahun  pelaksanaan  pemilihan  umum 
kepala  daerah.  Biasanya,  pemerintah  daerah  memprioritaskan  pro- 
gram-program yang  dianggap  unggulan  dengan  ukuran  populari- 
tas  di  mata  publik.  Kepala  daerah  selaku  penanggungjawab  politik 
tertinggi  di  daerah,  akan  tergoda  untuk  menentukan  arah  kebijakan 
politiknya  yang  mengarah  pada  apresiasi  positif  masyarakat  dalam 
ukuran  awam.  Secara  awam,  masyarakat  menilai  pemerintah  daerah 
yang  peduli  adalah  dari  seringnya  pemerintah  daerah  tersebut  mem- 
beri  bantuan  tunai.  Bahkan  program-program  charity  ini  seringkali 
muncul  dalam  rumusan  visi  misi  calon  kepala  daerah. 

IDEOLOGI  EKONOMI  POLITIK  HEGEMONI  KEKUASAAN 

Ideologi  ekonomi  politik  yang  dianut  oleh  korporasi  kekuasaan 
elite  penguasa  dalam  menerjemahkan  kekuasaan  pemerintahannya 
memunculkan program-program  "charity".  Maka  muncullah  kebijakan 
publik  yang  dirancang  untuk  menciptakan  program-program  bantuan 
berupa  dana  langsung  secara  tunai  kepada  masyarakat.  Program- 
program  kedermawanan  sosial  (charity)  semacam  Bantuan  Langsung 
Tunai  (BLT)  yang  diterapkan  pemerintah  sebagai  kompensasi  kenaikan 
harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  pada  akhir  2005,  yang  diterapkan 
kembali  pada  bulan  Juni  2008,  merupakan  bentuk  ekstrem  pendekatan 
distribusi  yang  berwatak  hegemonistik,  dimana  menempatkan  negara 
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sebagai  agen  superbody  (powerful)  dan  menempatkan  rakyat  sebagai 
subordinat,  lemah,  dan  perlu  dikasihani  (powerless).  "Program  pe- 
merintah  "bagi-bagi  duit"  kompensasi  kenaikan  bahan  bakar  mi- 
nyak  ternyata  memunculkan  watak  asli  masyarakat",  demikian 
komentar  di  harian  Kompas  (22  Oktober  2005).  Mungkin  proyek- 
proyek  itu  mampu  mengurangi  "angka  kemiskinan",  tetapi  tidak 
secara  signifikan  mengurangi  "kesenjangan  kemiskinan",  karena 
berbagai  proyek  itu  tidak  memperbaiki  akses  rakyat  pada  pelayanan 
publik,  lapangan  pekerjaan,  modal  yang  lebih  besar,  jaringan  pasar 
dan  Iain-lain.  Tak  ayal,  program  semacam  ini  bukanlah  merupakan 
jenis  program  pemberdayaan  masyarakat  yang  dapat  mendidik  dan 
mengajari  masyarakat  untuk  dapat  menolong  dirinya  sendiri  secara 
mandiri  kelak,  namun  merupakan  program  yang  memiliki  nilai  guna 
sesaat,  instan,  dan  sementara. 

Untuk  mengelaborasi  politik  anggaran  pro-poor  dalam  hubung- 
annya  dengan  masyarakat  selaku  user  kebijakan  publik,  dapat  di- 
runut  dengan  menemukan  paradigma  berpikir  dan  nilai-nilai  yang 
dianut  oleh  elite  kekuasaan  politik  pemerintahan,  yang  penulis  sebut 
sebagai  ideologi  ekonomi-politik,  dan  menmut  pola  hubungan  antara 
pemerintah,  negara  dengan  masyarakat  sipil  sebagai  institusi  sosial 
yang  saling  berhubungan.  Ideologi  ekonomi-politik,  dapat  dijelaskan 
melalui  deskripsi  terminologi  ideologi  yang  banyak  dirujuk  pada 
studi-studi  pembangunan  ekonomi-politik.  Istilah  "ideology"  pada 
umumnya  digunakan  imtuk  mencerminkan  suatu  pandangan  hidup 
atau  sikap  mental.  Secara  khusus,  ideologi  biasanya  diartikan  sebagai 
"suatu  perangkat  pandangan  serta  sikap,  nilai-nilai,  suatu  orientasi 
berpikir  tentang  manusia  dan  masyarakat"^  Adomo  berpendapat 
bahwa  ideologi  sebagai  suatu  pola  pemikiran  bukan  hanya  dimiliki 
oleh  seseorang,  tetapi  dapat  pula  dimiliki  bersama  oleh  anggota 
masyarakat  yang  luas.  LH.  Garstin  menguraikan  isi  ideologi  antara 
lain  berisi  suatu  pengharapan  yang  terumus  pada  tujuan  hidup  atau 
"proyeksi  tentang  masa  depan".  Edward  Shills  menyebutkan  bahwa 
ideologi  berkisar  pada  beberapa  satu  atau  nilai  dasar  (pre-eminent 


T.W.  Adomo,  et.al..  The  Authoritarian  Personality,  New  York;  W.W.  Norton,  1950. 
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values),  seperti  keselamatan  abadi,  kemakmuran  material,  demokrasi, 
keadilan,  dan  sebagainya^, 

Setiap  studi  tentang  ideologi  biasanya  mengungkapkan  bahwa 
hakikat  ideologi  sangat  kompleks.  Namun,  biasanya  para  ilmuwan 
memilih  satu  dari  dua  kelompok  pemikiran:  satu  kelompok  melihat 
ideologi  secara  negatif;  sedangkan  kelompok  lain  melihatnya  secara 
netral.  Kelompok  yang  negatif  biasanya  melihat  bahwa  ideologi  yang 
diperjuangkan  orang  banyak  disebabkan  oleh  faktor-faktor  emosi  dan 
pemikiran  ekstrim  serta  tidak  rasional.  Rejai  menyatakan: 

Ideologi  politik  biasanya  diwarnai  dengan  emosi,  pe- 
nuh  dengan  mitos  {myth),  system  kepercayaan  dan  nilai- 
nilai  yang  mengarah  pada  gerakan-gerakan,  berisi  konsep 
tentang  manusia  maupun  masyarakat,  legitimasi  maupim 
kekuasaan,  mengakar  secara  rutin  maupun  merupakan  ke- 
biasaan-kebiasaan  yang  saling  menguatkan.^ 

William  E.  Connolly,  mengatakan: 

Ideologi  adalah  suatu  kumpulan  keyakinan  tentang 
lingkungan  sosial  politik.  la  mencoba  menerangkan  pada 
kita  bagaimana  suatu  sistem  diorganisir,  cita-cita  apa  yang 
harus  diperjuangkan,  lembaga  dan  saluran  mana  yang  da- 
pat  dimanfaatkan  secara  efektif..."^ 

Suatu  sistem  pemerintahan  yang  dijalankan  dengan  landasan  ideo- 
logi, yakni  tentang  cita-cita  yang  dianggap  baik  dan  melalui  saluran 
mana  dapat  dimanfatkan  secara  efektif,  akan  memilih  suatu  cara  dan 
saluran  tersebut.  Pemegang  otoritas  pemerintahan  daerah  c.q.  kepala 
daerah  selaku  figur  sentral  pemegang  otoritas  politik  tertinggi  di  daerah 
dalam  hubungannya  dengan  masyarakatnya,  dapat  dijelaskan  dengan 
beberapa  konsep  mengenai  hubungan  masyarakat  dan  negara  baik 
dalam  perspektif  Hegelian,  Marxian  atau  Gramscian.  Pada  awalnya, 
Hegel  menggambarkan  masyarakat  (sipil),  pada  bukunya  yang  berjudul 


^  Albert  Wijaya,  Budaya  Politik  dan  Pembangunan  Ekonomi,  LP3ES,  Jakarta,  1982,  him.  3-5. 
"  Rejai,  "Political  Ideology",  dalam  ibid. 

'  William  E.  Conolly,  Political  Science  and  Ideology,  ibid.  him.  7. 
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Philosophy  of  Right,  sebagai  wadah  kehidupan  etis  yang  terletak  di 
antara  kehidupan  keluarga  dengan  kehidupan  kewarganegaraan.  Inti 
utama  masyarakat  sipil  ditentukan  oleh  pencarian  jatidiri  individu. 
Kekhasan  masyarakat  sipil  dalam  perspektif  Hegelian  telah  melampaui 
universalitas  negara.  Artinya,  negara  dijadikan  rujukan  utama  bagi 
terselenggaranya  sebuah  bangunan  yang  ideal  bagi  kehidupan  ber- 
bangsa  dan  bernegara,  karena  masyarakat  sipil  masih  mengandung 
banyak  pertentangan  di  dalamnya. 

Selanjutnya,  dalam  perspektif  Marxian,  masyarakat  sipil  diper- 
sempit  maknanya  dengan  memperhatikan  kerangka  ekonomi-politik. 
Namun  pada  perkembangannya,  Marx  menganulir  gagasannya 
tentang  anatomi  masyarakat  sipil  dengan  memasukan  hubungan 
masyarakat-negara.  Dalam  konteks  ini,  masyarakat  sipil  dihadapkan 
dengan  negara  untuk  memberi  penjelasan  dominasi  negara  atas 
masyarakat.  Pada  perspektif  Gramscian,  dalam  kumpulan  tulis- 
annya  yang  berjudul  Quqreni  Del  Carcere  (Selection  From  The  Prison 
Notebooks),  masyarakat  sipil  didudukkan  dari  tradisi  Marxian  me- 
nuju  Hegelian,  Artinya,  meski  berangkat  dari  perspektif  Marxian, 
Gramsci  menggabungkannya  dengan  gagasan  Hegel,  dengan  me- 
misahkan  makna  masyarakat  sipil  dari  ekonomi  dan  semata-mata 
mengaitkannya  dengan  negara.  Masyarakat  sipil  dinyatakan  sebagai 
bagian  dari  negara  yang  terlepas  dari  dominasi  dan  paksaan  aturan 
formal.  Lembaga  masyarakat  seperti  lembaga  keagamaan,  sekolah, 
serikat  pekerja,  dan  berbagai  organisasi  lainnya,  sering  dibelokkan 
oleh  hegemoni  kelas  penguasa  atau  negara.  Relasi  antara  state  (negara) 
dan  society  (masyarakat,  warga)  terkadang  memang  banyak  terjadi 
benturan-benturan. 

Dari  banyak  kejadian  pengelolaan  hubungan  sosial,  banyak  ter- 
jadi pertentangan  dan  perebutan  kekuasaan.  Fenomena  partai-par- 
tai  politik  yang  semestinya  merepresentasikan  aspirasi  masyarakat 
(society),  banyak  yang  sibuk  dengan  urusarmya  sendiri.  Organisasi 
pemuda,  mahasiswa  atau  nirlaba  pun,  banyak  yang  bertikai  dalam 
memperebutkan  pengaruh  dan  wilayah  kekuasaan.  Akibatnya,  nega- 
ra mau  tidak  mau  turun  tangan  dan  bertindak  sebagai  aparat  yang 
menertibkan;  lalu  seakan-akan  hanya  negara  yang  bisa  mengatasi. 
Negara  muncul  sebagai  kelompok  superior,  kelas  yang  berkuasa 
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atau  dictatorasi  yakni  dictator  melalui  demokrasi  dan  politik  operasi. 
Sedangkan  kelompok  lain  (masyarakat  sipil)  sebagai  kelompok/ 
kelas  inferior,  yaitu  kelompok/  kelas  yang  menjadi  subjek  hegemoni 
kelas  penguasa.  Gramsci  menolak  struktur  ekonomi  sebagai  basis 
penentu  struktur  apapun  diatasnya,  sebagaimana  tesis  Marx.  la 
menggarisbawahi  peranan  cultural  leadership  dalam  selumh  masya- 
rakat (Ritzer,  1996)  dan  mengajukan  konsep  hegemoni  yang  taktis^°. 
Gramsci  memberi  dimensi  bam  terhadap  konsep  itu.  Menurut 
Gramsci,  hegemoni  mencakup  peran  kapitalis  dan  anggotanya,  baik 
dalam  merebut  kekuasaan  negara  maupun  dalam  mempertahankan 
kekuasaan  yang  sudah  diperoleh.  Maka  hegemoni  bukanlah  hubungan 
dominasi  dengan  menggunakan  kekuasaan,  melainkan  hubimgan 
persetujuan  dengan  kepemimpinan  politik  dan  ideologis.  Hegemoni 
adalah  suatu  organisasi  konsensus.  Teori  hegemoni  inilah  yang  bagi 
Gramsci  mensyaratkan  penggunaan  kekuatan  koersif  negara  hanya 
sebagai  pilihan  terakhir  bila  "kesadaran  spontan  menemui  kega- 
galarmya''  (Gramsci  1971:12,  dikutip  Sugiono,  1999). 

Dalam  memformulasikan  hubungan  masyarakat  dan  negara,  ide 
Gramsci  yang  mengedepankan  konsensus  menginginkan  sentralisme 
demokratis  yang  menawarkan  rumusan  yang  elastis,  yang  akan 
tetap  hidup  jika  terus  menerus  ditafsirkan  dan  disesuaikan  dengan 
kebutuhan.  Gramsci  menolak  perjuangan  ekonomi-korporasi  (economfc- 
corporate)  atau  perjuangan  lokal  yang  terbatas  pada  kepentingan  kelas 
tertentu.  Gramsci  menekankan  pembuatan  konsensus  antar-kelompok 
sosial  yang  ada  sebagai  institusi  sosial  yang  saling  berhubungan. 
Konsep  nasional-kerakyatan  mengharuskan  mereka  yang  ingin  me- 
raih  hegemoni  memperhatikan  tuntutan  dan  perjuangan  rakyat  yang 
tidak  mempunyai  karakter  kelas  yang  bersifat  murni,  yakni  yang 
tidak  muncul  secara  langsung  dari  hubungan-hubungan  produksi. 
Upaya  pengelolaan  masyarakat  sipil  melalui  pola-pola  bantuan  mo- 
del "pemberdayaan  ekonomi"  dengan  cara  memberikan  bantuan 
dana  tunai  secara  langsung,  yang  dengan  logika  pemerintah  daerah 
adalah  untuk  "menolong  rakyat  miskin",  justru  menebar  jerat  kapi- 
talisme  hegemonik  yang  dalam  istilah  Gramsci,  masyarakat  kapitalis 


Simon,  Roger,  Gagasan  Gagasan  Politik  Gramsci,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,  1999. 
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merupakan  anyaman  yang  rumit  dari  hubungan  dua  kelas  besar: 
pemodal  dan  bumh  (baca:  pemerintah  dan  masyarakat  sipil). 

Tipikalitasnya  adalah  selain  melihat  civil  society  sebagai  su- 
perstruktur  di  mana  proses  perebutan  posisi  hegemonik  terjadi, 
Gramsci  juga  memberi  tekanan  penting  pada  cendekiawan  {organic 
intelectual)  yang  merupakan  aktor  utama  dalam  proses  perubahan 
sosial  dan  politik  (A.S  Hikam,.  Demokrasi  dan  Civil  Society,  1996).  Di 
sinilah,  Gramsci  menurut  Norberto  Bobbio  (1976)  mengutamakan 
consensual  basic  of  civil  society  dibandingkan  coercive  basic  of  'political 
society.  Sehingga,  selain  sebagai  wadah  kelompok  sosial  dominan 
untuk  mengatur  konsensus  dan  hegemoni,  civil  society  juga  dapat 
dipahami  sebagai  wadah  di  mana  kelompok-kelompok  sosial  yang 
lebih  rendah  (subordinat)  dapat  menyusun  perlawanan  mereka  dan 
membangun  sebuah  hegemoni  alternatif-hegemoni  tandingan  (coun- 
ter-hegemony). 

Anthony  Giddens  pemah  menawarkan  jalan  alternatif  imtuk 
menjembatani  relasi  state  dan  society  guna  menuju  masyarakat  ma- 
dani.  Dengan  teori  strukturasinya,  Giddens  menganggap  bahwa 
masyarakat  dapat  bekerja  sama  dengan  pemerintah  guna  menegakan 
demokratisasi  (The  Third  Way,  1997).  Dalam  konteks  inter-relasi 
struktural  antara  unsur  kelompok  superior  (pemerintah,  pemberi 
bantuan),  dengan  kelompok  tmsur  inferior  (masyarakat  miskin  pe- 
nerima  bantuan)  yang  tidak  memiliki  akses  pada  kekuasaan  hege- 
monikal  dalam  sistem  ruang  dominan  yang  dikuasai  oleh  kaum 
diktatorasi-hegemonik,  malah  akan  menyingkirkan  peran  kaum  subal- 
tern dalam  struktur  kebijakan  publik.  Dalam  teori  hubungan  ini  kaum 
diktatorasi  akan  menggunakan  politik  dekonstruktif  secara  otoriter 
dan  otokrasi  bahkan  cenderung  menggunakan  sistem  diktatorian 
melalui  pemaksaan  undang-undang  dan  draconian  policy  untuk  me- 
langgengkan  hegemoninya.  Dengan  demikian,  kaum  subaltern  akan 
cenderung  "punah",  rusak  dari  dalam  dan  pada  akhirnya  ditelan 
oleh  sistem  negara. 

Sementara  itu,  dalam  konteks  dan  konsepsi  masyarakat  dan 
pembangunan  di  negara  sedang  berkembang,  Hoogvelt  memberikan 
deskripsi  bahwa  masyarakat  modern  berciri  superior  ekonomi  dan 
teknologi.  Superioritas  ini  dipertontonkan  dalam  keseluruhan  per- 
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lengkapan  hidup  material  yang  dapat  mereka  berikan  kepada  rakyat: 
makanan  yang  cukup,  bantuan  kesehatan,  fasilitas  umum,  pendidi- 
kan,  keamanan,  tingkat  penghasilan,  dan  sebagainya.  Suatu  kele- 
mahan  ideologi  pembangunan  dewasa  ini  terletak  pada  kenyataan 
bahwa  meskipun  pembawa  ideologi  itu  telah  membawa  gambaran 
yang  agak  jelas  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  pertumbuhan 
ekonomi,  tetapi  mereka  masih  belum  memiliki  gagasan  yang  jelas 
tentang  perubahan  sosial  yang  mereka  inginkan.  Validitas  teori-teori 
modernisasi  yang  berasal  dari  penganut  aliran  fiingsional  yang  me- 
nyimpulkan  bahwa  organisasi  kehidupan  ekonomi  tertanam  dalam 
konteks  orgarusasi  kehidupan  sosial  yang  lebih  luas.  Karena  itu  trans- 
formasi  organisasi  kehidupan  ekonomi  membawa  konsekuensi  pula 
terhadap  keseluruhan  kehidupan  sosial.  Hal  ini  diakui  oleh  pemerin- 
tah  negara  sedang  berkembang. 

Terbukti  dari  kenyataan  bahwa  mereka  mengintrodusir  pemba- 
ngunan ekonomi  ke  dalam  masyarakat  mereka  sebagai  prioritas  uta- 
ma,  dengan  mengintrodusir  pranata-pranata  ekonomi  modern,  peno- 
lakan  segala  hal  yang  dianggap  rintangan  yang  berasal  dari  konfigu- 
rasi  sosial,  budaya  dan  politik  yang  tidak  fungsional  dan  tidak  sesuai 
dengan  keinginan  untuk  mencapai  kemajuan  ekonomi".  Ideologi 
ekonomi  politik  yang  memunculkan  kebijakan  "pro-poor"  menun- 
jukkan  hegemoni  pemerintah  (the  ruling  class)  terhadap  masyarakat 
yang  terposisikan  subordinat.  Pemerintah  (penguasa)  muncul  sebagai 
kekuatan  super  (super  body)  yang  berkuasa  atas  masyarakat  yang  di- 
anggapnya  pihak  lemah  yang  harus  disantuni  secara  tunai.  Hegemoni 
korporasi  kekuasaan  politik  ini  yang  dikemas  dalam  program  "char- 
ity" akan  semakin  memperkuat  hegemoni  ekonomi  politik  terhadap 
masyarakat.  Hal  ini  terlihat  dari  trend  program  yang  dilancarkan  oleh 
korporasi  kekuasaan  yang  menunjukan  penguatan  hegemoni  ekono- 
mi-politik  dari  korporasi  kekuasaan  tersebut.  Kemunculan  program- 
program  "charity"  sehingga  bersifat  -pseudo  pro-poor  (pura-pura  berpi- 
hak  pada  kaum  miskin)  merupakan  suatu  investasi  sosial  berkelanju- 


"  Ankie  MM  Hoogvelt,  "Sosiologi  Masyarakat  Sedang  Berkembang",  Terj.,  oleh  Alimandan, 
Penerbit  CV.  Rajawali,  Jakarta. 
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tan  bagi  elite  korporasi  kekuasaan  politik  dan  semakin  menancapkan 
kuku  hegemoninya. 

PENUTUP 

Politik  anggaran  pemerintah  daerah  yang  memihak  kepada  orang 
miskin  (pro-poor  budgeting)  mempakan  salah  satu  dari  sekian  banyak 
pilihan  kebijakan  yang  diperlukan  untuk  menanggulangi  kemiskinan 
secara  stmktural  dan  komprehensif.  Mengingat  politik  anggaran 
pro-poor  masih  sebatas  pengertian  yang  bersifat  teknis  operasional, 
maka  dalam  implementasinya  seringkali  tereduksi  menjadi  budget  for 
the  poor  yang  berisi  program-program  bantuan  sosial  atau  program 
kedermawanan  sosial  (charity).  Pihak  pemerintah  lebih  diuntimgkan 
dalam  konteks  ini  dengan  memanfaatkan  ppla  hubungan  patron-client 
antara  aktor  negara  dan  masyarakat  dalam  suasana  yang  hegemonistis. 
Negara  berperan  sebagai  superbody  yang  powerful,  sementara  masya- 
rakat terposisikan  sebagai  pihak  yang  lemah  (powerless)  dan  wajib 
disantuni.  Pemerintah  daerah  lebih  tergoda  untuk  memainkan  peran 
superbody  yang  memiliki  kekuasaan  hegemonik  terhadap  rakyat 
ketimbang  memerankan  sebagai  aktor  pemberdaya  masyarakat.  Al- 
hasil,  pengentasan  kemiskinan  pun  menjadi  semakin  maya. 
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Federalisme  di  Malaysia: 
Potret  Hubungan  Pusat-Daerah 

Mohammad  Agus  Yusoff  dan 
Leo  Agustino 


Federalisme  menjadi  satu  kajian  dalam  ilmu  politik  untuk  memahami  sistem  politik 
yang  berkembang  pesat  sesudah  tahun  1940-an.  Hal  ini  karena  kebanyakan  negara 
berkembang  mencari  format  yang  sesuai  untuk  sistem  politiknya  pasca  kemerdekaan.  Hal 
ini  pula  yang  dialami  oleh  negara  Malaysia  untuk  membangun  pemerintahannya.  Oleh 
karena  terdiri  dari  banyak  negara  bagian  yang  berdaulat,  maka  pilihan  ke  atas  federalisme 
merupakan  pilihan  yang  dianggap  sesuai.  Selain  itu,  federalisme  kerap  dianggap  mampu 
merealisasikan  desentralisasi  dan  otonomi  yang  luas  kepada  negara-negara  bagian  yang 
berdaulat  tersebut.  Namun,  praktiknya  politik  federalisme  tidak  selalu  menyediakan 
otonomi  yang  luas  kepada  negara-negara  bagian  tersebut  karena  praktik  politik  federalisme 
dapat  bergerak  bagaikan  kontinum  nilai  dari  sistem  federalisme  terdesentralisasi  ke  sistem 
federalisme  terpusat.  Sistem  federalisme  terdesentralisasi  terwujud,  apabila  pemerintah 
pusat  hanya  boleh  membuat  keputusan  yang  terbatas  tanpa  terlebih  dahulu  mendapat 
persetujuan  dari  pemerintah  negara  bagian,  sedangkan  sistem  federalisme  terpusat  ada 
ketika  pemerintah  pusat  (federal)  bisa  membuat  keputusan  dalam  hampir  semua  hal 
tanpa  terlebih  dahulu  mendapat  persetujuan  dari  pemerintah  negara  bagian. 


PENDAHULUAN 

Federalisme  sebagai  satu  bidang  kajian  dalam  ilmu  politik  mulai 
mendapat  perhatian  oleh  sarjana-sarjana  ilmu  politik -sebagai  satu 
sistem  politik -berlangsung  hanya  setelah  Perang  Dunia  Kedua 
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berakhir.^  Ini  karena  banyak  negara  bam  merdeka  dan  berkembang 
tengah  mencari  format  yang  sesuai  bagi  sistem  politik  di  negara 
mereka  masing-masing.  Oleh  karena  keperluan  itulah,  maka  kajian 
sistem  politik  federal  menjadi  begitu  meningkat.  Sebagai  bahan  per- 
bandingan  dengan  sistem  negara  kesatuan,  federalisme  menjadi 
penting  untuk  diuraikan  di  siru.  Paling  tidak  untuk  memotret  ke- 
lebihan  dan  kekurangan  yang  ada  dalam  sistem  berhubungan.  Oleh 
karena  itu  artikel  ini  menguraikan  ruang  lingkup  politik  federalisme 
dan  jenis-jenis  federalisme  yang  ada  di  Malaysia,  sebagai  negara 
tetangga  untuk  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  sistem  ini, 
dengan  menitikberatkan  pembahasan  pada  aspek-aspek  pembagian 
kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif  serta  pengelolaan  keuangan.  Fokus 
ini  dibuat  untuk  menajamkan  uraian  pada  aspek-aspek  yang  dianggap 
penting  dan  relevan  bagi  Indonesia. 

Mengapa  hal  ini  penting  bagi  Indonesia?  Satu  hal  yang  pasti  dalam 
konteks  sistem  politik  federalisme  ialah  logikanya  yang  relatif  sama 
dengan  sistem  negara  kesatuan.  Ini  dikarenakan  oleh  sistem  politik 
federalisme  yang  digunakan  di  Malaysia  sering  berubah-ubah— dari 
sistem  federalisme  terdesentralisasi  {decentralized  federalism)  ke  sistem 
federalisme  terpusat  {centralized  federalism).  Sistem  federalisme  yang 
disebutkan  pertama  terbentuk  apabila  pemerintah  pusat  hanya  dapat 
membuat  keputusan  yang  terbatas  tanpa  terlebih  dahulu  mendapat 
persetujuan  dari  pemerintah  negara  bagian.  Sedangkan  sistem  fede- 
ralisme yang  disebutkan  terakhir  terwujud  ketika  pemerintah  pusat 
(federal)  boleh  membuat  keputusan  di  hampir  semua  hal  tanpa  terlebih 
dahulu  mendapat  persetujuan  dari  pemerintah  negara  bagian. 

Kedua  sistem  tersebut  nampak  tidak  jauh  berbeda  dengan  kon- 
sep  otonomi  dan  sentralisasi  di  Indonesia.  Lantas  pertanyaannya, 
apa  bedanya  federalisme  dengan  negara  kesatuan?  Selain  itu,  kon- 
teks seperti  apa  yang  mendasari  lahirnya  sistem  politik  federal  (khu- 
susnya  di  Malaysia)  sehingga  berbeda  dengan  negara  kesatuan?  Sam- 
pai  sejauhmana  kelebihan  dan  kekurangan  sistem  politik  federal? 


'  Mengutip  dari  beberapa  tulisan  yang  terkait  dengan  politik  federalisme  yang  dihasilkan  setelah 
tahun  1945,  inter  alia,  Birch  (1957),  Livingston  (1956),  Riker  (1964),  Watts  (1966;  1970),  Wheare 
(1967),  Friedrich  (1968)  dan  Hicks  (1978). 
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Dalam  pada  itu,  maka  susunan  artikel  dibagi  sebagai  berikut:  per- 
tama,  membahas  konsep  federalisme;  kedua,  uraian  tentang  faktor 
terbentuknya  negara  federal  di  Malaysia;  ketiga,  pembagian  wewenang 
antara  pemerintah  pusat  dan  daerah;  dan  keempat,  praktlk  hubungan 
pusat-daerah  dalam  sistem  federalisme  di  Malaysia. 

KONSEP  FEDERALISME 

Akar  kata  federal  dikutip  dari  bahasa  Latin  fides  (bahasa  Latin) 
yang  berarti  himpunan  atau  ikatan.  Merujuk  pada  Mohammad  Agus 
Yusoff  (1999:66),  federalisme  berarti  juga  'persetujuan/  'perjanjian' 
atau  'perikatan/  Oleh  sebab  itu,  dalam  konteks  sistem  politik, 
federalisme  dapat  dipahami  sebagai  satu  bentuk  perjanjian  sukarela 
antara  negara-negara  berdaulat  untuk  membentuk  satu  negara  ber- 
sama.  Di  luar  itu  semua,  satu  yang  penting  dari  pemahaman  kon- 
septual  mengenai  hal  ini  ialah  bagaimana  para  sarjana  mendefi- 
nisikan  federalisme  itu  sendiri.  Merujuk  pada  penelusuran  literatur 
yang  dilakukan  oleh  Elazar  (1987),  konsep  federalisme  baru  mulai 
digunakan  sejak  tahun  1945.  Meskipun  istilah  ini  telah  cukup  lama 
diperkenalkan,  namun  diskusi  mengenai  konsep  ini  masilh  longgar 
dan  belum  diberi  arti  atau  pun  makna  yang  jelas.  Baru  setelah  Perang 
Dunia  Kedua  berakhir,  Wheare  (1967),  salah  seorang  sarjana  perintis 
kajian  federalisme  modem,  memberikan  definisi  yang  jelas. 

Menyitir  definisi  yang  dibuat  Wheare  (1967:10),  negara  federal 
adalah,  "...  method  of  dividing  powers  so  that  the  general  and  regional 
governments  are  each,  within  a  sphere,  co-ordinate  and  independent."  Me- 
rujuk pada  definisi  Wheare  ini,  sistem  federalisme  menekankan  pada 
aspek  pembagian  kekuasaan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah 
negara  bagian  ('bebas  antara  satu  sama  lain')  sebagai  logika  ber- 
pikimya.  Maknanya  sistem  federal  mensyaratkan  pembagian  ke- 
kuasaan yang  jelas  antara  kerajaan  pusat  dan  pemerintah  negara 
bagian  (pemerintah  daerah)  dan  keduanya  mesti  bebas  satu  sama 
lain.  Tetapi  jika  tidak  sepenuhnya  bebas,  maka  sistem  ini  dikatakan 
sebagai  sistem  yang  quasi-federal  (Wheare  1967:33).^  Pandangan 

^  Istilah  quasi  di  sini  diambil  dari  terminologi  hukum,  dan  istilali  ini  Iianya  penting  dalam  kon- 
teks beberapa  kasus  saja.  Sebagai  contoh,  dalam  ungkapan  quasi-kehakiman,  tambahan  isHlah 
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Wheare  ini  sebenarnya  tidak  begitu  sejalan  dengan  kajian  beberapa 
sarjana  sebelumnya,  seperti  yang  dibuat  oleh  Livingston  (1956),  Birch 
(1957),  Riker  (1964,  1975).  Begitu  juga  dengan  sarjana  sesudahnya 
seperti  Friedrich  (1968),  Watts  (1970)  dan  juga  Elazar  (2008)  yang 
menekankan  sistem  federal  bukan  hanya  berkait  dengan  pembagian 
kekuasaan  yang  kaku  (rigid)  saja,  tetapi  lebih  luas  dari  itu. 

Bagi  Livingston  (1956)  dan  Brich  (1957),  definisi  yang  ditav^arkan 
Wheare  (1967)  terlalu  legalistik  dalam  memahami  sistem  politik  federal 
karena  hanya  memfokuskan  pada  aspek  pembagian  kekuasaan  saja. 
Livingston  (1956)  misalnya,  mengkritik  Wheare  karena  menurutnya 
federalisme  bukan  hanya  sekadar  sistem  politik  yang  berbicara 
mengenai  pembagian  kekuasaan  pusat  dan  daerah,  tetapi  lebih  luas 
dari  itu.  Mengutip  Livingston  (1956:1-2),  "...  aspek  fungsi  hukum 
dan  organisasi  administratif,  [juga]  perkara  tarik-menarik  kekuasaan 
di  bidang  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya  Sedangkan  bagi 
Birch  (1957:306),  federalisme' adalah  satu  sistem,  "...  in  which  there  is  a 
division  of  powers  between  one  general  and  several  regional  authorities,  each 
of  which,  in  its  own  sphere,  is  co-ordinate  with  the  others,  and  each  of  which 
acts  directly  on  the  people  through  its  own  administrative  agencies."  Dalam 
arti  kata  lain,  federalisme,  walaupun  ada  pembagian  kuasa  antara 
pemerintah  pusat  dan  pemerintah  negara  bagian,  tetapi  keduanya 
saling  berkait  karena  sistem  ini  tidak  terlalu  membebaskan  satu  sama 
lainnya,  seperti  pendapat  Wheare. 


quasi  bertujuan  untuk  menunjukkan  aplikasi  kaidah  iindang-iindang  dalam  prosiding  ad- 
ministratif, sementara  istilah  quasi-legislatif  adalah  penting  dalam  menjelaskan  pengurangan 
kekuasaan  legislatif  dari  eksekutif.  Merujuk  pada  contoh  yang  itu,  istilah  quasi  (seperti  dalam 
quasi-federal)  juga  menunjukkan  perihal  'pengurangan'  dari  prinsip  federal  yang  sejatinya— 
boleh  jadi  persinggimgan  antara  sistem  negara  kesatuan  dan  sistem  negara  federal.  Merujuk 
pada  itstilah  ini,  Wheare  (1967:34)  berargumen,  federalisme  tidak  boleh  ditafsirkan  secara  dog- 
matik  sebagai:  "Federal  government  is  not  always  and  even/where  good  government.  It  is  only  at 
the  most  a  means  to  good  government,  not  a  good  in  itself."  Hal  ini  bermakna  bahwa  kefederalan 
suatu  negara  yang  menganut  sistem  federal  sangat  bergantung  pada  situasi  dan  kondisi  yang 
ada  di  negara  bersangkutan.  Lebih  lanjut  Wheare  (1967:20)  menjelaskan,  di  Kanada  sebagai 
contoh,  bukan  saja  eksekutif  boleh  memveto  ordinan-ordinan  wilayah,  tetapi  parlemen  juga 
boleh  memformulasi  undang-undang  bagi  negara  bagian.  Sebab  itulah  Wheare  mengatakan 
jika  ingin  melihat  pemerintah  federal,  adalah  penting  untuk  kita  melihat  juga  kepada  praktik 
pemerintahan.  Sebuah  pemerintah  federal  mungkin  tidak  ada,  melalui  definisi  ketat  sebuah 
konstitusi  federal,  tetapi  secara  praktiknya  ia  mungkin  bergerak  sebagai  sebuah  pemerintahan 
yang  quasi-federal. 
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Pandangan  di  atas  turut  didukung  oleh  kajian  Watts  (1970:8) 
yang  menyatakan  bahwa  pemerintah-pemerintah  dalam  sistem  fe- 
deral tidaklah  bebas  satu  sama  lainnya,  tetapi  saling  bergantung. 
Apabila  kedua  tingkat  pemerintah  saling  bergantung,  maka  tidak 
ada  pihak  yang  perlu  menjadi  subordinat.  Karena  itu,  ciri-ciri  yang 
paling  mendasar  dari  sistem  persekutuan  dalam  pandangan  Watts 
(1970:8)  ialah  satu  sistem  politik  yang  diasaskan  oleh  dua  subsistem— 
pemerintah  pusat  dan  daerah,  "...  in  which  the  component  governments 
are  co-ordinate,  in  the  sense  that  neither  is  politically  subordinate  to  the 
other  hut  which  interact  with  each  other  at  many  points  both  co-operatively 
and  competitively."  Dengan  kata  lain.  Watts  menyatakan  bahwa  ciri- 
ciri  dasar  sistem  federal  ialah  satu  sistem  politik  yang  mempunyai 
dua  subsistem  yang  mana  semua  tingkatan  pemerintahnya  adalah 
sederajat.  Maknanya  tiada  yang  lebih  rendah  dari  yang  lain,  malah 
sebaliknya  selalu  berkait  antara  satu  sama  lain  dalam  banyak  aspek 
kerja  sama. 

Pandangan  di  atas,  sejalan  dengan  kajian  sebelumnya  yang  dibuat 
oleh  Riker  (1964:11),  di  mana  beliau  menyatakan  negara  federalisme 
memiliki  ciri-ciri:  (i)  dua  buah  pemerintahan  yang  memerintah  wilayah 
dan  rakyat  yang  sama;  (ii)  setiap  tingkat  pemerintahan  sekurang- 
kurangnya  mempunyai  otonomi  dalam  satu  bidang  aktivitas;  dan 
(iii)  sekurang-kurangnya  ada  sedikit  jaminan  otonomi  bagi  setiap 
pemerintahan  dalam  bidang  kekuasaan  masing-masing.  Karakteristik 
pemerintah  yang  (saling)  otonom  menjadi  ciri  paling  penting  dalam 
kerangka  kerja  Riker.  Bahkan  dalam  tulisannya  yang  lain,  Riker 
(1975:101)  menjelaskan  secara  lebih  lanjut  mengenai  sistem  federal 
sebagai,  "...  political  organization  in  which  the  activities  of  government  are 
divided  between  regional  governments  and  a  central  government  in  such  a 
way  that  each  kind  of  government  has  some  activities  on  which  it  makes  final 
decision."  Sejalan  dengan  pandangan  tersebut,  Friedrich  (1968:7)  turut 
membahas  bahwa  sistem  federal  sebagai  satu  proses: 

...  a  number  of  separate  political  communities  enter  into  arrangements 
for  working  out  solutions,  adapting  joint  policies,  and  making  joint  decisions 
on  joint  problems,  and,  conversely,  also  [a]  process  by  which  a  unitary 
political  community  becomes  diffirentiated  into  a  federally  organized  whole. 
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Oleh  karena  sistem  federal  menyertakan  perundingan  di  an- 
tara  pemerintah-pemerintah  yang  otonom  untuk  membentuk  peme- 
rintahan  pusat  (federal)  guna  memberi  kesempatan  kepada  pemerintah 
(pusat)  tersebut  untuk  membuat  keputusan  bersama,  maka  definisi 
ini  menjelaskan  bahwa  sistem  federal  tidak  bisa  dipahami  tanpa 
memjuk  kepada  latar  belakang  sosial  sebuah  masyarakat.  Aspek 
inilah  yang  membedakan  definisi  federalisme  Friedrich  dengan 
Wheare  yang  hanya  mementingkan  elemen  hukum  atau  perundang- 
undangan  dalam  mendefinisikannya.  Sementara  itu,  Elazar  (2008:2), 
menilai  bahwa  sistem  federalisme  bukan  saja  sebagai  susunan 
pemerintahan  yang  berperingkat  dan  saling  bekerjasama,  tetapi  juga 
saling  mengutamakan  rasa  saling  hormat-menghormati  antara  setiap 
tingkatan  pemerintah  terhadap  kekuasaan  masing-masing.  Ini  karana 
negara  tidak  boleh  stabil  dan  maju  jika  setiap  peringkat  kerajaan  tidak 
boleh  bekerjasama. 

Dari  keseluruhan  uraian  konsepsual  di  atas,  nampak  terdapat 
perbedaan  pendapat  di  antara  sarjana  mengenai  definisi  dan  konsep 
mengenai  sistem  negara  federal.  Akan  tetapi,  meski  terdapat  perbedaan 
tersebut,  umumnya  sarjana-sarjana  tersebut  setuju  bahwa  sistem  federal 
ialah  sistem  yang  mempunyai  dua  tingkat  dalam  pemerintahan— 
pusat  dan  negara  bagian— yang  memerintah  wilayah  dan  rakyat  yang 
sama;  dan  setiap  tingkat  pemerintah  tersebut  mempunyai  otonomi 
dalam  bidang  kekuasaannya  masing-masing.  Bidang  kekuasaan  yang 
otonom  ini  biasanya  ialah  pertahanan,  keuangan  dan  kebijakan  luar 
negeri  imtuk  pemerintah  pusat  (federal)  dan  tanah,  agama  serta 
adat  istiadat  setempat  untuk  pemerintah  negara  bagian.  Selain  itu, 
mereka  juga  sepakat  menyatakan  bahwa  sistem  federal  mempunyai 
ciri-ciri:  adanya  konstitusi  yang  menjelaskan  pembagian  kekuasaan 
legislatif,  eksekutif  dan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan 
daerah;  konstitusi  tidak  boleh  diamandemen  oleh  satu  pemerintah 
saja;  dan  mesti  ada  badan  kehakiman  tertinggi  untuk  menyelesaikan 
perselisihan  yang  mungkin  timbul  dalam  konteks  negara  federal.  Ini 
semua  untuk  memastikan  bahwa  negara  federal  tersebut  berjalan 
dengan  baik  seperti  halnya  tujuannya  dibentuk. 
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TERBENTUKNYA  NEGARA  FEDERAL  MALAYSIA 

Setelah  membahas  definisi  konsep  federalisme,  satu  persoalan 
lain  yang  menarik  yang  perlu  dibahas  adalah  apakah  faktor  yang 
menyebabkan  masyarakat  memerlukan  penyatuan  dalam  bentuk 
sistem  federalisme?  Mengutip  dari  beberapa  sarjana,  menunjukkan 
bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  sebuah  negara 
memilih  sistem  federalisme.  Watts  (1966:42)  misalnya,  menyatakan 
faktor  yang  menentukan  sebuah  negara  memilih  federalisme  ialah: 
(i)  hasrat  untuk  mendapatkan  kemerdekaan  politik  (dalam  satu 
imit  politik  yang  besar);  (ii)  harapan  untuk  mendapat  keuntungan 
ekonomi;  (iii)  keperluan  untuk  menjalankan  sistem  administrasi 
negara  yang  baik;  (iv)  merapatkan  hubungan  luar  negeri  dari  segi 
diplomatik  dan  ketentaraan;  (v)  penyatuan  komunitas  yang  digariskan 
oleh  dasar  bangsa,  agama  dan  budaya;  (vi)  faktor  geografi;  (vii) 
pengaruh  sejarah;  (viii)  ciri-ciri  kepemimpinan  politik;  (ix)  pengaruh 
pemerintah  kolonial  dalam  membentuk  konstitusi  berdasarkan 
model-model  sistem  federal  yang  sukses.  Sementara  itu,  Wheare 
(1967:37-42)  memberikan  beberapa  sebab  kenapa  sebuah  negara  perlu 
menyelenggarakan  pemerintahan  federal.  Diantaranya:  (i)  keperluan 
pertahanan  bersama;  (ii)  hasrat  untuk  bebas  dari  ancaman  luar 
negeri;  (iii)  kepentingan  ekonomi;  (iv)  masyarakat  yang  terdiri  dari 
pelbagai  etnik;  (v)  persaman  institusi  politik  dan  masyarakat;  (vi) 
kepemimpinan  pada  waktu  yang  tepat;  dan  (vii)  kedudukan  geografi 
yang  sesuai  untuk  pembentukan  sebuah  pemerintah  federal. 

Dua  pandangan  tersebut,  tidak  sama  dengan  yang  disampai- 
kan  oleh  Riker  (1964).  Riker  menolak  beberapa  faktor  di  atas  karena 
dianggap  tidak  relevan,  sebab  terlalu  umum  dan  justru  faktor-faktor 
itu  dirasa  usang  untuk  negara-negara  federal  yang  lahir  pasca  PD 
IL  Faktor-faktor  yang  dimaksudkan  ialah  seperti  ekonomi,  struktur 
masyarakat,  keperluan  dalam  pengadminsitrasian,  hasrat  untuk  ke- 
merdekaan dan  persamaan  institusi  masyarakat  dan  politik  ada- 
lah faktor  umum  yang  ada  dalam  semua  negara.  Faktor  geografi 
juga  tidak  dapat  diterima  karena  untuk  negara  seperti  Malaysia 
(khususnya  negara  bagian  Sabah  dan  Sarawak  (di  Pulau  Kalimantan) 
dari  segi  geografis  tidak  terletak  bersebelahan  dengan  Semenanjung 
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Malaysia),  tetapi  Malaysia  tetap  berdiri  sebagai  sebuah  negara  federal 
Sedangkan  faktor  pengaruh  pemerintah  kolonial  dalam  membentuk 
konstitusi  berdasarkan  model-model  sistem  federal  yang  sukses,  yang 
diargumentasikan  oleh  Watts  hanya  terpakai  untuk  negara-negara 
yang  pemah  dijajah  oleh  Inggris  saja  dan  tidak  bisa  diaplikasikan 
oleh  negara-negara  lain. 

Berdasarkan  pemyataan  di  atas,  Riker  (1964:12)  memberikan  pan- 
dangannya  bahwa  faktor  ancaman  merupakan  hal  utama  mengapa 
sebuah  negara  bekerjasama  dan  membentuk  negara  federal.  Dalam 
tesisnya,  Riker  (1964:13)  menjelaskan: 

I  have  examined  all  the  instances  of  the  creation  of  a  federalism  since 
1786  giving  [the]  most  detailed  attention  to  the  invention  of  centralized 
federalism  in  the  United  States  ....  For  those  federalisms  which  have  survived, 
I  am  able  to  show,  that  the  two  conditions  existed  at  the  origin;  and,  for  those 
which  failed,  I  am  able  to  about  that  either  the  conditions  never  existed  or 
they  existed  only  momentarily. 

Dari  tesis  Riker  di  atas,  terbentuknya  negara  federal  Malaysia 
sepertinya  berlaku  hal  demikian.  Sebagai  contoh,  pembentukan  fe- 
deral disebabkan  oleh  karena  adanya  faktor  ancaman,  balk  ancaman 
dari  dalam  maupun  dari  luar.  Ancaman  dari  dalam  yang  dirasakan 
oleh  Malaysia  ketika  itu,  ialah  ancaman  dari  bangsa  China  yang 
dirasa  telah  melebihi  jumlah  penduduk  Melayu-Malaysia,  sekiranya 
Singapura  bergabung  dengan  Tanah  Melayii  awal  tahun  1950- 
an.^  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Tunku  Abdul  Rahman  (1982:64), 
"sekiranya  Singapura  saja  yang  diterima  untuk  bergabung  dengan 
Tanah  Melayu,  maka  Federalisme  Malaysia  akan  mempunyai  sejuta 


^  Penduduk  China  di  Singapura  pada  tahun  1960  berjumlah  1  juta  orang;  penduduk  Melayu  di 
Tanah  Mela)nj  adalah  3,1  juta  orang,  sedangkan  penduduk  China  di  Tanah  Melayu  adalah  2,3 
juta  orang  dan  700.000  lainnya  adalah  orang  India  (Ratnam  1969;  Tunku  Abdul  Rahman  1982). 
Jika  Singapura  dimasukkan  ke  dalam  federalisme  Malaysia,  maka  jumlah  penduduk  China 
di  Malaysia  akan  meningkat  dan  melebihi  jumlah  orang  Melayu  sendiri.  Jika  hal  ini  terjadi, 
maka  tentunya  akan  memberi  dampak  negatif  terhadap  lanskap  serta  kedinamisan  politik  di 
Malaysia.  Oleh  sebab  itu,  ancaman  akan  lemahnya  kekuatan  politik  Melayu  di  Semenanjung 
hams  ditutupi  dengan  masuknya  negara  berdaulat  di  Kalimantan  Utara  (Sarawak  dan  Sabah) 
yang  mayoritas  penduduknya  adalah  Melayu  sehingga  menciptakan,  paling  tidak,  kesetaraan 
jumlah  pendudukan  antara  China  berbanding  dengan  Melayu. 
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penduduk  China  [yang]  melebihi  orang  Melayu."  Oleh  kerana  itu, 
saran  elite  politik  Melayu  pada  saat  itu  adalah  pada  saat  mendirikan 
negara  federal  Malaysia,  ia  hams  menyertakan  negara-negara  bagian 
di  Kalimantan  Utara  untuk  mengimbangi  jumlah  rakyat  China  di 
Malaysia. 

Sedangkan  ancaman  dari  luar  di  rasa  seperti  wujudnya  ancaman 
paham  komunis  yang  menyebar  luas  di  Singapura  dan  juga  tuntutan 
dari  Filipina  serta  ancaman  dari  Indonesia  (di  sekitar  tahun  1963 
hingga  1965)  yang  menyatakan  akan  mengambil  alih  wilayah  Sabah 
dan  Sarawak  di  Kalimantan  Utara.'^  Pada  masa  itu,  Presiden  Soekarno 
tengah  berusaha  untuk  memperluas  wilayah  Indonesia  dengan 
menyatukan  provinsi-provinsi  di  seluruh  Borneo  atau  Kalimantan. 
Masalah  mengenai  Kalimantan  Utara  juga,  ancaman  dari  luar  yang 
dirasakan  Malaysia  bukan  saja  datang  dari  pemerintah  Indonesia, 
tetapi  juga  datang  dari  tuntutan  pemerintah  Filipina  terhadap  Sabah 
yang  dianggap  masih  bagian  dari  negaranya.  Tuntutan  Filipina  ini 
berdasarkan  fakta,  "...  hak  kedaulatan  wilayah  itu  masih  terletak 
kepada  kesultanan  Sulu.  Pendudukan  awal  Messrs.  Overbeck  dan 
Dent  et.  Al.  dan  kemudiannya  oleh  Syarikat  Borneo  Utara  British 
di  wilayah  itu  adalah  pendudukan  pajakan  atau  seorang  pentadbir, 
bukan  pendudukan  seorang  tuan  punya  atau  pemerintah"  (Mohd. 
Ariff  Othman  1988:45). 

Tesis  Riker  (1964)  di  atas  disetujui  pula  oleh  Mohamed  Nordin 
Sopiee  (1976)  yang  mengkaji  tentang  proses  pembentukan  federalisme 
Malaysia.  Dalam  kajiannya,  Sopiee  menjelaskan  terdapat  dua  teori 
utama  tentang  proses  pembentukan  Malaysia,  yaitu  teori  keamanan 
{security  theory)  dan  teori  pengembangan  atau  perluasan  wilayah 


"  Pada  awal  tahun  1960-an,  Singapura  diliputi  oleh  dinamika  politik  yang  begitu  tinggi.  Kerusuh- 
an  yang  diinisiasi  oleh  kalangan  mahasiswa,  mogok  buruh  dan  semakin  kuatnya  pengaruh 
sayap  kiri  di  Singapura  membuat  risau  elite  politik  di  Tanah  Melayu.  Apalagi  kemenangan 
calon  Barisan  Sosialis  dalam  pemilihan  umum  di  Singapura  pada  bulan  April  1961,  semakin 
mengancam  stabilitas  dan  keterHban  politik  di  Tanah  Melayu  yang  berada  di  sebelah  utara 
negara  tersebut.  Bagi  elite  politik  di  Malaysia,  keadaan  seperH  ini  akan  merugikan  Tanah  Mel- 
ayu sekiranya  Singapura  dikuasai  komunis.  Oleh  karena  itu,  jalan  yang  paling  baik  ialah  men- 
yarankan  Singapura  untuk  menyertai  negara  federal  Malaysia  supaya  ancaman  tersebut  dapat 
disekat  semakin  memperburuk  keamanan  dan  kestabilan  politik  di  Tanah  Melayu.  Merujuk 
Ratnam  (1969)  dan  Tunku  Abdul  Rahman  (1982),  untuk  pembahasan  yang  lebih  lanjut  menge- 
nai hal  ini. 
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{expansion  theory).  Sopiee  berargumen  bahwa  yang  disebutkan  terakhir 
meliputi  fase  pertama  antara  tahun  1955  hingga  tahun  1960  (waktu 
di  mana  Tanah  Melayu  sedang  bersiap  diri  iintuk  melaksanakan 
kemerdekaan),  dan  faktor  keamanan  meliputi  fase  kedua  antara 
awal  tahun  1960  hingga  tahun  1963  (yaitu  ketika  ancaman  dari  luar 
seperti  tuntutan  Filipina  terhadap  negara  bagian  Sabah  dan  juga 
konfrontasi  dengan  Indonesia).  Meskipun  ada  faktor  lain  yang  turut 
mempengaruhi  pembentukan  federalisme  Malaysia,  tetapi  ana- 
lisis  penulis  bahwa  faktor  ancamanlah  yang  menjadi  faktor  utama 
pembentukan  negara  federal  Malaysia.  Paling  tidak  ini  sejalan  dengan 
uraian  Means  (1976:333)  yang  menyatakan,  "...the  political  threat  posed 
by  the  anti  Malaysia  opposition  parties  and  the  threatened  resurgence  of 
communal  hostilities  over  alterations  in  the  status  quo,"  adalah  asas  yang 
mempercepatkan  lagi  proses  pembentukan  federalisme  Malaysia. 
Oleh  karena  itu,  jika  tidak  ada  ancaman  etnik  di  Tanah  Melayu, 
ancaman  komunis  di  Singapura,  tuntutan  Filipina  terhadap  Borneo 
Utara  dan  ancaman  Indonesia  untuk  membentuk  Indonesia  Raya 
(yang  meliputi  Republik  Kalimantan  Utara),  belum  tentu  federalisme 
Malaysia  ada  seperti  hari  ini. 

PEMBAGIAN  WEWENANG  PEMERINTAH  PUSAT  DAN  DAERAH 

Bahasan  sebelum  ini  telah  menguraikan  konsep  federalisme  dan 
beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terbentuknya  sebuah  sistem 
poUtik  federal,  khususnya  di  Malaysia.  Satu  hal  yang  jelas  dari 
bahasan  tersebut  ialah  betapa  pentingnya  diwujudkan  pembagian 
kekuasaan  antara  pemerintah  pusat  (federal)  dan  pemerintah  negara 
bagian— dalam  konteks  Malaysia  disebut  negeri— supaya  sistem  po- 
litik  yang  terbentuk  dapat  dilanggengkan.  Pembagian  kekuasaan 
ini,  seperti  yang  telah  dijelaskan  adalah  satu  dari  syarat  dasar  ba- 
gi  terwujudnya  sistem  federal.  Karena  itulah,  uraian  mengenai  we- 
wenang  masing-masing  tingkatan  pemerintahan  menjadi  sangat  pen- 
ting  baik  wewenang  pusat  (pemerintah  federal),  wewenang  daerah 
(pemerintah  negara  bagian)  maupun  wewenang  bersama,  paling  ti- 
dak dapat  dijadikan  pelajaran  penting  {lesson  learned)  bagi  Indonesia 
untuk  memperkokoh  otonomi  daerah  yang  sedang  berlangsung. 
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Untuk  memahami  hal  tersebut,  maka  pembahasan  mengenai 
pembagian  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah 
daerah  di  Malaysia  menjadi  amat  penting  dalam  bagian  ini.  Di  Ma- 
laysia, pembagian  kekuasaan  antara  legislatif  dan  eksekutif,  anta- 
ra pemerintah  federal  dan  pemerintah  negara  bagian  diatur  dalam 
Konstitusi  Federal  mereka  terutama  dalam  Pasal-pasal  71  hingga 
81.  Dalam  pasal-pasal  tersebut  antara  lain  mengamanatkan  adanya 
jaminan  (negara)  federal  terhadap  konstitusi  negara  bagian,  keisti- 
mewaan  undang-undang  negara  bagian,  hal-hal  imdang-undang  fe- 
deral dan  negara  bagian,  pembagian  kekuasaan  pemerintah  dan  ke- 
wajiban  negara  bagian  kepada  negara  federal.  Pasal  73(b)  misalnya, 
menjelaskan  bahwa  negara  federal  boleh  membuat  undang-undang 
untuk  seluruh  atau  sebagian  dari  negara  bagian,  sedangkan  parlemen 
negara  bagian  juga  dibenarkan  untuk  memformulasi  undang-undang 
imtuk  seluruh  atau  sebagian  dari  wilayah  yang  urusnya.  Pembagian 
kekuasaan  legislatif  ini  termaktub  dalam  Jadual  Kesembilan  (Kon- 
stitusi Federal  Malaysia)  yang  menjelaskan  secara  terperinci  bidang 
kekuasaan  antara  pemerintah  federal,  pemerintah  negara  bagian  dan 
kekuasaan  (yang  dapat  dikelola  secara)  bersama. 

Sementara  itu,  bidang-bidang  yang  dikuasai  atau  menjadi  we- 
wenang pemerintah  federal  adalah  hal  ihwal  urusan  luar  negeri; 
pertahanan;  keamanan  dalam  negeri;  hukum;  kewarganegaraan;  ma- 
ta  uang;  perbankan  dan  pertukaran  uang  asing;  pinjaman  kepada 
atau  peminjaman  oleh  negara-negara  bagian;  perdagangan  dan  in- 
dustri;  perkapalan,  pelayaran  dan  perikanan;  perhubungan  dan 
pengangkutan;  penyiaran  dan  televisi;  pekerjaan  umum,  termasuk 
menyediakan  supply  listrik;  melakukan  peninjauan,  penyiasatan 
dan  penyelidikan;  pendidikan;  perobatan  dan  kesehatan;  buruh 
dan  keselamatan  sosial;  percetakan  dan  alat  cetak  mencetak;  dan 
serikat  kerja  sama  (Konstihisi  Malaysia,  Jadual  Kesembilan,  Daftar 
I).  Di  semua  negara  yang  menganut  sistem  federalisme,  hal-hal  se- 
perti  hubungan  luar  negeri,  pertahanan,  keamanan  dalam  negeri, 
kewarganegaraan  dan  keuangan  selalu  dilimpahkan  tanggung  ja- 
wabnya  kepada  negara  federal,  baik  karena  karakteritik  nasionalnya 
ataupun  disebabkan  kepercayaan  bahwa  hanya  negara  pusat  yang 
bisa  menyelesaikan  secara  efektif  masalah-masalah  yang  mungkin 
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timbul  dalam  hal-hal  tersebut.  Ini  dihitung  sebagai  fungsi-fungsi 
yang  wajib  diselenggarakan  oleh  pemerintah  pusat. 

Sedangkan  bidang-bidang  yang  berkaitan  dengan  wewenang 
negara  bagian  diantaranya:  undang-undang  agama  Islam;  tanah; 
pertanian  dan  perhutanan;  birokrasi  dan  pelayanan  publik  yang 
bersifat  lokal;  dan  Iain-lain  pelayanan  yang  bercorak  lokal  (Konstitusi 
Malaysia,  Jadual  Kesembilan,  Daftar  II).  Untuk  negara  bagian  Sarawak 
dan  Sabah,  beberapa  kewenangan  khusus  diberikan  selain  dari 
yang  telah  disebutkan  di  atas,  yaitu  hak  istimewa  berkaitan  dengan 
undang-undang  dan  adat-istiadat  bumiputera;  lembaga  ataupun 
badan  otoritatif  yang  dibentuk  oleh  undang-undang  negara  bagian 
(Sabah  dan  Sarawak);  pelabuhan— selain  dari  yang  dipunyai  oleh 
pemerintah  pusat;  perpustakaan,  museum  dan  wilayah  arkeologi;  dan 
di  Sabah,  kereta  api  Sabah  (Konstitusi  Malaysia,  Jadual  Kesembilan, 
Daftar  IIA). 

Manakala  kewenangan  bersama  yang  diemban  oleh  kedua  peme- 
rintahan  (Senarai  Bersama)  meliputi  kesejahteraan  sosial;  beasiswa; 
perlindungan  terhadap  binatang-binatang  liar;  taman  nasional; 
ternak;  perencanaan  kota  dan  desa;  penjaja-penjaja;  kesehatan  publik; 
pemaritan  dan  pengairan;  dan  pemulihan  tanah  tambang  (Konstitusi 
Malaysia,  Jadual  Kesembilan,  Daftar  III).  Untuk  negara  bagian  Sabah 
dan  Sarawak,  kewenangan  lainnya  turut  ditambah  seperti  undang- 
undang  perkawinan,  perceraian  dan  penjagaan  anak;  perdagangan 
barang-barang  makanan  dan  barang  lain;  perkapalan  yang  beratnya 
kurang  dari  15  ton;  produksi  dan  distribusi  air  serta  listrik;  pertanian 
dan  perhutanan;  panggung  teater;  pemilihan  umum  lokal  untuk 
memilih  anggota  parlemen  daerah.  Selain  itu,  di  Sabah  (tidak  untuk 
kasus  Sarawak)  hingga  Kuala  Lumpur  (Konstitusi  Malaysia,  Jadual 
Kesembilan,  Daftar  IIIA).  Tetapi  setelah  tahun  berkenaan  hingga  seka- 
rang  ini  dua  hal  tersebut  menjadi  kewenangan  dan  tanggung  jawab 
negara  bagian  Sabah. 

Merujuk  pada  pembagian  kewenangan  tersebut  nampak  jelas 
bahwa  pemerintah  pusat  diberi  kekuasaan  yang  cukup  luas.  Di 
samping  itu,  apabila  terjadi  konflik  antara  undang-undang  federal 
dan  negara  bagian,  maka  undang-undang  pemerintah  federal  yang 
dijadikcin  rujukan  sebagai  alat  untuk  menyelesaikan  konflik.  Pasal 
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75  Konstitusi  Malaysia,  misalnya,  menjelaskan:  "]ika  mana-mana 
undang-undang  Negeri  [negara  bagian]  adalah  berlawanan  dengan 
sesuatu  undang-undang  Persekutuan  [federal],  maka  undang-undang 
Persekutuan  itu  yang  dipakai  dan  undang-undang  Negeri  itu  batal, 
karena  berlawanan  dengan  undang-undang  Persekutuan  itu."  Hal 
ini  raenunjukkan  bahwa  pemerintah  pusat  mempunyai  kekuasaan 
untuk  mengatasi  undang-undang  negara  bagian  terhadap  pasal-pasal 
yang  termasuk  dalam  Kewenangan  Bersama  dan  pemerintah,  dengan 
demikian  boleh  melakukan  campur  tangan  dalam  undang-imdang 
negara  bagian,  khususnya  dalam  hal  kesejahteraan  masyarakat, 
kesehatan  publik  dan  pelayanan  hewan— jika  dirasakan  perlu  demi 
kepentingan  negara.  Ini  dengan  jelas  menunjukkan  bahwa  konstitusi 
Malaysia  memberikan  kekuasaan  yang  luas  kepada  pemerintah  pusat 
jika  dibandingkan  dengan  pemerintah  negara  bagian  yang  hanya 
mempunyai  kekuasaan  yang  terbatas  pada  hal-hal  yang  kurang 
penting  dan  besifat  lokal  semata. 

Konstitusi  Malaysia  juga  member!  kekuasaan  kepada  anggota 
parlemen  (di  tingkat  nasional)  untuk  masuk  dalam  bidang  keku- 
asaan legislatif  daerah  dalam  tiga  hal.  Pasal  76(1)  sebagai  contoh, 
membenarkan  anggota  parlemen  pusat  untuk  membuat  undang- 
undang  yang  tertulis  dalam  kekuasaan  negara  bagian  dalam  kasus- 
kasus  seperti:  (a)  untuk  maksud  melaksanakan  macam-macam  per- 
janjian  atau  konvensi  antara  negara  pusat  dengan  semua  negara 
bagian,  ataupun  keputusan  organisasi  intemasional  yang  dianggotai 
oleh  negara  pusat;  (b)  untuk  mengadakan  persamaan  undang- 
undang  dari  antara  dua  negara  bagian  atau  lebih;  (c)  jika  diminta 
oleh  anggota  parlemen  daerah  manapim.  Kekuasaan  yang  umum 
tersebut  merupakan  ancaman  terhadap  prinsip  sistem  federal  karena 
telah  menyediakan  ruang  bagi  'memanjangkan  tangan'  kekuasaan 
legislatif  pusat- apalagi  seperti  termaktub  dalam  ayat  (a)  dan  (b)  di 
atas.  Ini  karena  izin  dari  negara-negara  bagian  tidak  diperlukan.  Jika 
pemerintah  pusat  menggunakan  kekuasaannya  melalui  Pasal  76(1), 
maka  negara  bagian  menjadi  tidak  berdaya  dan  prinsip  federalisme 
otomatis  tercederai. 

Pencederaan  prinsip  federalisme  juga  boleh  dilihat  pada  Pasal 
76(4)  yang  juga  memberi  kewenangan  kepada  negara  federal:  "... 
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untuk  menentukan  persamaan  undang-undang  dan  kesejahteraan, 
memformulasi  undang-undang  mengenai  kepemilikan  tanah,  hubung- 
an  antara  tuan  tanah  dengan  penyewa,  pendaftaran  hak  milik  dan 
yang  berhubungan  dengan  kepemilikan  tanah,  pindah  kepemilikan 
tanah,  gadai,  pajak  tanah,  mengambil  tanah  dengan  paksa,  mengenai 
tingkat  dan  penilaian  tanah,  dan  pemerintah  daerah  Begitu  juga 
dalam  bidang  perhutanan.  Biarpun  parlemen  pusat  tidak  berkuasa 
untuk  memformulasi  undang-undang  tanah,  tetapi  parlemen  pusat 
(bagaimanapun)  boleh— dengan  tujuan  untuk  menyeragamkan  per- 
aturan  dan  kebijakan,  menggunakan  kekuasaannya  di  bawah  Pasal 
76(l)(b)  untuk  membuat  undang-undang  yang  berkaitan  dengan 
perhutanan.  Lebih  dari  itu,  dalam  bidang  pembangunan  negara— 
seperti  tertuang  dalam  Pasal  92(1),  Konstitusi  Malaysia  membenarkan 
pemerintah  pusat  mendapat  tanah  negara  bagian  dengan  alasan  untuk 
tujuan  tersebut.  Di  samping  itu,  pembagian  kekuasaan  keuangan 
(berdasar  pada  Pasal  96  hingga  112)  memberikan  kewenangan  yang 
amat  luas  kepada  pemerintah  pusat  untuk  mengawal  sumber-sumber 
yang  penting. 

Jadi,  secara  ringkas  dapat  disimpulkan  bahwa  Malaysia  adalah 
sebuah  negara  yang  mempraktikkan  sistem  federalisme  terpusat 
[centralized  federalism)  seperti  halnya  negara  kesatuan  Indonesia. 
Oleh  karena  itu,  kewenangan  dan  kekuasaan  lebih  berat  terasa  ke 
arah  pemerintah  pusat.  Secara  teoritikal,  tujuan  centralized  federalism 
adalah  untuk  menyeragamkan  sistem  perpajakan,  memastikan  pela- 
yanan  pajak  yang  efektif,  membuat  pemerintah  pusat  lebih  mudah 
mengarahkan  keuangan  publik  untuk  kebijakan  fiskal  yang  baik 
serta  menjaga  kesejahteraan  ekonomi  negara.  Malah  beberapa  sum- 
ber  pajak  utama  seperti  pajak  pendapatan,  pajak  impor-ekspor  dan 
lainnya  semuanya  dikutip  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  pihak 
yang  diberi  kewenangan  oleh  undang-undang  (Pasal  96  Konstitusi 
Malaysia).  Sebaliknya,  pinjaman  untuk  menutupi  defisit  dalam 
perbelanjaan  di  beberapa  daerah  (negara  bagian)  yang  mempunyai 
sumber  keuangan  yang  terbatas,  tidak  boleh  dilakukan  dengan  bebas 
karena  undang-undang  membatasi  pinjaman  luar  negeri.  Pasal  111(2) 
misalnya,  menetapkan:  "Negara  bagian  tidak  boleh  meminjam  ... 
kecuali  dari  negara  federal  atau,  untuk  jangka  waktu  tidak  lebih  dari 
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lima  tahun,  dari  bank  atau  sumber  keuangan  lainnya  yang  diizinkan 
oleh  pemerintah  federal 

Berbeda  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  di  Malaysia 
hanya  mendapat  sumber-sumber  keuangannya  dari  sumber-sum- 
ber  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Bagian  III,  Jadual  Kesepuluh 
Konstitusi,  yaitu  dari  hasil-hasil  yang  dikutip,  diberi  atau  diperoleh 
di  dalam  negara-negara  bagian  itu  sendiri.  Sumber  ini  termasuk  hasil 
pertambangan,  tanah  dan  hutan;  pelbagai  hasil  dari  perizinan  dan 
pajak  hiburan;  uang  sanksi  yang  diperoleh  dari  pengadilan  yang  bukan 
pengadilan  federal;  retribusi  pelayanan  (tertentu)  yang  dijalankan  oleh 
kantor  pemerintah  negara  bagian;  retribusi  air  dan  juga  penerimaan 
dari  penjualan  tanah  dan  penjualan  harta  negara  bagian.  Selain  itu, 
seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  11 0(3 A),  daerah  bisa  mendapat 
pajak  ekspor  atas  galian  (selain  timah)  yang  dihasilkan  di  wilayahnya — 
berdasar  ketetapan  dan '  pengesahan  parlemen  pemerintah  pusat. 
Selain  itu,  pada  mulanya  negara-negara  bagian  yang  mempunyai 
sumber  minyak  menerima  royalti  bersama  dengan  12,5%  dari  minyak 
yang  diperoleh  dari  negara  bagian  tersebut.  Namun  pada  tahun  1974, 
ketika  Petronas  (Petroleum  Nasional,  perusahaan  minyak  nasional 
Malaysia)  didirikan  di  bawah  Petroleum  Development  Act  1974  (No. 
144),  metode  pembagian  keuntungan  diamandemen,  di  mana  negara 
bagian  penghasil  minyak  hanya  menerima  5%  dari  keseluruhan  hasil 
pertambangan  tersebut,  dan  selebihnya  diberikan  kepada  Petronas 
dan  perusahaan  minyak  yang  mengelola  produksi  minyak  tersebut.^ 

Dari  bahasan  di  atas,  terlihat  bahwa  sumber  pendapatan  nega- 
ra bagian  amat  terbatas  berbanding  dengan  sumber-sumber  yang 


5  Contoh  metode  pembagian  keuntungan  minyak  adalah  sebagai  berikut.  Apabila  produksi 
minyak  setahun  ialah  100.000  barel,  maka  5%  hasil  penjualannya  (atau  setara  dengan  5.000 
barel)  akan  diberikan  kepada  negara  bagian  penghasil,  dan  5%  lagi  diberikan  kepada  pemer- 
intah pusat.  Hasil  penjualan  sebanyak  20.000  barel  lagi  (atau  kurang,  tergantung  kepada  biaya 
produksi)  akan  diberikan  kepada  perusahaan  minyak  yang  melakukan  produksi  untuk  me- 
menuhi  biaya  operasi.  Sisanya  sebanyak  70.000  barel  (atau  lebih,  terganhing  kepada  produksi) 
akan  dibagi  kepada  Peh-onas  sebesar  70%  dan  30%  kepada  perusahaan  minyak-yaitu  49.000 
barel  kepada  Petronas  dan  21.000  barel  kepada  perusahaan  minyak  yang  bersangkutan.  Di 
bawah  perjanjian  tersebut,  Petronas  akan  membayar  kepada  pemerintah  federal  sebesar  5% 
dan  penjualan  kasar  dalam  bentuk  tunai,  sebagai  keunhingan  yang  mesti  diberikan  Petronas 
kepada  pemerintah  pusat.  Pemerintah  pusat  juga  akan  menerima  pajak  pendapatan  dari  Petro- 
nas dan  perusahaan  minyak  dengan  sebesar  45%  (Abdullah  Ayub  1979:318-319). 
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diperoleh  oleh  pemerintah  pusat.  Oleh  karena  kekuasaan  keuang- 
an  yang  dimiliki  oleh  negara  bagian  terbatas,  dan  mereka  juga  ber- 
keberatan  untuk  menaikkan  tingkat  pajak  di  bawah  wilayah  ke- 
kuasaannya,  maka  tidak  heran  apabila  pemerintah  daerah  sangat 
berganhing  kepada  pemerintah  pusat,  khususnya  dalam  hal  bantuan 
keuangan.  Pemerintah  pusat  boleh  jadi  amat  senang  memberikan 
bantuan  ini— terutama  kepada  negara  bagian  yang  diperintah  oleh 
partai  politik  yang  sama  dengan  partai  mereka,  tetapi  bagi  negara 
bagian  yang  dikuasai  oleh  kelompok  oposisi,  seperti  dalam  kasus 
negara  bagian  Kelantan,  hal  ini  agak  sukar,  kecuali  pembagian  yang 
telah  ditetapkan  oleh  undang-undang. 

.  Walaupun  pemerintah  negara  bagian  (daerah)  kesulitan  men- 
dapatkan  uang,  tetapi  Konstitusi  Malaysia  mewajibkan  pemerintah 
federal  untuk  mendistribusikan  dua  dana  bantuan  tetap,  yang 
hams  diberikan  kepada  pemerintah  daerah— biarpun  negara  bagian 
tersebut  diperintah  oleh  partai  oposisi— yaitu  dana  bantuan  yang 
berdasar  jumlah  orang  dan  dana  untuk  pembuatan  serta  perawatan 
jalan.^  Sedangkan  dana  lainnya  amat  tergantung  pada  political  will 
pemerintah  pusat. 

POTRET  HUBUNGAN  PUSAT-DAERAH  DI  FEDERALISME  MA- 
LAYSIA 

Memasuki  tahun  2011,  negara  Federal  Malaysia  telah  melebihi 
separuh  abad.  Sepanjang  tempo  itu,  Malaysia  tidak  terlepas  dari 
pelbagai  tantangan  yang  mengancam  sistem  politiknya.  Salah  satunya 
adalah  konflik  hubungan  pusat-daerah.  Walaupun  menghadapi  tan- 
tangan tersebut,  Malaysia  tetap  berhasil  mempertahankan  stabilitas 


*  Dana  yang  diberikan  pemerintah  pusat  yang  berdasar  jumlah  orang  diasaskan  pada  jumlah 
penduduk  setiap  negara  bagian  dan  ditetapkan  pada  skala  menurun  {sliding  scale)  dengan 
tujuan  untuk  memberi  kelebihan  kepada  negara-negara  bagian  yang  mempunyai  penduduk 
yang  sedikit,  karena  negara  bagian  yang  mempunyai  jumlah  penduduk  yang  banyak,  negara- 
negara  bagian  berkenaan  mesti  mempertahankan  tahap  pelayanan  publik  di  samping  menjaga 
'kenyamanan  kehidupan'  Sultan  di  masing-masing  negara  bagian.  Manakala  dana  jalan  pula 
diberikan  kepada  setiap  negara  bagian  yang  tidak  ditanggung  oleh  Jawatan  Kerjaraya  Perse- 
kutuan.  Bantuan  ini  dihitung  berdasar  kepada  panjang  jalan  yang  ditanggung  oleh  negara 
federal.  Oleh  sebab  itulah,  apabila  sebuah  negara  bagian  dikuasai  oleh  partai  oposisi,  maka 
biasanya  tercetus  konflik  dan  isu-isu  yang  bisa  merugikan  hubungan  pusat-daerah. 
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politik  dan  kemakmuran  ekonominya.  Keberhasilan  ini  merupakan 
hasil  pemntukan  Konstitusi  Malaysia  yang  memberi  wewenang— atau 
dalam  arti  kata  lain  kekuasaan— yang  besar  kepada  pemerintah  pusat 
iintuk  mengambil  tindakan  terhadap  siapa  saja  yang  mencetuskan 
konflik  sehingga  boleh  mengancam  keutuhan  negara  federal  Malaysia. 
Oleh  karena  itu,  bagian  ini  membahas  tantangan  yang  dihadapi  oleh 
Malaysia  sebagai  sebuah  negara  federal,  terutama  dalam  hal  hubung- 
an  pusat-daerah. 

Hubungan  pusat-daerah  yang  tidak  harmonis,  pada  umumnya 
disebabkan  oleh  perbedaan  kekuasaan  di  tiap  level  pemerintah.  Negara 
bagian  Kelantanmisalnya,  yang  dipimpin  oleh  partai  oposisi  PAS  (Partai 
Islam  SeMalaysia)  sejak  tahun  1990  selalu  terjadi  ketegangan  dan  tarik- 
menarik  kepentingan  antara  pusat-daerah.  Ini  biasanya  disebabkan 
karena  adanya  usaha  dari  pemerintah  pusat  untuk  menjelak-jelekkan 
pemerintah  daerah,  yang  implikasinya  mempengaruhi  pilihan  rakyat 
dalam  pemilihan  umum  yang  selanjutnya.  Beberapa  hal  yang  dibuat 
oleh  pemerintah  pusat  imtuk  menyudutkan  pemerintah  daerah  ialah 
pendirian  Jabatan  Pembangunan  Persekutuan  (Kantor  Pembangunan 
Pemerintah  Federal)  di  Kelantan,  yang  dilihat  sebagai  wujudnya 
pemerintah  dalam  pemerintah,  melambatkan  bayaran  bantuan  wajib 
kepada  pemerintah  daerah  di  Kelantan  dan  tidak  mengundang 
Menteri  Besamya  (kepala  eksekutif  tertinggi  di  negara  bagian)  imtuk 
menghadiri  rapat  menteri-menteri  besar  (Mohammad  Agus  Yusoff 
1992:46).  Sebagai  balasan  atas  aksi  pemerintah  pusat,  pemerintah 
daerah  di  Kelantan  kemudian  memperkenalkan  kebijakan  baru 
seperti  Undang-undang  Kriminal  Syariah  II  dengan  hasrat  untuk 
melaksanakan  hukum  hudud  di  Kelantan.  Namun,  undang-undang 
ini  ditentang  dan  ditolak  oleh  pemerintah  pusat  karena  dianggap 
hanya  untuk  kepentingan  politik  PAS  saja.  Akibat  penolakan  iru, 
PAS  menyatakan  bahwa  pemerintahan  federal  yang  dipimpin  oleh 
Mahathir  adalah  pemerintahan  yang  menentang  agama  Islam. 
Keadaan  seperti  ini  mengakibatkan  hubungan  pusat-daerah  menjadi 
tegang. 

Isu  lain  yang  mewamai  hubungan  pusat-daerah  ialah  isu  pendi- 
dikan  agama  Islam.  Dalam  isu  pendidikan  agama  Islam  misalnya, 
pada  tahun  2002  pemerintah  pusat  meminta  PAS  unhik  tidak 
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mengawal  pendidikan  taman  kanak-kanak  (Tadika,  Taman  Pendidikan 
Kanak-kanak)  dan  Taman  Asuhan  Kanak-kanak  (Taski).  Permintaan 
pemerintah  pusat  itu  ditentang  oleh  pemerintah  daerah  di  Kelantan 
karena  dianggap  melanggar  kewenangan  pemerintah  daerah.  Tetapi 
alasan  pemerintah  pusat  melarang  pengawalan  Tadika  dan  Taski 
diasaskan  pada  anggapan  pemerintah  pusat  yang  menyatakan  bahwa 
kedua  taman  tersebut  lebih  banyak  mengajarkan  kanak-kanak  untuk 
membenci  pemimpin  dan  pemerintah  pusat  daripada  mengajar 
agama. 

Satu  lagi  contoh  hubungan  pusat-daerah  yang  tegang  terjadi  di 
Sabah,  khususnya  pada  awal  pembentukan  negara  Malaysia  dan 
juga  sewaktu  Sabah  berada  di  bawah  kekuasaan  PBS  (Partai  Bersatu 
Sabah)  dari  tahun  1985  hingga  1994.  Di  peringkat  awal  pembentukan 
negara  Malaysia,  isu  ketegangan  antara  pusat-daerah  bermula  apabila 
terjadi  perebutan  kekuasaan  antara  Donald  Stephens  dengan  Tun 
Mustapha,  yang  menyebabkan  pemerintah  pusat  turun  tangan  untuk 
menyelesaikan  masalah  tersebut.  Untuk  menyelesaikan  krisis  ini, 
pemerintah  pusat  melantik  Peter  Lo  sebagai  Ketua  Menteri  (setingkat 
dengan  Menteri  Besar)  menggantikan  Donald  Stephens  (Ibikunle 
1969:64).  Sebagai  gantinya  Donald  Stephens  dilantik  menjadi  Menteri 
Hal  Ehwal  Sabah  dan  Pertahanan  Awam. 

Sikap  campur  tangan  pemerintah  ini  membuatkan  Donald 
Stephens  tidak  senang.  Oleh  sebab  itulah,  ketika  Singapura  keluar  dari 
negara  federal  Malaysia  pada  9  Agustus  1965,  isu  ini  dimanfaatkan 
oleh  Donald  Stephens  untuk  memulihkan  kekuasaan  Partai  UPKO 
(United  Peoples  Kadazan  Organization)  di  Sabah  dengan  menuntut 
supaya  masuknya  Sabah  ke  dalam  negara  Malaysia  perlu  dikaji  dari 
awal  dan  menuntut  agar  diadakan  referendum  untuk  menentukan 
apakah  penguasaan  Malaysia  di  Sabah  adalah  penjajahan  atau  tidak 
(Lee  1976:82).  Sikap  Stephens  ini  membuat  pemerintah  pusat  marah 
dan  menganggap  hal  ini  merupakan  satu  ancaman  serius  terhadap 
keutuhan  Malaysia.  Sebagai  balasan  kepada  tindakan  Stephens  ter- 
sebut, pemerintah  pusat  melakukan  muslihat  untuk  menyingkirkan 
Stephens  dari  arena  politik  Sabah  dengan  cara  menguatkan  politik 
Tun  Mustapha  dan  USNO  (United  Sabah  National  Organization) 
dan  kemudicm  mendorong  Syed  Kechik  Syed  Mohammad  dari 
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Semenanjung  untuk  menjadi  sekretaris  politik  Tun  Mustapha  (Puthu- 
cheary  1985:48). 

Hasil  campur  tangan  pemerintah  pusat  di  atas  kemudiaan 
berhasil  meletakkan  Tun  Mustapha  menjadi  Ketua  Menteri  Sabah  dan 
UPKO  sendiri  yang  menjadi  kendaraan  politik  Stephens  kemudian 
dibubarkan.  Sejak  itu,  untuk  sementara  waktu  hubungan  pusat  dan 
Sabah  menjadi  tenang.  Namun  memasuki  tahun  1970-an,  politik 
Sabah  kembali  bergolak  apalagi  jatuhnya  harga  kayu  dan  pemborosan 
yang  dilakukan  oleh  Tun  Mustapha  sehingga  mengakibatkan  Sabah 
menghadapi  masalah  krisis  keuangan.  Untuk  menampung  biaya 
pembangunan  Sabah,  Tun  Mustapha  kemudian  meminta  pinjaman 
dari  pemerintah  pusat  sebanyak  RM  100  juta,  tetapi  pemerintah 
pusat  hanya  meluluskan  sebanyak  RM  20  juta  saja.  Kekurangan  dana 
ini  memaksa  Tun  Mustapha  untuk  membuat  pinjaman  RM  1  miliar 
dari  salah  satu  negara  di  Timur  Tengah  dengan  menjaminkan  negara 
bagian  Sabah.  Cara  Tun  Mustapha  ini  ditentang  oleh  pemerintah 
pusat  karena  salah  satu  syarat  bagi  pemerintah  daerah  melakukan 
pinjaman  luar  negeri  adalah  perlu  mendapat  izin  dari  pemerintah 
pusat.  Tindakan  pemerintah  pusat  tersebut  membuat  Tun  Mustapha 
bersikap  anti  terhadap  pemerintah  (Yahaya  Ismail  1978:65). 

Dalam  konteks  hubungan  pusat-daerah,  pemerintah  pusat  me- 
mang  menginginkan  administrasi  negara  dikuasai  oleh  pusat.  De- 
ngan menggunakan  argumen  untuk  menghasilkan  implementasi 
program  yang  diinginkan,  maka  pemerintah  pusat  mempunyai  hak 
untuk  mengendalikan  daerah.  Persoalarmya,  bagaimana  pemerintah 
pusat  bisa  mengarahkan  daerah?  Dalam  teori  politik,  satu  hal  yang 
paling  mudah  adalah  dengan  cara  menjalankan  pemerintahan  de- 
ngan sistem  otokratik.  Demikian  halnya  apabila  merujuk  pada  para 
ahli  politik  Malaysia  bahwa  administrasi  negara  federal  Malaysia 
bersifat  hegemonik  dan  otokratik.  Kehegemonian  dan  keotokratikan 
pemerintah  pusat  ditampilkan  dengan  penonjolan  personalisasi  Per- 
dana  Menteri  untuk  mengarahkan  dan  mengendalikan  pemerintah- 
an, baik  di  tingkat  pusat  maupun  negara  bagian.  Di  samping  itu,  un- 
tuk menyukseskan  hijuan  tersebut,  pemerintah  pusat  melaksanakan 
sentralisasi  keuangan  sehingga  menciptakan  ketergantungan  daerah 
kepada  pusat. 
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Tantangan  lain  sistem  federal  Malaysia  adalah  pembangunan  yang 
tidak  merata  di  antara  negara-negara  bagian,  di  mana  terdapat  negara 
bagian  yang  pembangunannya  berjalan  lambat  dan  beberapa  negara 
bagian  pembangunannya  begitu  pesat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  dua 
faktor,  yaitu  faktor  sejarah  dan  faktor  hubungan  pusat-daerah,  yang 
sekali  lagi  tidak  harmonis.  Dari  segi  faktor  sejarah,  negara  bagian  yang 
lambat  pembangunannya  adalah  daerah-daerah  yang  dulunya  berada 
di  bawah  kekuasaan  Kerajaan  Siam  (Thailand)  dan  ketika  diberikan 
hak  pemerintahannya  kepada  Inggris,  daerah-daerah  ini  tidak  mau 
bergabung  ke  dalam  sistem  federalisme  Malaysia.  Akibatnya,  sangat 
sedikit  investor  asing  yang  datang  ke  daerah-daerah  tersebut,  temtama 
Kelantan.  Setelah  Malaysia  mendapatkan  kemerdekaannya  pada 
tahun  1957  dan  lahimya  Malaysia  pada  tahun  1963,  pembangunan  di 
daerah-daerah  Pantai  Timur  juga  belum  menunjukkan  peningkatan 
yang  nyata.  Ini  karena  daerah-daerah  di  Pantai  Timur  tidak  memberi 
dukungan  yang  padu  kepad^  partai  pemerintah  yang  memerintah  di 
tingkat  pusat  sehingga  pembangunan  di  sana  sempat  dinafikan  atau 
didiskriminasikan  oleh  pemerintah  pusat  (Mohammad  Agus  Yusoff 
2006:146). 

Tindakan  pemerintah  pusat  yang  diskriminatif  ini,  jelas  meng- 
aburkan  nilai  dari  sistem  federalisme  yang  dijalankan,  lebrh-lebih 
kecenderungan  pemerintah  pusat  melakukan  sentralisasi  kekuasaan 
bertentangan  dengan  prinsip  sistem  federalisme  itu  sendiri.  Jadi  apa 
yang  dilakukan  adalah  pelaksanaan  sistem  federalisme  semu  dan 
mengarah  pada  sistem  otonomi  seperti  dalam  konteks  negara  kesatu- 
an.  Paling  tidak  ada  dua  hal,  mengapa  pemerintah  pusat  melakukan 
sentralisasi  kekuasaan,  yaitu  (1)  Malaysia  bisa  disebut  sebagai  negara 
pembangunan  dengan  pendapatan  perkapita  yang  tinggi.  Dengan 
ini,  artinya  pemerintah  pusat  perlu  melakukan  campur  tangan  dan 
kontrol  yang  kuat  di  bidang  ekonomi  guna  menentukan  arah  pem- 
bangunan yang  dituju;  (2)  karena  Malaysia  terdiri  dari  tiga  etnik  be- 
sar,  maka  agar  pembangunan  ekonomi  dapat  dilaksanakan,  stabilitas 
politik  harus  tetap  terjaga.  Disamping  itu,  campur  tangan  pemerintah 
pusat  ditujukan  untuk  mengendalikan  keadaan  negara  bagian. 

Di  samping  itu,  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  konflik  politik 
antara  pemerintah  pusat-daerah  yang  dikuasai  oleh  partai  oposisi  jelas 
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merupakan  tantangan  besar  bagi  sistem  Federal  Malaysia.  Merujuk 
pada  contoh  kasus  hubungan  antara  negara  bagian  Kelantan  dan 
Sabah  dengan  pemerintah  pusat  menunjukkan  bahwa  ketegangan 
bisa  terjadi,  apabila  pemerintah  daerah  berada  di  bawah  kekuasaan 
partai  oposisi  yang  tidak  sehaluan  dengan  pemerintah  pusat.  Aki- 
batnya,  kesederajatan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  tidak  lagi 
terwujud  karena  pemerintah  federal  jauh  lebih  berkuasa  dibanding- 
kan  negara  bagian— atau  dalam  istilahnya  disebut  sebagai  centralized 
federalism.  Hal  ini  menyebabkan  terwujudnya  quasi-federal  daripada 
federalisme  yang  sejati. 

PENUTUP 

Uraian  dalam  artikel  ini  menunjukkan  bahwa  Malaysia  memenuhi 
beberapa  dri-ciri  negara  federal.  Ini  karena  Malaysia  telah  memenuhi 
beberapa  karaktersitik  negara  federal,  seperti  pembagian  kekuasaan 
dan  kewenangan  antara  pemerintah  pusat-daerah  (Konstitusi  Malay- 
sia, jadwal  kesembilan,  daftar  I,  II,dan  III),  ada  Kehakiman  Federal 
untuk  mengadili  kasus-kasus  yang  menimbulkan  konflik  antara 
pemerintah  pusat-daerah  serta  antara  negara  bagian,  dan  lainnya. 
Jika  dilihat  dari  segi  praktiknya,  sistem  federalisme  di  Malaysia 
dapat  dikategorikan  sebagai  centralized  federalism,  khususnya  dalam 
hal  legislasi  dan  keuangannya.  Akan  tetapi,  jika  merujuk  pada 
aspek  pembagian  kekuasaan  antara  dua  tingkat  pemerintah  yang 
mempunyai  bidang  kekuasaan  yang  sederajat  dan  bebas,  maka  lans- 
kap  politik  di  Malaysia  tidak  seperti  itu.  Sebab  Malaysia  lebih  me- 
ngedepankan  peranan  pemerintah  pusat  yang  dominan  sehingga 
federalisme  Malaysia  dapat  dikategorikan  sebagai  quasi-federal  atau 
suatu  sistem  federal  yang  tidak  sepenuhnya  federal. 

Selain  karena  terlalu  tersentralisasinya  legislasi  dan  keuangan, 
federalisme  Malaysia  disebut  quasi-federal  karena  terlalu  banyaknya 
kekuasaan  negara  bagian  yang  dimasuki  dan  campur-tangan  peme- 
rintah pusat.  Salah  satu  faktor  pelibatan  pemerintah  pusat  ke  dalam 
wewenang  pemerintah  daerah  adalah  karena  pemerintah  daerah 
boleh  dipimpin  oleh  partai  oposisi,  seperti  Kelantan  di  bawah  PAS 
(Partai  Islam  SeMalaysia);  Pulau  Pinang  dibawah  DAP  (Democratic 
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Action  Party)  dan  PKR  (Partai  Keadilan  Rakyat);  Selangor  dibawah 
PKR  sehingga  memaksa  negara  federal  untuk  mengendalikan  daerah 
tersebut  agar  semua  daerah  dapat  dikendalikannya.  Akan  tetapi, 
malangnya  perilaku  seperti  ini  telah  menjerumuskan  federalisme 
Malaysia  ke  dalam  quasi-federal  yang  menunjukkan  'pengurangan' 
nilai  dan  prinisp-prinsip  federal  yang  sejati. 
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Dokumen 

Chair's  Statement  of  the  18*  ASEAN  Summit 
Jakarta,7-8  May  2011 
"ASEAN  Comjnunity  in  a  Global  Community  of  Nations'' 


1.  The  18*  ASEAN  Summit,  with  the  theme  "ASEAN  Community 
in  a  Global  Community  of  Nations,  "  held  in  Jakarta  on  7-8 
May  2011,  was  chaired  by  the  President  of  the  Republic 
of  Indonesia,  Dr.  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  as  the  Chair  of 
ASEAN  in  2011.  The  Heads  of  State/Government  of  ASEAN 
Member  States  had  substantive,  frank  and  productive  discussion 
in  a  plenary  session  and  retreat  session,  under  a  new  arrangement 
of  ASEAN  Summit  programmes  and  agenda. 

2.  We  the  Heads  of  State/Government  of  ASEAN  Member  States, 
gathered  in  Jakarta,  Indonesia,  for  the  18*  ASEAN  Summit, 
supported  the  three  priorities  outlined  by  Indonesia  during  its 
chairmanship  in  2011,  namely:  to  ensure  significant  pro- 
gress in  achieving  the  ASEAN  Community;  to  ensure 
that  the  regional  architecture  and  regional  environment 
remain  ASEAN-centered  and  conducive  to  development;  and 
to  commence  deliberations  on  an  ASEAN  vision  beyond  2015 
namely  "ASEAN  Community  in  a  Global  Community  of  Nations". 
We  also  agreed  to  work  together  based  on  those  priorities  to 
accelerate  the  undertakings  towards  the  ASEAN  Community 
in  2015  and  to  achieve  a  common  platform  for  ASEAN  beyond 
2015  in  Southeast  Asia. 

3.  Inspired  by  and  united  under  One  Vision,  One  Identity,  and  One 
Caring  and  Sharing  Community,  we  continue  to  be  committed  to 
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intensify  our  work  towards  a  people-oriented,  people-centered 
and  rules-based  ASEAN.  We  will  continue  to  encourage  the 
participation  of  the  peoples  and  other  stakeholders  of  ASEAN 
in  the  community  building  process  on  the  basis  of  the  three 
pillars,  namely  political-security,  economic  and  socio-cultural. 
4.     We  agreed  and  adopted  three  joint  statements  as  follows: 

-  ASEAN  Leaders'  Joint  Statement  on  the  ASEAN  Com- 
munity in  a  Global  Community  of  Nations; 

-  ASEAN  Leaders'  Joint  Statement  on  the  Establishment  of  the 
ASEAN  Institute  for  Peace  and  Reconciliation;  and 

-  ASEAN  Leaders'  Joint  Statement  in  Enhancing  Cooperation 
against  Trafficking  in  Persons  in  Southeast  Asia. 


ASEAN  COMMUNITY-BUILDING  AND  IMPLEMENTATI 
ON  OF  THE  ASEAN  CHARTER 

5.  Encouraged  by  the  progress  in  the  implementation  of  the  ASEAN 
Charter  and  Roadmap  for  an  ASEAN  Community,  we  provided 
guidance  and  reiterated  our  firm  commitment  to  advance  the 
ASEAN  Community  building  process  through  concrete,  practical 
and  meaningful  actions.  We  therefore  underlined  the  need  for 
concerted  and  synergized  efforts  in  the  implementation  of  the 
three  Community  Blueprints  and  decisions  of  this  Summit. 

6.  We  deemed  it  of  great  importance  that  the  three  Commu- 
nity Blueprints  be  integrated  into  national  policies  and 
programmes.  We,  in  this  connection,  recommended  deve- 
loping yearly  targeted  achievements  of  the  implementation  of 
Commimity  Blueprints  as  well  as  new  possible  cooperation  to- 
wards the  ASEAN  Community  in  2015.  We  tasked  the  ASEAN 
Coordinating  Council  (ACC)  and  the  three  Community 
Councils  to  follow  up  all  necessary  actions  in  developing 
the  annual  targeted  achievements  as  well  as  in  reviewing  the 
Community  Blueprints  with  the  aim  of  ensuring  that  all 
the  activities  are  responsive  to  the  needs  and  priorities  of 
ASEAN.  As  there  are  many  cross-cutting  issues  that  cut  across 
all  three  pillars  of  the  ASEAN  Community,  we  underscored  the 
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importance  of  effective  coordination  on  cross-cutting  issues  and 
tasked  the  ACC  and  the  Secretary-General  of  ASEAN  to 
monitor  and  encourage  such  coordination. 

ASEAN  POLITICAL  SECURITY  COMMUNITY  (APSC) 
Good  Governance 

7.  We  emphasized  the  importance  of  promoting  good  governance 
and  transparency  within  the  ASEAN  Community  and  tasked  our 
Ministers  to  explore  and  consider  appropriate  initiatives  to  take 
these  principles  forward. 

Conflict  Resolution  and  Conflict  Management 

8.  Observing  current  geopolitical  developments  in  the  region  and 
in  the  world,  we  pointed  out  the  need  for  ASEAN  to  enhance  its 
capacity  to  ensure  greater  peace,  security  and  stability  in  the 
region,  including  on  conflict  management  and  resolution. 

9.  As  a  step  towards  that  goal,  we  agreed  to  commence  the  pro- 
cess towards  establishing  an  ASEAN  Institute  for  Peace  and 
Reconciliation,  as  stipulated  in  the  APSC  Blueprint.  The  ins- 
titute may,  inter  alia,  undertake  relevant  researches  and  stu- 
dies, and  provide  counsel  and  recommendations  to  ASEAN 
governments  on  the  promotion  of  peace  and  reconciliation. 
We  therefore  agreed  to  task  our  Foreign  Ministers  to  work  on 
the  modalities  towards  the  establishment  of  the  institute  and 
submit  their  recommendations  to  the  19*  ASEAN  Summit  in  Bali 
for  its  consideration. 

Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia  (TAC) 

10.  The  TAC  has  had  a  significant  role  as  the  key  code  of  conduct 
governing  inter-state  relations  in  the  region.  Further  upholding 
of  the  TAC  would  foster  cooperation  and  understanding 
among  High  Contracting  Parties  and  ensure  the  preservation  of 
peace  and  harmony  in  the  region.  We  welcomed  the  accession 
of  non-ASEAN  Member  States  to  the  TAC,  looked  forward 
to  the  accession  of  the  EU  to  the  TAC  and  took  note  of  the 
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continued  interest  of  other  non- ASEAN  Member  States  to  accede 
to  the  TAC.  We  looked  forward  to  the  effective  implementation 
of  the  TAC  and  to  review  the  implementation  of  the  TAC  with 
the  view  to  enhancing  its  effectiveness. 

Peacekeeping  and  Post-Conflict  Peace  Building  Missions 

11.  We  encouraged  the  establishment  of  a  network  among  existing 
peacekeeping  centres  in  ASEAN  Member  States  to  conduct  joint 
planning,  training,  and  sharing  of  experiences  with  a  view  to 
establishing  an  ASEAN  arrangement  for  the  maintenance  of 
peace  and  stability.  We  agreed  that  this  effort  would  strengthen 
the  vital  role  of  ASEAN  Member  States  in  supporting  the 
effective  peacekeeping  and  peace-building  efforts  of  the  UN.  We 
are  encouraged  that  the  AMM  and  the  ADMM  is  undertaking 
concrete  steps  to  realize  this  objective. 

ASEAN  Regional  Forum  (ARF) 

12.  We  recognized  the  importance  of  the  ARF  in  promoting  dialogue 
on  security  issues,  cooperation  on  issues  of  mutual  interest  and 
confidence-building  measures  and  pursuing  efforts  towards 
preventive  diplomacy  in  the  region  and  as  playing  a  central 
role  in  the  regional  security  architecture.  We  looked  forward 
to  closer  cooperation  and  development  of  synergies  between  the 
ARF  and  other  ASEAN-centered  arrangements  in  the  region 
such  as  the  ASEAN  Defence  Ministers'  Meeting  Plus  (ADMM 
Plus). 

ASEAN  Defence  Ministers'  Meeting  (ADMM)  and  ADMM  Plus 

13.  We  welcomed  progress  made  in  the  defence  dialogue  and 
cooperation  under  the  ADMM  framework  to  promote  peace 
and  stability,  and  noted  with  satisfaction  the  progress  in 
implementing  the  outcomes  of  the  1  st  ASEAN  Defence  Ministers' 
Meeting  Plus  in  October  2010  in  Ha  Noi,  Viet  Nam. 

14.  We  encouraged  the  ADMM  to  enhance  dialogue  on  how  they 
can  effectively  support  efforts  in  building  confidence  in  the  re- 
gion. There  would  thus  be  significant  value-added  to  ADMM 
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efforts  at  interoperability  in  this  area,  given  their  existing  efforts 
at  enhancing  interoperability  in  humanitarian  assistance  and 
disaster  relief.  We  looked  forward  to  the  convening  of  the 
fifth  ADMM  in  Jakarta  this  May,  as  well  as  the  Three- Year  Work 
Plan  (2011-2013)  to  be  adopted  at  the  ADMM. 

Maritime  Issues 

15.  Maritime-related  issues  have  become  more  prominent,  due  to 
the  increasing  interdependency  of  the  global  economy  as  well 
as  the  threat  of  sea  piracy  and  armed  robbery  at  sea.  In  this 
regard,  we  affirmed  our  commitment  to  addressing  maritime 
issues  comprehensively,  particularly  the  issues  that  need  our 
immediate  attention,  including,  peaceful,  safe,  free  and  lawful 
navigation,  protection  of  marine  environment  and  biodiversity 
resources,  and  cooperation  on  search  and  rescue  at  sea. 

16.  We  underlined  the  need  to  empower  and  utilize  the  ASEAN 
Maritime  Forum  (AMF)  as  a  forum  for  discussing  ways  of  ensuring 
the  safety  and  security  of  our  seas  for  the  welfare  of  the  peoples 
of  ASEAN,  as  well  as  to  provide  solutions  to  problems  arising 
from  maritime-related  issues.  With  the  successful  convening 
of  the  jSt  AMF  last  year  in  Indonesia,  we  looked  forward  to  the 
convening  of  the     AMF  in  Thailand  later  this  year. 

17.  We  also  underlined  the  importance  of  enhancing  our  capacity  to 
address  the  issue  of  maritime  security,  in  particular  to  combat 
sea  piracy  and  armed  robbery  at  sea.  In  this  regard,  we 
emphasized  the  need  for  us  to  work  together  on  the  issue  of 
sea  piracy  and  armed  robbery  in  accordance  with  the  UNCLOS 
1982. 

Transnational  Crimes  (TNC) 

18.  We  acknowledged  with  satisfaction  ASEAN  cooperation  on 
counter-terrorism.  We  welcomed  the  imminent  entry  into  force 
later  this  month  of  the  ASEAN  Convention  on  Counter-Terrorism 
(ACCT)  and  ratification  of  the  ACCT  by  all  ASEAN  Member 
States.  We  reemphasized  the  importance  of  working  towards 
acceding  and  ratifying  the  relevant  international  instruments  on 
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counter  terrorism.  We  agreed  to  continue  promoting  the  effective 
implementation  of  the  ASEAN  Comprehensive  Plan  of  Action 
on  Counter  Terrorism  and  to  develop  initiatives  aimed  at 
addressing  the  root  causes  of  terrorism  and  conditions  that 
are  conducive  to  terrorism  and  to  promote  cooperation  on  de- 
radicalization  and  interfaith  dialogues.  We  expressed  the  view 
that  these  efforts  would  also  contribute  to  the  implementation  of 
the  UN  Global  Counter  Terrorism  Strategy. 

19.  We  expressed  concern  at  the  increasing  cases  of  trafficking  in 
persons  and  people  smuggling  in  the  region  and  tasked  our 
Ministers  in  charge  of  Transnational  Crimes  to  accelerate 
the  consideration  of  an  ASEAN  Convention  on  Trafficking  in 
Persons.  We  stressed  that  victims  of  trafficking,  mainly  vulnerable 
women  and  children,  have  a  fundamental  right  to  be  protected  in 
accordance  with  the  international  law  and  relevant  international 
conventions.  We  acknowledged  with  appreciation  the  work  of 
the  Bali  Process  on  People  Smuggling,  Trafficking  in  Persons  and 
Related  Transnational  Crime,  which  specified  concrete  actions  to 
mitigate  the  problems  of  irregular  movement  of  people,  in  par- 
ticular people  smuggling  and  trafficking  in  persons.  We  agreed 
to  enhance  further  cooperation  within  existing  frameworks  and 
instruments  which  are  consistent  with  national  laws  and  regula- 
tions. 

20.  We  recognized  the  need  for  greater  regional  coordination 
on  anti-drug  efforts  given  the  cross-border  and  transnational 
nature  of  illegal  drug  activities.  In  order  to  meet  the  vision  of  a 
Drug-Free  ASEAN  by  2015,  we  highlighted  the  need  to  fully  and 
effectively  implement  the  ASEAN  Work  Plan  on  Combating  Illicit 
Drug  Production,  Trafficking,  and  Use  for  2009-2015  through  the 
conduct  of  specific  programs  and  activities. 

Southeast  Asia  Nuclear  Weapon-Free  Zone  (SEANWFZ) 

21.  We  agreed  to  continue  pursuing  international  efforts  to  achieve 
a  nuclear- weapons-free  world;  therefore,  we  intend  to  foster 
cooperation  among  the  Nuclear  Weapon  Free  Zones  (NWFZs) 
to  fully  implement  the  principles  and  objectives  of  the  treaties. 
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We  reiterated  the  importance  of  the  early  implementation  of  the 
Plan  of  Action  on  the  implementation  of  the  SEANWFZ  Treaty, 
including  through  the  continued  efforts  to  consult  nuclear 
weapons  states  on  outstanding  issues  with  a  view  to  getting  their 
signing  of  to  the  SEANWFZ  Protocol. 

22.  We  welcomed  all  efforts  at  regional  and  international  levels  to 
promote  nuclear  disarmament,  nuclear  non-proliferation,  and 
peaceful  uses  of  nuclear  energy.  We  reaffirmed  the  need  to 
advance  towards  the  priority  goal  of  nuclear  disarmament  and 
the  achievement  of  the  total  elimination  and  legally  binding 
prohibition  of  nuclear  weapons.  In  this  regard,  we  stressed 
that  the  establishment  of  NWFZs  is  a  major  contribution  to  non- 
proliferation  efforts  and  encouraged  dialogue  and  appropriate 
interaction  between  the  SEANWFZ  and  other  NWFZ  in  order  to 
share  experiences  and  best  practices  that  would  help  contribute 
to  attaining  the  above  goals 

Regional  Cooperation  on  Nuclear  Safety 

23.  We  expressed  sympathy  and  solidarity  with  Japan  over  the 
Fukushima  incident  and  noted  the  potential  trans-boundary 
impact  of  accidents  at  nuclear  installations.  We  agreed  that 
ASEAN  should  engage  as  appropriate  in  information-sharing 
and  promote  transparency  on  relevant  nuclear  related  issues 
in  the  region.  ASEAN  should  also  promote  and  uphold  IAEA 
standards  of  safety  and  security  in  the  development  of  civilian 
nuclear  energy. 

24.  While  pledging  to  support  the  IAEA's  efforts  to  strengthen  the 
global  nuclear  safety  framework,  we  agreed  to  develop  a 
coordinated  ASEAN  approach  that  would  contribute  to 
global  undertakings  to  improve  nuclear  safety,  in  cooperation 
with  the  IAEA  and  other  relevant  partners  as  well  as  with  other 
regional  arrangements  such  as  the  Asian  Nuclear  Safety  Network 
(ANSN). 
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ASEAN  Inter-Governmental  Commission  on  Human  Rights 
(AICHR) 

25.  We  welcomed  the  progress  of  the  work  of  AICHR  as  the  over- 
arching body  of  ASEAN  for  the  promotion  and  protection  of 
human  rights  and  fundamental  freedoms  in  accordance  with 
the  ASEAN  Charter,  namely  the  implementation  of  AICHR's 
priority  program  2010-2011,  the  Guidelines  of  Operations 
of  AICHR,  and  the  progress  in  the  drafting  of  the  Terms  of 
Reference  of  AICHR  Drafting  Group  for  ASEAN  Human  Rights 
Declaration.  We  also  looked  forward  to  the  finalization  of  a  Five- 
Year  Work  Plan  of  the  AICHR. 

Biennial  Review  of  the  APSC  Blueprint 

26.  We  emphasized  the  importance  of  better  coordination  among 
different  sectoral  bodies  under  the  APSC  and  commended  the 
report  of  the  Chairman  of  the  APSC  Council  to  the  18*  ASEAN 
Summit.  We  also  noted  that  the  APSC  Blueprint  stipulates  a 
biennial  review  and  evaluation  to  ensure  that  all  the  activities 
are  relevant,  responsive  and  meaningful  to  the  attainment  of  the 
goals  and  objectives  of  the  ASEAN  Political-Security  Commimity. 
We  noted  that  to  this  end,  the  Coordinating  Conference  for 
the  ASEAN  Political-Security  Community  (ASCCO)  was 
instructed  by  the  APSC  Council  to  undertake  necessary 
steps  to  conduct  such  review  and  evaluation,  in  coordination 
with  the  ASEAN  Secretariat  and  the  Committee  of  Permanent 
Representatives  (CPR)  to  ASEAN. 

ASEAN  ECONOMIC  COMMUNITY  (AEC) 

27.  We  welcomed  the  report  of  the  ASEAN  Economic  Community 
Council  on  the  implementation  of  the  AEC  Blueprint,  which 
is  expected  to  complete  the  second  phase  of  implementation 
(covering  the  period  2010-2011)  this  year. 

28.  We  reiterated  our  commitment  to  exert  maximum  effort  and 
ensure  timely  implementation  of  the  AEC  Blueprint  measures. 
This  would  include  addressing  regulatory  issues  in  imple- 
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meriting  intra-and  extra-ASEAN  commitments,  as  well  as 
strengthening  our  respective  national  coordination  to  ef- 
fectively implement  our  AEC  commitments  across  various 
ministries  and  agencies. 

29.  We  took  note  of  the  commencement  of  the  Mid-Term  Review  ' 
of  the  AEC  Blueprint  that  will  assess  the  effectiveness  and 
contribution  of  the  implementation  of  the  AEC  Blueprint 
to  economic  growth,  employment,  competitiveness,  and  social 
welfare  within  ASEAN. 

30.  We  recognised  the  importance  of  enhancing  the  regional 
monitoring  capacity  to  ensure  the  timely  implementation  of  our 
economic  integration  initiatives.  We  welcomed  the  setting  up 
of  the  ASEAN  Integration  Monitoring  Office  (AIMO)  to  support 
the  ASEAN  Secretariat  in  monitoring  the  progress  of  the  AEC. 

31.  Recognizing  the  various  characteristics  of  ASEAN  Member 
States  and  the  importance  of  an  appropriate  scoring  mechanism 
reflective  of  the  achievements  made  by  ASEAN  towards  the 
realization  of  the  ASEAN  Economic  Community  in  2015,  we  look 
forward  to  the  completion  of  a  comprehensive  scoring  system. 

Services  and  Investment 

32.  We  noted  the  greater  mobility  of  skilled  labor  facilitated 
through  Mutual  Recognition  Arrangements  (MRAs)  and 
reaffirmed  our  commitment  to  the  full  implementation  of  all 
ASEAN  MRAs.  We  also  welcomed  the  substantial  progress 
made  in  the  liberalization  of  trade  in  services  under  the  ASEAN 
Framework  Agreement  on  Services  (AFAS).  We  looked  forward 
to  the  implementation  of  the  ASEAN  Comprehensive  Investment 
Agreement  (ACIA)  at  the  earliest  possible  time. 

Food,  Energy,  and  Water  Security 

33.  We  have  discussed  the  challenges  of  food  and  energy  security  as 
well  as  the  volatility  of  food  and  energy  prices,  especially  with 
regard  to  short  and  longer-term  responses.  We  agree  to  enhance 
existing  ASEAN  priorities  based  on  programs  that  increase 
productivity  and  production,  coordinate  in  policies  regarding 
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pricing,  stocks,  export  and  import  as  well  as  alleviate  the  impact 
on  the  poor.  We  instructed  Ministers  to  follow  up  and  prioritize 
the  existing  programs  based  on  these  principles,  and  to  also 
propose  new  ideas  and  concrete  actions  by  the  next  Summit. 

34.  Being  cognizant  of  the  recent  sharp  increase  in  food  prices, 
we  agreed  to  prioritize  research  and  development  as  well  as 
encouraging  greater  investment  in  food  industry  towards  a 
comprehensive  implementation  of  the  ASEAN  Integrated  Food 
Security  Framework. 

35.  While  eagerly  anticipating  the  signing  of  the  ASEAN  Plus  Three 
Emergency  Rice  Reserve  (APTERR)  later  this  year,  we  requested 
relevant  Ministers  to  look  at  the  possibility  of  incorporating 
commodities  other  than  rice  within  the  APTERR  mechanism.  We 
were  of  the  opinion  that  APTERR  should  not  only  be  limited  to 
secure  stock  in  case  of  emergency  but  also  to  support  countries 
in  vulnerable  position  as  a  result  of  food  price  volatility  and 
surge  in  food  demand.  We  also  underscored  the  importance 
of  a  coordinated  food  policy  in  the  region,  which  shall  cover 
among  others  trade  information,  stocks  and  demand,  prices,  and 
logistics. 

36.  While  recognizing  the  continued  progress  in  implementing  the 
ASEAN  Plan  of  Action  on  Energy  Cooperation  2010-2015,  we 
accepted  that  more  concrete  and  action-oriented  programs 
are  necessary  to  boost  energy  efficiency  and  conservation  in  the 
region.  We  stressed  again  our  determination  to  reduce  dependence 
on  oil  and  other  fossil  fuels,  and  to  find  viable  renewable  sources 
of  energy. 

37.  Recalling  the  commitment  to  reduce  green  house  gas  emission, 
we  encouraged  all  stakeholders  in  the  region  to  embrace  smart 
energy  management  in  their  economic  activities.  We  also  tasked 
our  relevant  Ministers  to  expedite  the  realization  of  ASEAN 
Power  Grid  and  to  find  affordable  and  stable  sources  of  energy 
in  rural  areas. 
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Equitable  Economic  Development 

38.  Mindful  of  the  fact  that  no  segment  of  the  society  should  be 
left  out  from  the  benefits  of  ASEAN's  economic  integration, 
more  emphasis  should  be  given  on  realizing  ASEAN  as  a  re- 
gion of  equitable  economic  development.  We  welcomed  the 
discussions  that  have  been  initiated  among  Ministers  on  ways 
to  further  enhance,  in  parallel,  the  Third  Pillar  of  the  ASEAN 
Economic  Community  Blueprint;  that  is.  Small  and  Medium- 
sized  Enterprises  (SMEs)  development  and  the  narrowing  of 
development  gaps  amongst  and  with  ASEAN  Member  States. 

39.  For  ASEAN  SMEs  to  benefit  from  economic  integration  in  2015, 
we  must  enable  them  to  compete  in  the  free  market  system.  In 
this  regard,  ASEAN  SMEs  must  have  better  access  to  technology, 
market,  and  especially  financing,  through  financial  inclusion 
programme. 

40.  Building  on  this,  we  task  our  Ministers  to  enhance  its  existing  work 
programme  with  stronger  commitment  and  develop  a  Framework/ 
Guiding  Principles  for  Equitable  Economic  Development,  which 
should  include  new  elements  of  high-impact  targets  and  quick 
wins,  and  goes  beyond  2015.  We  resolved  to  intensify  our  efforts 
at  implementing  initiatives  under  lAI,  including  by  engaging 
Dialogue  Partners  and  Development  Partners  in  our  efforts  to 
bridge  the  development  gap.  We  welcomed  the  successful  outcome 
of  the  3^^^^  Development  Cooperation  Forum  (IDCF-3). 

Macroeconomic  Coordination  and  Financial  Cooperation 

41.  We  noted  that  the  global  economy  continues  to  recover  but  at 
different  paces.  We  further  noted  that  the  region  has  continued 
to  lead  the  recovery  but  there,  are  downside  risks  of  rising 
inflationary  pressure  and  rapid  inflow  of  capital.  In  view  of  this 
development,  we  emphasised  the  importance  of  complementing 
the  domestic  macroeconomic  policy  with  regional  macroeconomic 
coordination  and  financial  cooperation,  and  accordingly  tasked 
relevant  Ministers  to  continue  such  efforts.  We  look  forward  to 
the  full  of  operation  of  the  ASEAN  Plus  Three  Macro  Economic 
Regional  Surveillance  Office  (AMRO)  in  Singapore,  which  is 
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expected  to  play  a  crucial  role  in  strengthening  macro  economic 
coordination  and  promoting  financial  cooperation  at  the  regional 
level.  We  were  pleased  with  the  entry  into  force  of  the  Chiang- 
Mai  Initiative  Multilateralisation  (CMIM)  Agreement  on  24  March 
2010. 

42.  We  reaffirmed  our  commitment  to  freer  flow  of  capital  with 
the  endorsement  of  the  implementation  plan  to  promote  the 
development  of  an  integrated  ASEAN  capital  market. 

Evolving  Regional  Economic  Architecture 

43.  We  took  note  of  the  progress  on  the  work  of  the  four  ASEAN 
Plus  Working  Groups  that  were  tasked  to  look  into  the  recom- 
mendations in  the  Studies  on  the  East  Asia  Free  Trade  Area 
(EAFTA)  and  the  Comprehensive  Economic  Partnership  in  East 
Asia  (CEPEA)  in  parallel.  To  ensure  and  strengthen  ASEAN  cen- 
trality  in  its  objectives  to  promote  partnership  with  wider  region, 
we  tasked  the  officials  to  intensify  efforts  to  accelerate  the  process 
of  consolidating  ASEAN's  Plus  One  FTAs  by  identifying  the  gaps 
and  making  a  recommendation  for  a  possible  modality,  using  the 
ASEAN  Plus  One  FTAs  as  the  building  blocks  and  the  basis  for 
the  evolving  ASEAN-centred  regional  architecture. 

ASEAN  Strategic  Transportation  Plan  (ASTP) 

44.  We  welcomed  the  adoption  of  the  Brunei  Action  Plan  (BAP)/ 
ASEAN  Strategic  Transport  Plan  (ASTP)  2011-2015  by  the  ASEAN 
Transport  Ministers  to  provide  the  main  reference  guiding 
ASEAN  transport  cooperation  and  integration  over  the  next  five 
years.  The  BAP  identifies  strategic  actions  to  be  implemented 
to  support  the  realization  of  the  ASEAN  Economic  Community 
(AEC)  by  2015  as  well  as  the  new  priority  of  enhancing  regional 
cormectivity  identified  in  the  Master  Plan  on  ASEAN  Connectivity 
(MPAC). 

ASEAN  Tourism 

45.  We  noted  with  pleasure  the  development  of  the  ASEAN  Tourism 
Strategic  Plan  (ATSP)  2011-2015,  which  is  the  successor  of  the 


DOKUMEN:  CHAIR'S  STATEMENT  OF  THE  18TH  ASEAN  SUMMIT  229 

Roadmap  for  the  Integration  of  the  Tourism  Sector  2005-2010  that 
will  promote  the  region  as  a  single  tourist  destination,  develop 
a  set  of  ASEAN  tourism  standards  with  a  certification  process, 
enable  tourism  professionals  to  work  in  any  of  the  ASEAN 
Member  States  and  facilitate  visitors  to  travel  throughout  ASEAN 
with  a  single  visa. 

World  Trade  Organization 

46.  We  upheld  the  primacy  of  the  multilateral  trading  system,  em- 
bodied in  the  WTO,  where  a  stable,  transparent,  inclusive,  and 
rules-based  structure  has  facilitated  global  trade  and  served 
ASEAN  well  in  our  own  efforts  towards  regional  economic 
integration.  We  reaffirm,  as  a  priority,  our  commitment  to  support 
and  strengthen  this  valuable  system  which  has  helped  to  maintain 
trade  flows,  monitor  the  global  trading  environment,  and  keep 
protectionism  in  check  during  the  recent  global  financial  crisis. 
We  see  the  Doha  Development  Agenda  as  an  indispensable  part 
of  the  necessary  improvement  of  the  multilateral  trading  system, 
representing  gains  for  the  entire  WTO  membership.  We  call  on  all 
Members  to  work  constructively  towards  a  balanced  conclusion 
of  the  Round  as  a  priority  and  shoulder  common  responsibility 
to  the  multilateral  trading  system. 

47.  We  reiterated  our  support  for  the  accession  of  Lao  PDR  to  WTO 
at  the  earliest  time  possible. 

ASEAN  Economic  Initiatives 

48.  We  were  pleased  that  encouraging  progress  had  been  made 
towards  achieving  the  AEC  by  2015.  We  welcomed,  among 
others,  the  substantial  progress  made  in  the  liberalization  of  trade 
in  services  under  the  ASEAN  Framework  Agreement  on  Services 
(AFAS),  and  ASEAN  Trade  in  Goods  Agreement  (ATIGA).  We 
looked  forward  to  the  implementation  of  the  ASEAN  Com- 
prehensive Investinent  Agreement  (ACIA)  by  this  year.  We  also 
noted  the  greater  mobility  of  skilled  labor  facilitated  through 
Muhial  Recognition  Arrangements  (MRAs)  and  reaftirmed  our 
commitment  for  the  full  implementation  of  all  ASEAN  MRAs. 
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49.  We  continued  to  support  the  studies  being  undertaken  to  take 
forward  broader  regional  integration  by  considering  the  recom- 
mendations of  both  East  Asia  Free  Trade  Agreement  (EAFTA) 
and  the  Comprehensive  Economic  Partnership  for  East  Asia 
(CEPEA).  We  underlined  the  need  to  maintain  ASEAN  cenh^ality 
in  its  objectives  to  promote  partnership  with  the  wider  region. 

ASEAN  Single  Window 

50.  We  reaffirmed  our  commitment  to  enhance  trade  facilitation  by 
promoting  trade  efficiency  and  competitiveness  through  the  full 
implementation  of  National  Single  Window  across  all  ASEAN 
countries  as  a  prerequisite  to  establishing  ASEAN  Single  Window 
that  would  be  one  of  the  key  elements  to  achieving  the  ASEAN 
Economic  Community  by  2015.  We  reaffirmed  our  commitments 
to  fully  operationalize  National  Single  Window  no  later  than  2012 
and  to  accelerate  the  establishment  of  ASEAN  Single  Window. 

ASEAN  Economic  Vision  Beyond  2015 

51.  While  initiatives  and  actions  are  taken  to  ensure  the  realization 
of  ASEAN  integration  by  2015,  we  should  not  lose  sight  of  what 
we  envision  of  ASEAN  beyond  2015.  It  is  especially  crucial  at 
this  juncture  to  think  of  what  ASEAN  will  be  after  2015. 

52.  Our  work  these  days  and  our  expectations  of  how  things  will 
evolve  may  inspire  us  to  think  of  ASEAN  beyond  2015  which 
is  competitive,  fairly  equal,  inclusive,  green,  sustainable  and 
resilient.  Noting  that  there  remain  different  levels  of  development 
among  and  within  Member  States,  and  the  consolidation  of 
regional  economic  integration  will  continue  internally  and  with 
ASEAN's  strategic  partners,  we  may  think  of  adopting  multi-track 
and  multi-speed  approaches  to  deepening  economic  integration 
among  ASEAN  Member  States  and  its  Dialogue  Partners.  We 
may  instruct  Ministers  to  develop  such  an  idea  and  report  back 
to  us  when  we  meet  in  November  this  year. 
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ASEAN  SOCIO-CULTURAL  COMMUNITY 
Engagement  and  Participation  of  the  People 

53.  The  development  of  a  sense  of  ownership  of  and  belonging  to 
ASEAN  among  the  region's  peoples  is  a  necessity.  We  encourage 
the  increased  constructive  participation  of  civil  society,  including 
the  youth,  in  the  ASEAN  community-building.  We  therefore 
pledged  to  continue  and  develop  regular  interaction  with  the 
people  with  the  aim  of  developing  a  people-oriented  organization. 
We  reiterated  our  determination  to  promote  constructive  dialogue 
and  stronger  partnership  with  civil  society  in  various  sectors  of 
cooperation. 

54.  We  noted  the  need  to  launch  more  endeavours  to  promote 
interaction  between  ASEAN  and  the  people,  which  will  bring 
ASEAN  closer  to  the  people  and  vice  versa.  We  further  encouraged 
the  organization  of  activities  that  not  only  raise  public  awareness 
of  ASEAN,  but,  more  importantly,  engage  and  empower  the 
people.  We  took  note  of  the  initiatives  of  the  Secretary-General  to 
offer  flagship  projects  to  the  Chair. 

55.  We  welcomed  Indonesia's  invitation  for  ASEAN  Member  States 
to  participate  in  the  ASEAN  Fair,  to  be  held  in  Bali  in  conjimction 
with  the  19*  ASEAN  Summit  and  Related  Summits,  in  November 
2011.  The  Fair  will  bring  together  many  elements  of  society  in 
various  activities  that  demonstrate  the  nature  of  ASEAN  as  being 
of  the  people,  by  the  people  and  for  the  people. 

56.  We  acknowledged  the  importance  of  the  participation  of  civil 
society  in  the  attainment  of  the  ASEAN  Commimity  by  2015.  We 
pledged  to  promote  constructive  dialogue  and  establish  stronger 
partnership  and  active  collaboration  with  civil  society  in  various 
sectors  of  cooperation.  We  welcomed  the  initiative  of  civil  so- 
cieties in  ASEAN  that  made  a  robust  contribution  to  ASEAN 
Community  building  and  noted  the  successful  convening  of  the 
7th  ASEAN  Civil  Society  Conference/ASEAN  People's  Forum  in 
Jakarta,  Indonesia  on  3-  5  May  2011. 
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Disaster  Management 

57.  Aware  of  the  urgenq;-  to  improve  regional  coordination  in  di- 
saster preparedness  and  response,  we  agreed  to  strengthen 
the  existing  arrangements  such  as  the  ASEAN  Agreement  on 
Disaster  Management  and  Emergency  Response  (AADMER)  and 
the  ASEAN  Coordinating  Centre  for  Humanitarian  Assistance  on 
disaster  management  (AHA  Centre).  We  agreed  to  reinforce  the 
role  of  the  Secretary-General  of  ASEAN  as  ASEAN's  humanitarian 
assistance  coordinator  and  to  encourage  greater  civilian-military 
coordination  on  humanitarian  assistance  and  disaster  relief. 

58.  The  soft  launch  of  the  AHA  Centre  on  27  January  2011  show- 
cased the  realization  of  ASEAN  efforts  at  effective  response  to 
and  management  of  disasters.  We  further  tasked  our  relevant 
Ministers  to  expedite  the  full  operation  of  the  AHA  Centre  and 
emphasized  the  importance  of  concerted  efforts  by  all  stakeholders 
as  well  as  support  from  partners  and  donors  to  achieve  this 
goal.  We  reaffirmed  our  commitment  to  ensure  the  effective 
operation  of  the  AHA  Centre.  We  cited  the  contributions  and 
commitment  of  ASEAN  external  partners  to  ensure  the  effective 
implementation  of  the  Centre  which  would  be  complemented 
by  the  activities  of  the  WFP  Humanitarian  Response  Depot  in 
Subang  and  Thailand's  offer  to  develop  Utapao  airport  facilities 
to  support  rapid  deployment  of  assets  in  the  event  of  a  disaster  in 
the  region.  By  enhancing  our  collective  efforts,  we  moved  closer 
to  achieving  our  goal  of  building  disaster-resilient  societies  and 
towards  a  safer  community  by  the  year  2015. 

59.  We  welcomed  the  successful  holding  of  the  ASEAN  Regional 
Forum  Disaster  Relief  Exercise  (ARF  DiREx)  2011  in  Manado, 
Indonesia  on  14-19  March  2011  and  concluded  that  the  Exercise 
had  promoted  contributed  to  cooperation  and  coordination 
between  civilian  and  military  authorities  on  disaster  management 
in  the  Asia  Pacific  region.  We  noted  the  willingness  of  the  Asian 
Disaster  Preparedness  Center  (ADPC)  in  Thailand  to  work  with 
partners  to  do  a  regional  stock  take  of  HADR  facilities  and 
capabilities  in  the  region. 
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60.  Following  the  Special  ASEAN-Japan  Ministerial  Meeting  in 
April  2011,  we  emphasized  the  need  to  further  strengthen 
existing  disaster  management  cooperation  under  the  various 
regional  mechanisms,  including  ASEAN  Plus  Three,  EAS,  ARE, 
and  ADMM  Plus,  as  well  as  periodic  holding  of  Disaster  Relief 
Exercises.  In  addition,  we  underlined  the  need  to  strengthen 
such  cooperation  through  sharing  of  exercises  and  lessons- 
learned  as  well  as  conducting  training  and  capacity  building 
programs  for  disaster  preparedness,  emergency  response,  relief, 
and  reconstruction  efforts. 

Migrant  Workers 

61.  We  reaffirmed  our  commitment  to  implement  the  ASEAN  Decla- 
ration on  the  Protection  and  Promotion  of  the  Rights  of  Migrant 
Workers  adopted  in  Cebu  at  the  12*  ASEAN  Summit  in  2007. 

62.  We  reiterated  our  commitment  to  develop  an  ASEAN  instrument 
on  the  protection  and  promotion  of  the  rights  of  migrant 
workers,  consistent  with  ASEAN' s  vision  of  a  caring  and  sharing 
community.  In  this  connection,  we  tasked  the  ASEAN  Labour 
Ministers  Meeting  (ALMM)  to  expedite  the  completion  of  this 
instrument  based  on  the  spirit  of  the  Cebu  Declaration.  We  also 
requested  the  ASEAN  Socio-Cultural  Community  (ASCC)  Council, 
as  agreed  by  the  Summit,  to  exercise  its  mandate  in  ensuring  the 
accomplishment  of  this  task  accordingly  by  the  ALMM  as  one  of 
the  Sectoral  Ministerial  Bodies  under  its  purview.  We  also  look 
forward  to  the  development  of  a  proposal  on  the  convening  of  a 
workshop  on  this  matter. 

63.  We  tasked  the  Secretary  General,  in  cooperation  with  the  ASCC, 
to  report  the  progress  of  the  implementation  of  the  Declaration 
to  the  19th  ASEAN  Summit. 

ASEAN  Commission  on  the  Promotion  and  Protection  of  the  Rights 
of  Women  and  Children  (ACWC) 

64.  We  welcomed  the  convening  of  the  First  Meeting  of  the  ASEAN 
Commission  on  the  Promotion  and  Protection  of  the  Rights  of 
Women  and  Children  (ACWC)  in  Jakarta  as  another  milestone 
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in  ASEAN's  commitment  to  promote  and  protect  the  rights  of 
women  and  children  in  the  region.  We  looked  forward  to  the 
ACWC  undertaking  concrete  measures  to  safeguard  the  interest 
and  rights  as  well  as  provide  equal  opportunities,  and  raise 
the  quality  of  life  and  the  standard  of  living  of  women  and 
children. 

Youth 

65.  We  underscored  the  important  roles  of  the  youth  as  the  next 
generation  of  leaders  in  our  region  and  as  the  custodians  of  the 
future  of  ASEAN.  We  pledged  to  ensure  that  they  would  have 
a  decent  life  in  the  future.  We  also  agreed  to  engage  youth  in 
the  building  of  the  ASEAN  Community  by  2015,  and  noted  the 
proposal  to  task  relevant  sectoral  bodies  under  the  ASCC  Council 
to  submit  recommendations  which  would  allow  the  region's 
youth  to  have  a  more  prominent  and  constructive  role  in  this 
process.  Hence,  we  encouraged  all  stakeholders  to  create  and 
implement  more  inclusive  programs  for  youth. 

66.  Since  these  efforts  require  adequate  support,  we  welcomed  the 
initiative  to  establish  an  ASEAN  Youth  Program  Fund  to  foster 
stronger  cooperation  and  engagement  by  all  stakeholders  in  the 
enhancement  of  the  capabilities  of  the  youth  in  the  region. 

Health 

67.  We  affirmed  our  determination  to  enhance  regional  preparedness 
and  capacity  through  integrated  approaches  to  assess,  prevent, 
and  respond  to  widespread  communicable  and  infectious  diseases 
including  HIV/AIDS.  Due  to  the  threat  of  increasing  number  of 
HIV/AIDS  cases  in  our  region,  we  underlined  the  need  to  provide 
more  affordable  and  universal  access  to  HIV/AIDS  prevention, 
treatment,  care,  and  support.  We  welcomed  planned  activities  of 
the  ASEAN  Task  Force  on  AIDS  (ATFOA)  for  the  Commemoration 
of  the  10*  Anniversary  of  the  ASEAN  Declaration  on  HIV  and 
AIDS  during  the  19*  ASEAN  Summit,  namely  the  launching  of 
the  ASEAN  Regional  Report  on  HIV/AIDS  (2010)  which  includes 
the  AIDS  Work  Programme  IV  (2011-2015)  and  the  Renewal  of 
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the  ASEAN  Declaration  of  Commitment  on  HIV  and  AIDS  to  the 
2011  Declaration  on  HIV/AIDS. 

68.  We  also  emphasized  the  need  for  all  stakeholders  in  our  region  to 
take  measures  to  prevent  spread  of  communicable  and  infectious 
diseases  in  the  region.  We  also  recognized  the  need  to  provide 
more  attention  to  those  already  infected  by  HIV/ AIDS  and  other 
diseases,  and  to  ensure  that  they  have  access  and  affordable 
health  care  and  management. 

69.  We  underlined  that  these  groups  should  not  be  marginalized  and 
be  provided  equal  with  opportunities  to  live  a  normal  life.  We 
agreed  that  further  collaboration  with  partners  and  donors  were 
necessary  for  our  region's  capability  to  become  more  capable  of 
dealing  with  this  problem. 

70.  We  welcomed  the  Government  of  Indonesia's  contribution  for 
the  official  launch  of  ASEAN  Dengue  Day  at  regional  level  on 
15  June  2011  with  the  theme  "Dengue  is  Everybody's  Concern, 
Causing  Socio-Economic  Burden  but  its  Preventable  ".  We  looked 
forward  and  supported  activities  that  would  be  held  alongside 
the  laimch,  including  the  ASEAN  Dengue  Conference  and 
ASEAN  Logo  Competition  for  ASEAN  Dengue  Day. 

Persons  with  Disabilities 

71 .  We  reaffirmed  the  possibility  to  promote  a  people-oriented  ASEAN 
where  all  of  the  society,  including  persons  with  disabilities, 
could  participate  in  and  benefit  fully  from  the  process  of  ASEAN 
integration.  We  also  underlined  the  importance  of  enhancing  the 
role,  opportunities  and  participation  of  persons  with  disabilities 
in  contributing  to  the  development  of  the  region.  Therefore, 
we  welcomed  the  initiative  to  draft  the  Bali  Declaration  on  the 
Enhancement  of  the  Role  and  Participation  of  Persons  with 
Disabilities  in  ASEAN  Community  as  well  as  the  Proclamation  of 
the  ASEAN  Decade  for  Persons  with  Disabilities  2011-2020.  We 
tasked  our  relevant  Ministers  to  complete  the  said  Declaration 
for  adoption  at  the  19th  ASEAN  Summit. 
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Education 

72.  We  cited  the  importance  of  education  as  a  foundation  for  a  useful 
and  meaningful  life.  We  acknowledged  and  lauded  the  concerted 
efforts  by  our  Ministers  to  ensure  the  integration  of  education 
priorities  into  ASEAN's  development  agenda  and  to  improve  the 
well-being  and  livelihood  of  the  peoples  of  ASEAN  as  well  as 
enhance  awareness  of  ASEAN  through  education. 

73.  We  welcomed  the  adoption  of  the  ASEAN  5-Year  Work  Plan 
on  Education  (2011-2015)  to  facilitate  the  implementation  of 
relevant  actions  of  the  ASCC  Blueprint  and  the  Cha-am  Hua 
Hin  Declaration  on  Strengthening  Cooperation  on  Education  to 
Achieve  an  ASEAN  Caring  and  Sharing  Community.  We  also 
welcomed  the  progress  of  the  work  of  the  ASEAN  University 
Network  (AUN)  in  promoting  student  mobility  and  building  a 
network  among  universities  in  ASEAN  Member  States,  China, 
Japan  and  the  Republic  of  Korea.  We  further  encourage  the 
teaching  of  ASEAN  Studies  in  primary,  secondary,  and  higher 
education  levels  as  stipulated  in  the  ASCC  Blueprint  and  the 
Work  Plan  on  Education. 

74.  We  tasked  the  ASEAN  Miiusterial  Meeting  on  Education  to 
develop  a  framework  of  a  transfer  of  credits  among  university 
students  in  ASEAN  Member  States  in  order  to  strengthen  people- 
to-people  contact. 

Community  &  Harmony  in  ASEAN  through  Tertiary  Education  Re- 
lations (CHARTER) 

75.  In  line  with  ASEAN's  community  building  efforts,  we  endorsed 
the  concept  of  a  Community  and  Harmony  in  ASEAN  through 
Tertiary  Education  Relations  (CHARTER)  programme  to  enhance 
exchanges  between  universities  and  institutions  of  higher  learning 
in  ASEAN.  We  agreed  that  the  programme  would  help  develop 
a  stronger  sense  of  identity  and  belonging  to  ASEAN  among  our 
youth  through  the  promotion  of  cross-cultural  understanding. 
In  this  regard,  we  tasked  our  Education  Ministers  to  explore  the 
programme  further  with  a  view  to  its  early  implementation. 
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Climate  Change 

76.  We  reaffirmed  our  strong  commitment  to  intensify  efforts  in 
addressing  climate  change  at  national,  regional  and  global  levels. 
We  agreed  that  ASEAN  should  be  actively  involved  in  contributing 
to  global  efforts  to  achieve  a  balanced,  comprehensive,  and  legally- 
binding  instrument  under  the  UN  Framework  Convention  on 
Climate  Change  agreed  upon  through  the  two-track  approaches 
as  mandated  by  the  Bali  Action  Plan. 

77.  We  underlined  the  importance  of  the  ASEAN  Climate  Change 
Initiative  (ACCI)  in  providing  a  consultative  platform  to 
strengthen  regional  coordination  and  cooperation  in  addressing 
climate  change.  We  encouraged  ASEAN  Member  States  to 
enhance  their  implementation  of  ACCI  by  engaging  relevant 
stakeholders  in  ASEAN  Member  States  in  this  effort. 

Environmentally-Sustainable  Cities 

78.  We  encouraged  efforts  to  meet  the  social  and  economic  needs 
of  the  peoples  of  the  region  to  improve  their  living  standards. 
We  welcomed  fhe  initiative  to  have  the  ASEAN  Environmentally 
Sustainable  Cities  Award,  in  order  to  increase  people's  awareness 
of  the  importance  of  living  in  a  more  environmentally  sustainable 
way.  We  encouraged  more  cities  in  our  region  to  participate 
actively  in  the  Award.  This  will  be  part  of  our  collaborative  efforts 
at  achieving  a  more  environmentally  sustainable  region  by  2015. 

Culture 

79.  We  acknowledged  the  importance  of  the  conservation  and 
preservation  of  ASEAN  cultural  heritage  in  enhancing  mutual 
awareness  and  understanding  among  our  peoples.  We  welcomed 
the  initiative  to  develop  a  draft  ASEAN  Declaration  on  Shared 
ASEAN  Cultural  Identity:  Towards  Strengthening  the  ASEAN 
Community.  We  tasked  our  relevant  Ministers  to  ensure  the 
finalisation  of  the  said  draft  as  an  outcome  document  of  the  19"^ 
ASEAN  Summit.  We  also  take  note  the  suggestion  of  having  an 
ASEAN  television,  channel  or  network  in  each  ASEAN  Member 
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States  as  part  of  ASEAN's  endeavour  to  enhance  mutual  awareness 
and  understanding  among  our  peoples. 

Sports 

80.  We  endorsed  the  establishment  of  an  ASEAN  Ministerial  Meeting 
on  Sports  designed  to  enhance  cooperation  in  sport  and  sports- 
related  activities,  to  promote  a  healthier  lifestyle  among  citizens 
of  ASEAN  Member  States,  encourage  more  interaction  among 
peoples  of  ASEAN,  as  w^ell  as  contributing  to  ASEAN  integration 
and  community  building. 

ASEAN's  bid  to  host  World  Cup  2030 

81.  We  welcomed  the  initiative  of  the  ASEAN  Foreign  Ministers, 
working  together  with  the  ASEAN  Football  Federation  (AFF), 
on  ASEAN's  bid  to  host  FIFA  World  Cup  in  2030,  including 
undertaking  a  comprehensive  study  as  suggested  by  the  AFF. 
We  would  systematically  and  procedurally  explore  possibilities 
in  this  major  initiative. 

NARROWING  THE  DEVELOPMENT  GAP 

82.  We  reaffirmed  the  importance  of  narrowing  the  development  gap 
between  Member  States  to  accelerate  ASEAN  integration  in  order 
to  achieve  the  goal  of  a  more  balanced,  inclusive  and  sustained 
ASEAN  Community.  We  resolved  to  intensify  our  efforts  at 
implementing  the  Strategic  Framework  and  the  lAI  Work  Plan  11 
(2009-2015)  in  full  and  in  a  timely  manner. 

83.  We  called  on  Dialogue  Partners  and  Development  Partners  to 
continue  their  support  and  assistance  for  ASEAN's  efforts  to  bridge 
the  development  gap.  We  welcomed  the  successful  outcome  of 
the  3rd  lAI  Development  Cooperation  Forum  (IDCF-3). 

ASEAN  CONNECTIVITY 

84.  We  reaffirmed  our  commitment  to  promote  ASEAN  Connectivity 
that  would  benefit  all  Member  States  through  enhanced  trade, 
investment,  tourism,  people-to-people  exchanges,  and  deve- 
lopment which  would  complement  ongoing  regional  efforts  to 
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realize  a  people-oriented  ASEAN  Community  by  2015.  Through 
an  enhanced  connectivity  between  the  mainland  and  archipelagic 
states  in  ASEAN,  the  production  and  distribution  networks  in 
the  region  would  be  deepened  and  enlarged,  and  become  more 
entrenched  in  the  East  Asia  and  global  economy, 

85.  We  welcomed  the  establishment  of  the  ASEAN  Connectivity 
Coordinating  Committee  (ACCC)  and  the  ASEAN  Connectivity 
National  Coordinators  (NC)  and  tasked  both  mechanisms  to 
expedite  the  implementation  of  the  Master  Plan  on  ASEAN 
Cormectivity.  We  commended  the  strong  support  and  commitment 
ASEAN  Dialogue  Partners  and  other  external  partners,  including 
other  stakeholders  for  the  implementation  of  the  Master  Plan  on 
ASEAN  Connectivity. 

86.  We  welcomed  the  report  of  the  "First  Meeting  of  the  ASEAN 
Connectivity  Coordinating  Committee  (ACCC)"  held  recently  in 
Jakarta,  and  commended  the  work  of  the  Committee.  We  call  on 
the  relevant  sectoral  bodies  of  the  three  Commimity  Councils  to 
coordinate  and  to  extend  cooperation  and  support  to  the  ACCC. 

87.  We  tasked  our  Finance  Ministers  to  expedite  the  establishment 
and  the  guidelines  on  the  use  of  the  ASEAN  Infrastructure  Fund 
(AIF)  which  would  play  a  catalyst  role  in  resource  mobilization 
with  the  help  of  external  partners. 

88.  We  noted  with  appreciation  the  development  of  sub-regional 
interconnectivity  among  ASEAN  Members  States,  namely:  In- 
donesia-Malaysia-Thailand Growth  Triangle  (IMT-GT),  Brunei- 
Indonesia-Malaysia-Philippines  East  ASEAN  Growth  Area  (BIMP- 
EAGA),  and  Greater  Mekong  Subregion  (GMS)  as  fundamental 
building  blocks  for  the  ASEAN  interconnectivity  as  a  whole. 

89.  We  recognized  the  role  of  governments  in  encouraging  low-cost 
airlines  as  well  as  national  airlines  to  operate  more  flights  and 
flight  routes  within  the  ASEAN  region  in  order  to  promote  closer 
people-to-people  connectivity. 

90.  We  agreed  to  explore  the  development  of  an  ASEAN  Business 
Travel  Card  that  would  help  facilitate  the  movement  of  business 
peoples  in  the  region  and  thereby  promote  people-to-people 
connectivity  as  called  for  in  the  Master  Plan. 
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91.  We  acknowledged  that  ASEAN  Connectivity  is  the  first  step  in 
the  development  of  enhanced  connectivity  between  ASEAN  and 
Northeast  Asia,  South  Asia  and  beyond  which  remains  our  long- 
term  goal.  We  thus  noted  the  possibility  of  having  a  "connectivity 
master  plan  plus"  which  would  explore  connectivity  beyond 
ASEAN,  focusing  on  Northeast  Asia,  South  Asia  and  other 
regions. 

IMPLEMENTATION  OF  THE  ASEAN  CHARTER 
Remaining  Legal  Instruments  under  the  ASEAN  Charter 

92.  We  welcomed  the  progress  in  the  implementation  of  the  ASE- 
AN Charter,  particularly  the  finalization  of  the  draft  legal 
instruments  that  would  enable  ASEAN  to  function  as  a  rules- 
based  organization.  We  looked  forward  to  the  conclusion  of 
the  remaining  legal  instruments  of  the  ASEAN  Charter  and  the 
consideration  of  the  establishment  of  an  ASEAN  legal  committee 
that  would  address  any  possible  legal  issues  in  the  future. 

ASEAN  Inter-Parliamentary  Assembly  (AIPA) 

93.  We  renewed  our  commitment  to  building  a  people-oriented  and 
people-centered  ASEAN  and  to  increase  our  peoples'  sense  of 
involvement  in  the  work  of  ASEAN  through  their  greater  people's 
participation  in  our  community-building  process.  We  were 
pleased  with  the  outcome  of  our  Meeting  with  Representatives 
from  the  ASEAN  Inter-Parliamentary  Assembly  (AIPA)  in  Jakarta 
on  7th  May.  We  tasked  the  ASEAN  Secretariat  to  coordinate  with 
AIPA  in  developing  appropriate  modalities  for  future  cooperation 
between  ASEAN  Government  and  legislatures. 

Committee  of  Permanent  Representatives  to  ASEAN  (CPR) 

94.  We  welcomed  the  increasing  role  and  contribution  of  the  Committee 
of  Permanent  Representatives  to  ASEAN  (CPR),  including  its 
effort  to  promote  closer  cooperation  and  coordination  across  the 
three  pillars  and  sectoral  bodies  of  ASEAN  in  accordance  with 
the  ASEAN  Charter.  We  took  note  of  the  efforts  of  the  CPR  to 
facilitate  closer  cooperation  with  ASEAN  Dialogue  Partners  and 
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Other  external  partners  thereby  helping  the  ASEAN  Community 
building  process. 

ASEAN  Secretariat 

95.  We  stressed  the  need  to  enhance  the  capacity  of  the  ASEAN 
Secretariat  with  necessary  resources  so  it  would  be  able  to  cope 
with  the  external  dynamics  and  to  support  enhanced  ASEAN 
integration,  as  well  as  ASEAN's  greater  role  in  the  region  and  in 
the  global  community. 

ASEAN  Foundation 

96.  We  have  high  expectations  that  the  ASEAN  Foundation,  under 
the  newly  appointed  Executive  Director,  will  promote  greater 
awareness  of  the  ASEAN  identity,  people-to-people  interaction, 
and  close  collaboration  among  the  business  sector,  civil  society, 
academia  and  other  stakeholders  in  ASEAN. 

REGIONAL  ARCHITECTURE 

97.  We  underlined  the  need  to  maintain  ASEAN  Centrality  in  regional 
architecture  building  and  institutional  building  within  ASEAN  - 
with  its  three  pillars  and  its  Blueprints,  the  ASEAN  Charter,  and 
the  strengthening  of  the  ASEAN  Secretariat  -  as  fundamentals 
upon  which  to  build  a  strong  ASEAN  Community  that  would  be 
the  core  building  block  in  the  evolving  regional  architecture. 

98.  We  reiterated  the  mutually  reinforcing  roles  of  ASEAN  Plus 
One,  ASEAN  Plus  Three,  the  East  Asia  Summit  (EAS),  ASEAN 
Regional  Forum  (ARF),  ASEAN  Defence  Ministers'  Meeting  Plus 
(ADMM  Plus)  and  other  forums  in  the  region  in  the  promotion 
of  East  Asian  cooperation  and  dialogue  towards  the  building  of 
a  community  in  the  wider  region.  We  also  reaffirmed  that  each 
partners  have  their  respective  niche  in  addressing  the  many 
challenges  confronting  the  region  and  in  this  regard,  ASEAN 
should  tap  on  their  individual  strengths. 

99.  We  looked  forward  to  the  participation  of  the  Russian  Federation 
and  the  United  States  in  the  6th  EAS  in  Bali.  Both  countries'  role 
and  engagement  should  contribute  constructively  to  the  ongoing 
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dynamism  of  the  region,  as  well  as  in  enhancing  ASEAN's  role  to 
the  changing  global  landscape. 

100.  We  pledged  to  nurture  the  evolution  of  the  regional  architecture 
toward  a  dynamic  equilibrium  by  enhancing  and  synergizing  the 
role  of  ASEAN  Community  in  the  region,  through  constructive 
partnerships  between  ASEAN  and  its  external  partners  with  the 
objective  of  achieving  common  stability,  common  security  and 
common  prosperity. 

ASEAN  Centrality 

101.  We  emphasized  the  importance  of  ASEAN's  centrality  in  the 
evolving  regional  architecture  in  cooperation  with  external 
partners,  and  reaffirmed  basic  principles  and  modalities  and 
commitment  of  the  EAS  as  outlined  in  the  2005  Kuala  Lumpur 
Declaration  on  the  East  Asia  Summit.  We  stressed  the  need  to 
ensure  ASEAN  Centrality  by  building  on  existing  ASEAN-led 
mechanisms,  as  well  as  through  existing  ASEAN  cooperation 
with  individual  participating  countries  of  the  EAS. 

East  Asia  Summit  (EAS) 

102.  We  had  in-depth  discussions  on  the  development  of  the  EAS  and 
emphasized  the  importance  of  strengthening  commitment  to 
the  2005  Kuala  Lumpur  Declaration  on  the  Establishment  of  the 
East  Asia  Summit  which  contains  the  principles  of  the  EAS  as  a 
Leaders-led  as  a  forum  for  dialogue  on  broad  strategic,  political 
and  economic  issues  of  common  interest  and  concern  with  the 
aim  of  promoting  peace,  stability  and  economic  prosperity  in 
East  Asia. 

103.  With  the  inclusion  of  the  Russian  Federation  and  the  United 
States,  we  agreed  to  ensure  that  the  EAS,  with  an  enlarged 
participation,  can  contribute  to  the  maintenance  and  promotion 
of  a  stable  and  peaceful  regional  environment. 

104.  In  responding  to  emerging  multi-dimensional  challenges  in  the 
region,  we  agreed  to  ensure  that  the  EAS  serves  as  an  effective 
forum  for  deliberations  on  traditional  and  non-traditional  se- 
curity threats.  We  further  stressed  the  need  to  deliberate  on 
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strategic  geo-political  issues  of  common  interest,  while  continuing 
deliberations  on  the  5  (five)  existing  EAS  priority  areas  as  well  as 
ASEAN  Connectivity. 

105.  We  agreed  to  reaffirm,  among  EAS  participating  countries,  the 
shared  norms  and  principles,  such  as  those  enshrined  in  the 
UN  Charter,  the  TAC,  and  ASEAN  Charter,  which  are  all  aimed 
at  maintaining  peace,  stability,  and  economic  prosperity  in  the 
region  and  beyond. 

106.  We  endorsed  decisions  that  would  be  followed  up  at  the  6*  East 
Asia  Summit  in  November  2011  namely: 

a.  To  continue,  consolidate,  and  enhance  existing  EAS  coo- 
peration on  the  issues  of  energy,  finance,  disaster  mana- 
gement, education  and  avian  flu  prevention,  which  would 
be  transformed  to  global  health  and  foreign  policy,  and  to 
discuss  connectivity  and  the  CEPEA  at  the  upcoming  EAS; 

b.  To  continue  the  practice  of  EAS  consideration  of  various 
specific  regional  and  international  developments,  as  reflected 
in  the  Chairman's  Statement  outcome,  as  appropriate; 

c.  To  safeguard  and  manifest  ASEAN  centrality  in  the  EAS 
by  carrying  out  the  decisions  made  on  existing  ASEAN-led 
mechanisms; 

d.  To  reaffirm  among  the  EAS  participating  countries  common 
global  norms  and  principles  such  as  those  enshrined  in  the 
UN  Charter,  TAC,  the  ASEAN  Charter,  ARE  and  in  various 
arrangements  between  non-ASEAN  participating  countries 
which  are  all  aimed  at  maintaining  peace,  stability  and 
economic  prosperity  in  the  region  and  beyond; 

e.  To  set  in  motion  EAS  deliberations  and  cooperation  on  a  set 
of  traditional  and  non-traditional  security  issues,  based  on 
the  existing  ASEAN  body  of  work; 

f.  We  agreed  to  maintain  the  momentum  of  the  EAS  during 
the  period  between  the  regular  leaders'  level  meeting  by 
strengthening  the  EAS  Foreign  Ministers'  process; 

g.  To  strengthen  the  resources  available  to  the  ASEAN  Secretariat 
in  supporting  the  EAS. 
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107.  Accordingly,  we  intend  to  issue  a  declaration  at  the  6th  EAS 
encapsulating  essential  elements  and  common  principles  that 
should  imbue  the  conduct  of  EAS  participating  countries. 

108.  We  tasked  our  Ministers  to  prepare  a  draft  declaration  on  the 
selected  principles  to  be  issued  at  the  6*  EAS. 

ASEAN  S  EXTERNAL  RELATIONS 

109.  We  were  encouraged  by  the  progress  of  ASEAN  external 
cooperation  with  Dialogue  Partners  and  agreed  that  ASEAN- 
led  mechanisms/processes  (ASEAN+1,  ASEAN+3,  EAS,  ARE, 
ADMM  Plus)  are  all  elements  of  the  regional  architecture  in  East 
Asia.  Therefore,  we  must  ensure  their  mutually  reinforcing  roles 
and  complementarities.  We  agreed  to  fully  utilize  the  existing 
ASEAN  cooperation  with  the  Dialogue  Partners  to  promote  and 
support  the  ASEAN  Community. 

110.  We  commended  the  proactive  participation  and  constructive 
contribution  of  external  partners  in  dealing  with  emerging  chal- 
lenges facing  the  region.  We  agreed  to  optimize  the  contribution 
of  our  dialogue  partners  to  our  community  building  ventures, 
such  as  ASEAN  Connectivity,  disaster  management,  maritime 
security  and  others. 

111.  We  noted  the  importance  of  ASEAN  energy  cooperation  to 
ensure  greater  security  and  sustainability  of  energy  through 
diversification,  development  and  conservation  of  resources,  the 
efficient  use  of  energy,  as  well  as  the  wider  application  of 
environmentally-sound  technologies.  We  underlined  the  need 
to  intensify  our  cooperation  on  the  development  of  renewable 
and  alternative  energy,  including  hydropower  and  bio-fuels  in 
order  to  achieve  a  sustainable  environment. 

112.  We  looked  forward  to  the  signing  of  the  ASEAN  Plus  Three 
Emergency  Rice  Reserve  (APTERR)  by  this  year,  to  help  ensure 
the  stability  of  food  supply  for  our  people,  in  the  event  of  a  food 
shortage  or  crisis.  We  also  emphasized  the  need  to  implement  the 
ASEAN  Integrated  Food  Security  Framework  and  the  Strategic 
Plan  of  Action  on  Food  Security  in  the  ASEAN  Region. 
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113.  We  reaffirmed  our  commitment  to  elevate  ASEAN-UN  coo- 
peration to  a  comprehensive  partnership.  Furthermore,  we 
encourage  collaboration  between  ASEAN  and  the  UN  to 
increase  ASEAN's  capacity  to  respond  to  key  global  issues  of 
common  interest.  We  cited  great  potential  for  strengthening 
cooperation  in  the  area  of  multi-dimensional  peacekeeping  and 
post-conflict  peace-building.  We  look  forward  to  issue  a  De- 
claration on  ASEAN-UN  Comprehensive  Partnership  at  the  19* 
ASEAN  Summit  and  Related  Summits. 

114.  We  further  agreed  to  fully  capitalize  on  the  momentum  pro- 
vided in  2011  to  elevate  our  cooperation  with  Japan  and 
commend  the  efforts  to  develop  in  a  new  ASEAN-Japan 
Declaration  and  Plan  of  Action. 

115.  We  commended  the  People's  Republic  of  China  and  the  Russian 
Federation  for  their  initiatives  to  launch  activities  in  conjunction 
with  the  20*  Anniversary  of  the  ASEAN-China  Dialogue  Rela- 
tions and  the  15*  Anniversary  of  the  ASEAN-Russian  Federation 
Dialogue  Relations  in  2011  respectively.  We  expressed  support  for 
the  deliberations  on  an  ASEAN-China  Leaders  Joint  Statement  to 
be  issued  at  the  ASEAN-China  Summit  that  would  commemorate 
20  years  of  dialogue  relations.  We  tasked  the  Ministers  to  con- 
tinue finalizing  the  relevant  documents  to  be  adopted  at  the  19* 
ASEAN  Summit  and  Related  Summits  in  Bali. 

116.  We  looked  forward  to  the  finalization  of  the  ASEAN-US  Plan  of 
Action  2011-2015,  which  would  expand  and  deepen  cooperation 
beyond  the  existing  areas  of  our  partnership. 

ASEAN-EU  Business  Summit 

117.  We  commend  the  convening  of  the  First  ASEAN-EU  Business 
Summit  on  5*  of  May  2011  in  Jakarta,  attended  by  the  President  of 
Indonesia,  ASEAN  Economic  Ministers,  EU  Trade  Commissioner, 
ASEAN  Secretary  General  and  the  business  communities  of  the 
hvo  regions.  This  Summit  provided  a  solid  foundation  for 
strengthening  cooperation  and  partnerships  between  the  two 
regions. 
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ASEAN  COMMUNITY  IN  A  GLOBAL  COMMUNITY  OF 
NATIONS 

118.  We  recalled  ASEAN  basic  provisions  on  global  visions  and 
commitments,  ASEAN  joint  statements  on  various  global 
issues,  and  ASEAN  collaboration  with  various  international  and 
regional  organizations,  in  underscoring  the  foundation  and 
future  direction  for  an  outward  looking  ASEAN  Community 
that  could  play  a  pivotal  role  in  the  international  fora,  and 
advance  ASEAN's  common  interest. 

119.  We  agreed  to  develop  an  ASEAN  common  platform  on 
global  issues,  and  to  enhance  ASEAN's  capacity  to  respond 
to  key  global  issues,  that  aims  to  promote  greater  coordination, 
coherence  and  cohesiveness  on  positions  and  efforts  undertaken 
by  ASEAN  to  address  global  challenges  of  the  21^'  century.  To  help 
better  prepare  ASEAN  for  this  undertaking,  we  also  agreed  that 
ASEAN  should  make  a  detailed  and  comprehensive  study  and 
assessment  of  the  key  medium  to  long-term  global  trends 
and  expected  transformations  in  the  global  architecture. 

120.  We  decided  to  issue  at  the  19*  ASEAN  Summit  a  declaration 
on  ASEAN  Community  in  A  Global  Community  of  Nations  to 
further  promote  a  common  platform  on  global  issues.  We  tasked 
our  Foreign  Minister  to  work  on  such  a  declaration. 

121.  For  that  purpose  we  issued  the  ASEAN  Leaders'  Joint  Statement 
on  the  ASEAN  Community  in  a  Global  Community  of  Nations, 
stating  our  agreement  to  have  a  common  platform  on  global 
issues  to  be  optimally  attained  by  2022. 

GLOBAL  MOVEMENT  OF  MODERATES 

122.  We  welcome  the  initiative  to  establish  the  Global  Movement  of 
Moderates  as  one  of  ASEAN's  positive  contributions  in  shaping 
global  developments.  We  task  the  ASEAN  Secretariat  to  produce 
a  concept  paper  on  how  ASEAN  can  promote  this  idea  at  the 
global  level. 
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REGIONAL  AND  INTERNATIONAL  ISSUES 
Myanmar 

123.  We  reiterated  our  support  to  the  steady  progress  and  political 
developments  in  Myanmar  following  the  holding  of  General 
Elections  and  the  formation  of  a  new  parliamentary  govern- 
ment in  accordance  with  the  Seven-Step  Roadmap  to  Democracy. 
We  considered  the  proposal  of  Myanmar  to  host  the  ASEAN 
Summits  in  2014,  based  on  its  firm  commitment  to  the  principles 

•     of  ASEAN. 

Current  Situation  in  the  Cambodia-Thailand  Border 

124.  We  emphasized  the  imderlying  norm  and  principle  of  ASEAN  that 
differences  between  ASEAN  Member  States  should  be  amicably 
resolved  in  the  spirit  of  ASEAN  Solidarity,  in  accordance  with 
the  principles  contained  in  the  Treaty  of  Amity  and  Cooperation 
in  Southeast  Asia  (TAG)  and  the  ASEAN  Charter. 

125.  We  welcomed  Cambodia's  and  Thailand's  commitment  to  pea- 
cefully resolve  their  differences  through  political  dialogue  and 
negotiations  with  a  view  to  achieving  mutually  acceptable 
solution  through  the  fullest  utilization  of  their  existing  bilateral 
mechanism,  with  appropriate  engagement  of  Indonesia,  current 
Chair  of  ASEAN.  In  this  regard,  we  appreciate  that  Cambodia 
and  Thailand  have  agreed  on  the  text  of  the  Terms  of  Reference 
(TOR)  on  the  Indonesian  Observers  Team  (lOT)  in  the  affected 
areas  following  the  incidents  in  February  2011  and  encourage  the 
attainment  of  an  environment  conducive  to  their  assignment.  We 
also  expressed  our  appreciation  and  support  for  the  continuing 
effort  of  Indonesia,  current  Chair  of  ASEAN,  to  facilitate  the 
process  through  its  appropriate  engagement  which  would  help 
advance  our  collective  efforts  to  attain  the  ASEAN  Community. 

South  China  Sea 

126.  We  reaffirmed  the  importance  of  the  Declaration  on  the  Conduct 
of  the  Parties  in  the  South  China  Sea  (DOC)  as  a  milestone 
document  signed  between  ASEAN  and  China  embodying  the 
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collective  commitment  to  promoting  peace,  stability,  and  mutual 
trust  in  the  South  China  Sea  and  to  ensuring  the  peaceful 
resolution  of  disputes  in  this  area  in  accordance  w^ith  universally- 
recognized  principles  of  international  law,  including  the  1982 
United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  (UNCLOS). 

127.  We  stressed  that  continuing  the  positive  engagement  of  ASEAN- 
China  is  essential  in  moving  forward  the  DOC  issue.  We  stressed 
the  need  to  further  intensify  the  efforts  of  both  ASEAN  and  China 
to  ensure  the  effective  and  full  implementation  of  the  DOC  and 
move  forward  the  eventual  conclusion  of  a  Regional  Code  of 
Conduct  (COC). 

128.  We  welcomed  the  convening  of  the  ^th  ASEAN-China  Joint 
Working  Group  on  the  DOC  on  18-20  April  2011  in  Medan, 
Indonesia.  In  this  connection,  we  encouraged  the  continued 
constructive  consultations  between  ASEAN  and  China,  including 
the  early  convening  of  the  ASEAN-China  SOM  on  the  DOC. 
We  therefore  reaffirm  the  principle  of  ASEAN,  on  the-basis  of 
unity  and  solidarity,  to  coordinate  and  to  endeavour  to  develop 
common  positions  in  its  dialogues  with  its  Dialogue  Partners. 

129.  We  resolved  to  take  advantage  of  the  momentum  of  the  an- 
niversary of  the  20  years  of  ASEAN-China  relations  in  2011 
and  10  years  of  the  adoption  of  the  DOC  in  2012  to  finalize 
the  Guidelines  on  the  implementation  of  the  DOC  and  initiate 
discussions  on  a  regional  COC. 

Korean  Peninsula 

130.  We  expressed  concern  at  the  situation  on  the  Korean  Peninsula. 
Considering  the  ramifications  toward  the  Asia-Pacific  region,  we 
resolved  to  continue  supporting  the  Six-party  Talks,  by  helping 
create  conditions  conducive  to  the  resumption  of  the  Talks.  This 
can  be  achieved  particularly  by  optimizing  the  use  of  the  ASEAN 
Regional  Forum.  We  encourage  ASEAN  Foreign  Ministers  to  con- 
tinue exploring  ways  and  means  to  enhance  ASEAN's  potential 
contribution  to  the  resolution  of  the  conflict. 
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Middle  East 

131.  We  reviewed  with  concern  the  developments  in  the  domestic 
political  crises  in  some  countries  in  the  Middle  East  and  North 
Africa. 

132.  We  expressed  hope  that  the  political  unrest  occurring  in  some 
parts  of  the  region  would  be  resolved  by  peaceful  means.  We 
noted  with  satisfaction  that,  amidst  the  unrest,  ASEAN  Member 
States,  through  their  respective  embassies  in  the  affected 
countries,  have  lent  support  to  one  another  in  assisting  their 
nationals  to  reach  safety. 

Palestine 

133.  We  welcomed  recent  developments  in  Palestine,  particularly 
the  reconciliation  between  Palestine  factions  which  was 
facilitated  by  Egypt.  This  reconciliation  is  fundamental  in  the 
struggle  of  the  Palestinian  people  in  attaining  an  independent 
and  sovereign  Palestinian  state. 

G-20 

134.  We  welcomed  the  results  of  the  G-20  Summit  in  Seoul, 
particularly  the  adoption  of  the  agenda  for  development,  as 
provided  in  the  "Seoul  Development  Consensus ",  as  an  integral 
part  of  the  G20  Framework  for  Strong,  Sustainable  and  Bal- 
anced Growth.  We  cited  the  agenda  as  in  accordance  with  the 
developing  countries'  interests  and  conducive  to  comprehen- 
sive and  balanced  ideas  on  the  development  of  the  global  eco- 
nomic and  financial  architecture.  We  reiterated  our  support  for 
the  continuance  of  discussions  on  the  issues  of  financial  safety 
net,  the  reform  of  international  financial  institutions,  the  com- 
mitment to  free  and  fair  trade  and  resisting  protectionism. 

135.  We  underscored  the  need  to  reform  the  global  economic 
architecture  to  meet  global  challenges  such  as  supporting  and 
stabilizing  the  global  economy  and  addressing  the  impact  of 
commodities  and  energy  price  volatility.  In  line  with  the  ASE- 
AN theme  for  2011,  we  further  underlined  the  importance 
of  ASEAN  playing  a  more  active  role  in  reform  of  the  global 
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economic  governance.  We  stressed  the  need  for  the  ASEAN 
Chair  to  be  invited  to  participate  in  the  G-20  Summits  on  a 
regular  basis. 

Millennium  Development  Goals  (MDGs) 

136.  We  affirmed  ASEAN's  commitment  to  fully  address  socio- 
economic disparities  and  poverty  that  persist  across  ASEAN 
Member  States  by  developing  and  implementing  an  ASEAN 
Roadmap  towards  realizing  the  Millennium  Development  Goals 
(MDGs).  We  renewed  our  commitment  in  the  Joint  Declaration 
on  the  Attainment  of  the  Millennium  Development  Goals  in 
ASEAN,  underscoring  the  importance  of  better  coordination 
and  participation  of  all  key  stakeholders,  including  public  and 
private  sectors,  civil  societies  and  UN  specialized  agencies,  in 
implementing  the  MDGs.  We  called  upon  ASEAN  Member  States 
to  further  strengthen  our  efforts  at  poverty  alleviation  towards 
narrowing  the  development  gap  within  ASEAN, 

Non-Aligned  Movement  (NAM) 

137.  We  affirmed  our  confidence  in  the  relevance  of  the  Non 
Aligned  Movement's  principles  and  role  in  the  pursuit  of  the 
interests  of  developing  countries  in  multilateral  fora  and  in 
the  solution  of  global  challenges.  We  expressed  our  support  for 
Indonesia's  hosting  of  the  118th  meeting  of  Foreign  Ministers 
of  Non-Aligned  Countries  in  Bali,  May  2011,  and  the 
commemoration  of  the  50*  Armiversary  of  the  Establishment  of 
the  Non-Aligned  Movement. 

OTHER  ISSUES 

Timor-Leste's  Formal  Request  to  be  a  Full  Member  of  ASEAN 

138.  We  came  to  an  understanding  that  the  discussion  on  Timor- 
Leste's  formal  request  to  be  a  member  of  ASEAN  needs 
further  consideration.  In  this  context,  we  tasked  the  Foreign 
Ministers,  in  their  capacity  as  the  ASEAN  Coordinating  Council, 
to  look  at  this  issue  very  closely  and  provide  recommendations 
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for  the  Leaders'  consideration  at  a  later  stage  with  a  view  to  a 
decision  later  in  2011. 

The  Ottawa  Convention  to  Ban  Anti-Personnel  Landmines 

139.  We  welcomed  the  convening  of  the  11*  Meeting  of  Parties  to  the 
Ottawa  Convention  to  Ban  Anti-Personnel  Landmines  in  Phnom 
Penh  from  28*  November  to  December  2011  and  encouraged 
ASEAN  Member  States  to  send  the  representatives  to  participate 
in  the  meeting  in  order  to  show  solidarity  and  commitment  to 
peace  and  security  in  our  region  and  the  world. 
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